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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perencanaan dan penganggaran daerah memiliki hubungan yang sangat erat 

dan saling terkait, terutama bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini 

menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kerangka tersebut, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman 

arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen jangka panjang, menengah, 

maupun tahunan, sementara penganggaran daerah melalui APBD merupakan 

instrumen nyata untuk mendanai dan merealisasikan rencana tersebut. Keserasian 

antara perencanaan dan penganggaran merupakan kunci utama dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. 

Perencanaan yang baik tanpa dukungan penganggaran yang sesuai hanya 

akan menghasilkan dokumen tanpa daya guna, sementara penganggaran tanpa 

dasar perencanaan yang matang berpotensi menciptakan program yang tidak tepat 

sasaran. Oleh karena itu, keterpaduan perencanaan dan penganggaran menjadi 

fondasi penting agar setiap program pembangunan dapat terlaksana secara nyata 

dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan adanya keserasian, 

pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar benar 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya duplikasi kegiatan, 

pemborosan anggaran, serta ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan 

dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, keserasian perencanaan dan 

penganggaran memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola 

pemerintahan, karena setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri kaitannya 

dengan rencana pembangunan yang telah disepakati. 

Terkait dengan keuangan daerah yang menjadi instrumen pelaksana 

pembangunan daerah, selama satu dekade terakhir, tata kelola keuangan daerah di 

Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi regulasi 

maupun dinamika fiskal. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu daerah 

otonom di Provinsi Lampung tidak terlepas dari dinamika tersebut. Sejak 
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diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, 

akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun 

dalam praktiknya, penyusunan dan pelaksanaan APBD sering kali menghadapi 

berbagai tantangan, mulai dari ketergantungan pada dana transfer pusat, 

keterbatasan pendapatan asli daerah, dinamika belanja publik yang belum 

sepenuhnya proporsional, hingga kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal 

nasional dan perubahan ekonomi makro. 

Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah selama 

periode 2015 2025 menjadi krusial untuk menilai sejauh mana efektivitas 

pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk mengukur 

kinerja fiskal, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan yang memengaruhi stabilitas serta kemandirian fiskal daerah. Selain 

itu, evaluasi menyeluruh dapat menjadi dasar dalam menilai konsistensi APBD 

dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, serta 

keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan adanya 

evaluasi ini, akan dapat diketahui berbagai capaian, kendala, serta praktik baik 

yang dapat dijadikan pelajaran untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan 

daerah di masa mendatang. 

Lebih jauh, penyusunan proyeksi fiskal dan strategi kebijakan keuangan 

untuk periode 2026–2030 diperlukan agar Kabupaten Lampung Timur memiliki 

kerangka kebijakan fiskal yang lebih terarah dan responsif terhadap tantangan 

masa depan. Perubahan kondisi ekonomi, tuntutan pembangunan berkelanjutan, 

serta potensi risiko fiskal seperti fluktuasi pendapatan transfer, dinamika ekonomi 

lokal, dan kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat, menuntut adanya 

strategi pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan berbasis pada skenario 

fiskal yang realistis. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu 

memperkuat basis pendapatan asli daerah, meningkatkan efektivitas belanja publik, 

serta menjaga keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. 

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis 

sekaligus praktis bagi perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah 

yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi sepuluh tahun 

terakhir akan menjadi pijakan untuk merumuskan proyeksi dan strategi kebijakan 

lima tahun ke depan, sehingga APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam 
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mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, 

serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur. 

1.2. Maksud dan Tujuan  

1.2.1. Maksud 

Maksud dari kegiatan Analisis Evaluasi Perencanaan dan 

Penganggaran serta Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Perencanaan dan 

Penganggaran Daerah adalah memperoleh data dan informasi terkait capaian 

kinerja perencanaan dan penganggaran daerah kurun waktu sepuluh tahun 

terakhir dan memperoleh arah kebijakan yang tepat, efektif dan efisien 

melalui peta jalan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah kurun 

waktu lima tahun kedepan. 

1.2.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari kegiatan Analisis Evaluasi Perencanaan dan 

Penganggaran serta Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Perencanaan dan 

Penganggaran Daerah ini adalah :  

1. Menganalisis kinerja makro pembangunan dan APBD Kabupaten 

Lampung Timur kurun waktu 2015-2025, dengan menekankan 

aspek efektivitas dan efisiensi pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

daerah.  

2. Menganalisis tantangan dan hambatan struktural kelembagaan, 

dan tata kelola dalam sistem perencanaan dan penganggaran 

daerah. 

3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi perencanaan dan 

fiskal daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah periode 

2025-2030. 

1.3. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan Analisis Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta 

Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah 

untuk :  

1. Menilai secara sistematis kualitas, konsistensi, efektivitas serta ketercapaian 

dokumen perencanaan dan pelaksanaan penganggaran dalam pembangunan 

daerah.  

2. Memetakan tantangan dan hambatan struktural kelembagaan, dan tata 

kelola dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.  
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3. Merumuskan peta jalan perencanaan dan kerangka kebijakan fiskal untuk 

mencapai tujuan pembangunan daerah periode 2025-2030. 

1.4. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup kegiatan Analisis Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 

serta Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

secara umum adalah melakukan evaluasi atas kinerja perencanaan dan 

penganggaran Daerah Lampung Timur 2015-2025 serbagai landasan dalam 

perumusan strategi perencanaan dan penganggaran untuk priode 2026-2030. 

Secara khusus lingkup kegiatan ini terdiri dari:  

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Timur 

untuk priode 2016-2020 dan 2021-2025, dengan melakukan analisis ini 

meliputi: 

• Identifikasi dan klasifikasi indikator makro utama dan pengukuran 

Tingkat pencapaian kinerja makro Pembangunan daerah;  

• Analisis perbandingan antara target kinerja makro pembangunan 

daerah dan pencapaian kinerja makro pembangunan daerah;  

• Analisis trend kecenderungan perubahan pencapaian kinerja makro 

dari tahun ke tahun; 

b. Evaluasi dan Analisis Kinerja Keuangan Daerah (2015–2025), dengan 

melakukan analisis APBD Kabupaten Lampung Timur, meliputi:  

• Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 

Lampung Timur 2015-2025 

• Analisis Kemandirian fiskal dan ketergantungan terhadap transfer 

pusat Lampung Timur 2015-2025 

• Analisis Kineja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lampung 

Timur; 

• Analisis Kredibilitas Anggaran menghitung deviasi antara anggaran 

dan realisasi (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan) 

• Analisis Kesehatan Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Timur 2015-2025; 

c. Evaluasi dan Analisis Hubungan antara Kinerja Pembangunan dan Kinerja 

Keuangan Daerah. Kajian ini mengevaluasi sejauh mana kinerja fiskal daerah 

berkorelasi dengan pencapaian indikator pembangunan. Analisis dilakukan 

melalui: 

• Analisis Efektifitas pendapatan Daerah Lampung Timur 2015-2025; 
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• Analisis Efisensi belanja daerah Lampung Timur 2015-2025; 

• Analisisi hubungan antara kinerja keuangan dengan kinerja makro 

Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur 2015-2025; 

d. Evaluasi dan analisis Hambatan dan Tantangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Lampung Timur. Analisis ini menggunakan pendekatan. Evaluasi ini 

meliputi beberapa aspek yaitu:  

• Aspek Kapasitas sumber daya manusia; 

• Aspek dan Koordinasi  

• Aspek Perencanaan dan Penyusunan APBD  

• Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas  

• Ketersediaan dan Kualitas Data  

• Hambatan Politik dan Regulasi  

• Sistem Monitoring & Evaluasi (M&E 

e. Analisis Proyeksi dan Skenario Kebijakan Fiskal Lampung Timur 2026-2030. 

Analisis ini dilakukan untuk memproyeksikan kebijakan pendapatan, belanja 

dan pembiayaan daerah kabupaten Lampung Timur 2026-2030.  

1.5. Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Peta 

Jalan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur ini dilaksanakan selama 60 hari kalender (2 bulan). Secara detail berikut 

adalah tahapan dan tentative waktu pelaksanaan penelitian:  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik  

Salah satu elemen penting dalam pemerintahan adalah kebijakan publik. Hal 

ini sangat beralasan, karena pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan melakukan pelayanan publik melalui kebijakan yang dilakukan 

(Ndraha, 2003). Secara lebih jauh, kebijakan publik merupakan komponen dalam 

pengendalian negara. Karena pemerintah suatu negara dalam mengelola negera, 

tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola 

pemerintahan/negara agar lebih bernilai melalui kebihjakan publik (Nugroho, 

2009).  

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Dye (2002) (dalam Handoko, 2012) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

“whatever government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik merupakan 

suatu Tindakan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Sementara Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) mengartikan kebijakan publik 

sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan 

(Handoko, 2016). Dengan demikian kebijakan publik dapat diartikan sebagai 

tindakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah dalam mengelola dan 

pengendalian pemerintahan untuk kepentingan publik dalam berbagai bentuk. 

Seperti peraturan perundangan, perencanaan dan implementasi program, 

pengelolaan keuangan serta bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan masalah 

publik yang akan diatasi (Septiana, 2022). 

Kebijakan publik tidak hanya sebuah tindakan yang dilaksanakan 

pemerintah yang bersifat sporadis. Melainkan kebijakan publik yang benar memiliki 

langkah-langkah sistematis mulai dari tahapan egenda setting hingga evaluasi 

kebijakan. Dunn (2013) menyederhakan 4 langkah kebijakan publik yaitu (1) 

penyusunan agenda; langkah ini sebagai tindakan awal proses kebijakan publik 

yaitu mengidentifikasi masalah-masalah publik yang berkembang. (2) formulasi 

kebijakan, setelah mendapatkan identifikasi masalah akurat selanjutnya 

merumuskan alternatif tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut 

dalam bentuk kebijakan. (3) Implementasi kebijakan,  tahapan selanjutnya 

kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan dilaksanakan oleh implementator 

kebijakan melalui sumberdaya yang dimiliki. (4) evaluasi kebijakan, untuk 
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menghasilkan dampak yang baik atas tindakan/kebijakan publik yang dijalankan 

maka diperlukan evaluasi kebijakan, yaitu pengukuran terhadap hasil implementasi 

kebijakan yang dilaksanakan. (Riant Nugroho, 2014, Alalsan, 2022).  

Evaluasi kebijakan memiliki peranan penting dalam proses kebijakan. 

Evaluasi kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik 

tentang apa yang terjadi dalam suatu program/praktik/teknologi berkaitan dengan 

suatu kebijakan (Trochim 2009 dalam Handoko, 2012). Dunn (2003) mengartikan 

evaluasi kebijakan diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan informasi 

mengenai nilai atau manfaat dari kebijakan yang dilaksanakana. Evaluasi  

memfokuskan diri pada penciptaan premis- premis nilai yang diperlukan untuk 

menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Dalam artian evaluasi tidak 

hanya untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi lebih dalam evaluasi 

kebijakan dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang telah 

dibuat?” (Handoko, 2012). 

Evaluasi kebijakan memili fungsi penting dalam memberikan umpan balik 

terhadap program/paktik dalam kebijakan. Sehingga Trochim dan Dunn (2023) 

(dalam Handoko 2012) menjelaskan fungsi evaluasi kebijakan yaitu; Pertama 

memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, 

yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui 

tindakan public. Kedua evaluasi memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas 

dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Ketiga evaluasi 

memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, 

termasuk dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi. 

Edward Suchman dengan pendekatan praktis, menyebutkan enam langkah 

dalam evaluasi kebijakan, yaitu (1) mengidentifikasi tujuan program yang akan 

dievaluasi, (2) analisis terhadap masalah, (3) deskripsi dan standarisasi kegiatan, (4) 

pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, (5) menentukan apakah 

perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena 

penyebab lain, (6) beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu 

dampak.  

Dalam konteks studi ini, perencanaan dan penganggaran pembangunan 

daerah merupakan salah satu bentuk produk kebijakan publik yang disusun oleh 

pemerintah daerah untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan alat 

kendali kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
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(SPPN) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses 

menentukan tindakan masa depan melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa 

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. 

2.2. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses sistematis untuk 

menentukan tindakan di masa depan yang diarahkan guna mencapai tujuan 

pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kondisi 

lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. 

Menurut Friedmann (1987), perencanaan pembangunan adalah proses interaktif 

antara pengetahuan teknokratis dengan aspirasi masyarakat untuk mengarahkan 

perubahan sosial yang diinginkan. 

Sementara menurut Conyers & Hills (1984), perencanaan pembangunan 

adalah upaya yang disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi arah dan 

kecepatan perubahan ekonomi serta sosial, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Adapun proses perencanaan yang baik dilakukan seperti yang diungkapkan 

(Kunarjo, 2002), yaitu:  

a) Harus didasari dengan tujuan pembangunan baik itu dalam aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan lainnya;  

b) Konsisten dan realistis, artinya perencanaan dilakukan sesuai dengan rencana 

dengan analisis yang tepat sesuai kebutuhan, dan perencanaan anggaran yang 

wajar juga dilakukan sesuai dengan sumber daya yang tersedia seperti 

pendapatan, keuangan dan sumber daya lainnya;  

c) Pengawasan yang berkesinambungan, dalam proses perencanaan berjalan 

terus menerus agar penyimpangan tidak mempengaruhi rencana;  

d) Adanya aspek fisik dan pembiayaan, pada dasarnya setiap kebutuhan fisik 

organisasi terutama memerlukan organisasi pemerintahan dimana masyarakat 
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sangat membutuhkan pembangunan bersifat fisik sehingga perencanaan juga 

memperhatikan kebutuhan fisik dalam mencapai tujuan; 

e)  Memahami hubungan antar variabel, artinya perencana harus memahami 

hubungan sebab akibat dan hubungan ketergantungan dan keterkaitan antar 

variabel, sehingga dapat memperhitungkan perencanaan dengan baik dalam 

mencapai target yang diinginkan; dan  

f) Adanya koordinasi, artinya dalam perencanaan harus dilakukan koordinasi 

baik vertikal maupun horizontal untuk menjaga konsistensi dan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Dalam proses perencanaan dibutuhkan factor – factor penentu untuk 

menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik. Seperti yang diungkapkan  

Widjaya bahwa dalam penyusunan perencanaan yang baik ada faktor faktor yang 

dibutuhkan (Widjaya, 1987): yaitu: (1) Rencana secara profesional disiapkan dan 

dilaksanakan oleh orang-orang dengan klasifikasi perencanaan yang memahami 

dengan metode perencanaan; (2) Perencana harus mengerti situasi dan kondisi 

organisasi serta tujuan organisasi; (3) Harus Memiliki Data dan informasi yang 

akurat untuk dapat mendukung penyusunan rencana yang baik; dan (4) Proyeksi 

yang tepat, artinya perencaanan mampu memprediksi perkembangan pada masa 

depan, sehingga perencanaan saat ini. 

Perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan pembangunan yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Bagi 

negara – negara yang masih miskin perencanaan pembangunan diarahkan pada 

agenda untuk pemenuhan kebutuhan dasar (base need), sedangkan negara yang 

lebih maju perencanaan pembangunan diarahkan pada agenda skunder atau tersier 

(Tikson, 2005). Untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang memberikan 

dampak, maka diperlukan indicator keberhasilan pembangunan.  

Indikator keberhasilan pembangunan adalah alat ukur untuk melihat apakah 

perencanaan dan implementasi dari pembangunan memiliki dampak perubahan. 

Tikson (2025) menjelaskan ukuran keberihasilan pembangunan yang dapat 

digunakan oleh Lembaga internasional dalam kontek pembangunan ekonomi dan 

social diantaranya pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur 

perekonomian, urbanisasi dan Tabungan (dikutip dalam Patarai, 2016). Dalam 

kontek pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempedomani kebijakan 

nasional yang ditetapkan dalam UU 25 tahun 2025 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan mempedomani UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah 
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daerah yang mengatur urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah.  

Secara teknis perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 86 tahun 2017, yang memberikan 

pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari 

jangka Panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD). 

Selanjutnya pemerintah daerah juga menyusun kebijakan perencanaan jangka 

menengah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah 

(RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan.  

Indikator keberhasilan pembangunan menjadi prasyarat mutlak dalam 

perencanaan pembangunan secara berjenjang. Mulai dari indicator makro, indicator 

kinerja utama dan indicator kinerja program sebagai dampak (impact) dari kebijakan 

publik melalui pogram yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator kinerja 

makro pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomo 

5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

memuat indicator pembangunan makro yaitu: 

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas  

b) Tingkat Inflasi  

c) Indeks Pembangunan Manusia  

d) Angka Kemiskinan 

e) Gini Rasio 

f) Tingkat Pengangguran Terbuka  

g) Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten  

h) Opini Laporan Keuangan  

2.3. Konsep Penganggaran Daerah 

Penganggaran daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan 

publik (public financial management) yang berfungsi sebagai instrumen utama 

pemerintah daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan 

sumber daya keuangan guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Menurut 

Mardiasmo (2018), penganggaran daerah adalah proses penyusunan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan prioritas kebijakan 

publik dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai dari sumber pendapatan 

daerah. 

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, penganggaran daerah menjadi wujud nyata 

dari otonomi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.  
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini 

menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan secara efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (HKPD). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama 

dalam penganggaran di tingkat daerah, yang memiliki empat fungsi pokok (Halim, 

2020), yaitu: 

a) Fungsi perencanaan – anggaran mencerminkan rencana kegiatan dan 

pembiayaan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran; 

b) Fungsi pengendalian – anggaran menjadi alat untuk mengukur kinerja dan 

mengendalikan aktivitas keuangan; 

c)  Fungsi kebijakan fiskal – anggaran menjadi sarana untuk mencapai 

pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan 

d) Fungsi akuntabilitas publik – anggaran menunjukkan komitmen pemerintah 

terhadap penggunaan dana publik secara bertanggung jawab. 

Dengan demikian, penganggaran daerah tidak hanya bersifat administratif, 

tetapi juga strategis, karena menentukan arah pembangunan daerah serta 

efektivitas implementasi kebijakan publik. 

 Menurut Musgrave & Musgrave (1989) dan Wildavsky (1992), terdapat 

beberapa pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran daerah, yaitu: 

a) Pendekatan Tradisional (Line Item Budgeting) Pendekatan ini menitikberatkan 

pada pengendalian input dengan struktur anggaran berdasarkan jenis 

belanja seperti gaji, barang, dan jasa. Fokus utamanya adalah efisiensi 

administratif dan kepatuhan prosedural. Kelemahannya, pendekatan ini 

tidak menilai sejauh mana anggaran menghasilkan output dan outcome 

pembangunan. 

b) Pendekatan Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting). Pendekatan ini 

menghubungkan antara input (anggaran), output (hasil langsung), dan 

outcome (hasil akhir pembangunan). Dalam konteks Indonesia, pendekatan 

ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan penyusunan Rencana Kerja 
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dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja. Dengan pendekatan ini, efektivitas 

program diukur melalui indikator kinerja yang terukur (Mahmudi, 2019). 

c) Pendekatan Partisipatif (Participatory Budgeting). Konsep ini menekankan 

pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran 

melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang). Pendekatan ini meningkatkan transparansi, legitimasi 

kebijakan publik, serta memperkuat akuntabilitas sosial (Shah, 2007).  

d) Pendekatan Responsif Gender dan Inklusi Sosial (Gender Responsive 

Budgeting) Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi anggaran 

memperhatikan perbedaan kebutuhan, peran, dan hambatan antara laki-

laki, perempuan, serta kelompok rentan. Tujuannya adalah menjamin 

kesetaraan dan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan 

(Kementerian Keuangan, 2021). 

e) Pendekatan Berbasis Nilai Publik (Public Value-Based Budgeting) Mengacu 

pada teori Moore (1995), pendekatan ini menempatkan anggaran sebagai 

instrumen penciptaan public value — yaitu nilai sosial dan manfaat nyata 

bagi masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut efisien, tetapi juga 

harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran menciptakan dampak 

sosial dan lingkungan yang signifikan. 

 Siklus penganggaran daerah meliputi empat tahap utama (Halim & Kusufi, 

2019), yaitu: (1) Perencanaan dan Penyusunan Anggaran – dimulai dari penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada RPJMD. RKPD 

menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) hingga menghasilkan rancangan APBD. (2) Pengesahan 

Anggaran – rancangan APBD dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan 

DPRD, kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah. (3) Pelaksanaan Anggaran – 

dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan prinsip 

efisiensi, efektivitas, dan transparansi. (4) Pengawasan dan Pertanggungjawaban – 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah (internal), BPK (eksternal), serta masyarakat 

melalui mekanisme pengawasan sosial. Hasil pelaksanaan dilaporkan dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Siklus tersebut menunjukkan 

bahwa penganggaran merupakan proses berkelanjutan, tidak berhenti pada 

penetapan APBD, tetapi berlanjut hingga tahap evaluasi dan pembelajaran 

kebijakan fiskal daerah. 

Penganggaran daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian 

indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan 
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kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Kualitas penganggaran yang baik menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pembangunan (Bahl & Linn, 1992). Integrasi antara perencanaan dan penganggaran 

dikenal dengan prinsip money follows program  menjadi elemen penting dalam 

mewujudkan pembangunan yang berorientasi hasil (outcome-based development). 

Setiap program dalam RPJMD harus memperoleh dukungan alokasi yang memadai 

dalam APBD agar capaian indikator makro dapat konsisten dan berkelanjutan. 

Selain itu, penganggaran juga berperan sebagai alat evaluasi kebijakan publik. 

Melalui analisis efisiensi (hubungan antara input dan output) serta efektivitas 

(hubungan antara output dan outcome), pemerintah daerah dapat menilai sejauh 

mana kebijakan dan program pembangunan berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Mahsun, 2019). 

Secara konseptual, hubungan antara penganggaran dan kinerja 

pembangunan dapat dijelaskan melalui teori sistem (Easton, 1965), di mana 

anggaran publik berfungsi sebagai input yang akan menghasilkan output berupa 

layanan publik dan outcome berupa perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan 

demikian, kualitas sistem penganggaran menentukan kualitas hasil pembangunan 

daerah.  

2.4. Evaluasi Kinerja Pembangunan 

Evaluasi kinerja pembangunan merupakan proses sistematis untuk menilai 

sejauh mana hasil (outcomes) dan dampak (impacts) pembangunan yang 

direncanakan telah tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. 

Evaluasi ini menggunakan indikator kinerja pembangunan sebagai alat ukur 

keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik baik di tingkat daerah 

maupun nasional. Menurut Rondinelli (1993), evaluasi pembangunan adalah proses 

untuk menilai sejauh mana intervensi pemerintah dalam pembangunan mampu 

menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sesuai dengan 

tujuan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menilai tingkat pencapaian hasil, tetapi juga 

memeriksa relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan * keberlanjutan* 

(sustainability) dari kebijakan atau program pembangunan yang dilaksanakan. 

Dalam konteks Indonesia, evaluasi atas kinerja pembangunan daerah 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan 
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RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berdasarkan Pasal 1 angka 44 Permendagri tersebut, 

evaluasi pembangunan daerah adalah proses penilaian terhadap pencapaian hasil 

pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan selanjutnya. 

Evaluasi pembangunan memiliki beberapa tujuan strategis, yaitu: 

(a) Menilai kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, baik dari sisi output, 

outcome, maupun dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan 

masyarakat; 

(b) Menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja 

pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan RKPD; 

(c) Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan untuk periode berikutnya; 

(d) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dalam pengelolaan sumber daya publik; dan 

(e) Mendukung proses pengambilan keputusan berbasis kinerja (evidence-

based policy making) agar kebijakan pembangunan daerah lebih efektif dan 

adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. 

Evaluasi kinerja pembangunan pada dasarnya merupakan bagian dari siklus 

manajemen pembangunan daerah, yang tidak dapat dipisahkan dari tahap 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Evaluasi berfungsi 

sebagai umpan balik (feedback) bagi proses perencanaan dan penganggaran 

berikutnya. Dengan demikian, evaluasi berperan penting dalam memastikan 

integrasi antara perencanaan dan penganggaran agar kebijakan publik yang 

dirumuskan benar-benar berorientasi hasil (result-based management). 

Secara teoretis, pendekatan evaluasi pembangunan dapat dijelaskan melalui 

beberapa kerangka konseptual: 

a) Teori Sistem (Easton, 1965) – pembangunan dipandang sebagai sebuah 

sistem di mana kebijakan publik dan alokasi anggaran merupakan 

input, program dan kegiatan merupakan proses, sedangkan hasil dan 

dampak pembangunan merupakan output dan outcome. Evaluasi 

dilakukan untuk menilai seberapa efektif sistem tersebut bekerja dan 

menghasilkan perubahan sosial yang diinginkan. 

b) Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam (1971), menekankan bahwa evaluasi 

harus menilai:  

- Context: kesesuaian tujuan pembangunan dengan kebutuhan daerah, 

- Input: kecukupan sumber daya (termasuk anggaran), 
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- Process: efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan 

- Product: hasil dan dampak pembangunan yang dicapai. 

c) Teori Value for Money (Economy, Efficiency, Effectiveness) — menilai 

sejauh mana sumber daya publik digunakan secara hemat (economy), 

menghasilkan keluaran optimal (efficiency), dan memberikan hasil 

pembangunan yang sesuai tujuan kebijakan (effectiveness). 

Dengan demikian, evaluasi kinerja pembangunan tidak hanya berfungsi 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga 

sebagai instrumen pengendalian kebijakan fiskal dan peningkatan tata kelola 

pemerintahan daerah. Evaluasi yang berbasis kinerja (performance-based 

evaluation) membantu memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD menghasilkan 

manfaat yang terukur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian 

indikator makro pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan 

kemiskinan, peningkatan IPM, serta keberlanjutan lingkungan. 

2.5. Evaluasi Kinerja Anggaran Daerah 

Menurut    Masdiantini    dan    Erawati    bahwa kinerja    keuangan 

pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan  menggunakan  rasio  kemandirian, 

ekonomi,   efektivitas,   dan   efisiensi.   (Masdiantini   dan   Erawati,   2016) 

Kemandirian   menunjukkan   kemampuan   pemerintah   daerah   membiayai 

penyelenggaraan  pemerintahannya  sendiridengan  menggunakan  Pendapatan Asli  

Daerah  yang  diperolehnya.  Ekonomi  menunjukkan  tingkat  kehematan 

pengeluaran-pengeluaran    pemerintah    daerah.    Efektivitas    menunjukkan 

realisasi  pendapatan  yang  dapat  dicapai  oleh  pemerintah  daerah.  Efisiensi 

menunjukkan   seberapa   besar   biaya   yang   dikeluarkan   untuk   mencapai 

realisasi pendapatan. Sejalan  dengan  itu,  dalam  pendekatan  normatif  

menekankan  bawah implementasi  kebijakan  sektor  publik  mempunyai  derajat  

kesulitan  lebih tinggi,     karena     erat     kaitannya     dengan     aspek     politik 

dan     harus mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan (Digdowiseiso, 

2015); 

Sedangkan   menurut   Sularso   dan   Restianto   menyebutkan   kinerja 

keuangan   adalah   suatu   ukuran   kinerja   yang   menggunakan   indikator 

keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai 

kinerja  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai  analisis  sehingga  diperoleh posisi  

keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi  kinerja yang akan 

berlanjut. (Sularso dan Restianto, 2011). Mardiasmo  mengatakan  kinerja  
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keuangan  adalah  salah  satu  ukuran yang   dapat   digunakan   untuk   

memastikan   kemampuan   daerah   dalam melaksanakan  aturan  pelaksanaan  

keuangan  secara  baik  dan  benar  untuk mempertahankan  layanan  yang  

diinginkan,  di  mana  penilaian  yang  lebih tinggi    menjadi    tuntutan    yang 

harus    dipenuhi    agar    pihak    eksternal memutuskan  untuk  berinvestasi  di  

dalam  daerah.  Pengukuran  kinerja  yang bersumber   dari   informasi   financial   

seperti   laporan   keuangan,   diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.  

2.5.1. Kamandirian Fiskal 

Kemandirian fiskal daerah (fiscal independence atau fiscal autonomy) 

merupakan salah satu pilar utama dalam sistem desentralisasi fiskal yang 

bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan. Konsep ini menekankan kemampuan daerah dalam 

membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya secara 

mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah 

pusat. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), kemandirian fiskal 

merupakan kondisi di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan 

mengelola pendapatan dan belanja secara optimal untuk memenuhi fungsi 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi di wilayahnya. Dalam konteks ini, 

daerah dianggap mandiri apabila memiliki kapasitas fiskal yang memadai, 

yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara 

berkelanjutan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. 

Sementara itu, Halim (2020) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal 

daerah mencerminkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan. Semakin besar 

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula 

tingkat kemandirian fiskalnya. Sebaliknya, jika sebagian besar pendapatan 

daerah masih bergantung pada dana transfer (seperti DAU, DAK, dan DBH), 

maka kemandirian fiskal dianggap rendah. Dalam kerangka Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (HKPD), kemandirian fiskal menjadi tujuan strategis 

untuk menciptakan hubungan keuangan yang adil, selaras, dan 

berkelanjutan antara pusat dan daerah. UU ini menekankan prinsip money 

follows function, yaitu bahwa setiap kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada daerah harus disertai dengan sumber pembiayaan yang 

memadai. 
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2.5.2. Kesehatan Fiskal  

Kenneth W. Brown, memperkenalkan template perhitungan kesehatan 

keuangan daerah dianggap mudah (Brown, 1993, dalam Taufik, et al, 2021). 

Dengan menghitung rasio dari  10  indikator,  yang  dikenal  dengan  istilah  

The  Ten-Point  Test  of  Fiscal Condition.  Berikut  10  indikator  rasio  untuk  

mengukur  kondisi  fiskal  yang dimaksud oleh Brown, yaitu:  

a) Rasio total pendapatan terhadap populasi (Pendapatan per Kapita) 

b) Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 

c) Rasio   pendapatan   daerah   dari   pendapatan   lainnya   terhadap   total 

pendapatan daerah 

d) Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah.5.Rasio total 

pendapatan daerah terhadap total belanja daerah. 

e) Rasio   saldo   dana   umum   yang   tidak   dicadangkan   terhadap   total 

pendapatan daerah 

f) Rasio  total  kas  dana  umum  dan  investasi  terhadap  total  kewajiban 

dana umum 

g) Rasio total kewajiban dana umum terhadap total pendapatan daerah 

h) Rasio hutang jangka panjang langsung terhadap populasi  

i) Rasio rasio hutang terhadap total pendapatan daerah  

2.5.3. Efektifitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi anggaran merupakan dua prinsip utama 

dalam manajemen keuangan publik yang mencerminkan sejauh mana 

pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya fiskal secara optimal 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Keduanya merupakan pilar penting 

dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good public 

financial management) dan menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja 

anggaran daerah. 

Efektivitas anggaran menggambarkan tingkat keberhasilan 

penggunaan dana publik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

direncanakan. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah hubungan yang 

membandingkan antara sasaran yang ditargetkan dengan sasaran yang ingin 

dicapai. Konsep ini menitikberatkan pada dampak (outcome) yang dihasilkan 

dari keluaran (output) suatu kegiatan. Dengan demikian, anggaran dapat 

dikatakan efektif apabila pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah 
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menghasilkan perubahan yang signifikan sesuai dengan tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas anggaran menilai sejauh mana program dan kegiatan yang 

dibiayai APBD mencapai target kinerja yang telah direncanakan dalam RKPD 

atau RPJMD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk 

peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan ekonomi daerah. 

Selain itu juga efektifitas ini untuk menilai sejauhana anggaran berkontribusi 

terhadap pencapaian indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan 

ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan IPM. Menurut Mahsun 

(2019), efektivitas juga mencerminkan kesesuaian antara hasil yang dicapai 

dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi ukuran 

keberhasilan kinerja organisasi publik. Dalam kerangka OECD (2019) dan 

World Bank (2018), efektivitas anggaran juga menjadi salah satu tolok ukur 

utama dalam sistem results-based budgeting, di mana hasil pembangunan 

(outcome) menjadi ukuran utama keberhasilan alokasi fiskal. 

Efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan pemerintah daerah 

untuk menggunakan sumber daya fiskal secara hemat, tepat guna, dan 

produktif tanpa mengorbankan kualitas hasil. Mardiasmo (2018) 

mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan erat dengan produktivitas, yang 

menunjukkan tingkat kehematan dari segi tenaga, waktu, dan biaya. Konsep 

efisiensi menekankan pada perbandingan antara input yang seminimal 

mungkin dengan output yang semaksimal mungkin. Dengan kata lain, 

efisiensi anggaran menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu 

(1) Menghasilkan output yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya 

(input) yang terbatas; (2) Meminimalkan pemborosan dan pengeluaran yang 

tidak produktif; (3) Mengoptimalkan biaya administrasi dan pelaksanaan 

program; serta (4) Meningkatkan nilai manfaat dari setiap rupiah yang 

dibelanjakan. 

Menurut Halim dan Kusufi (2019), efisiensi anggaran tidak hanya 

diukur dari aspek penghematan, tetapi juga dari rasionalisasi program agar 

sumber daya publik digunakan untuk prioritas yang memberikan hasil paling 

besar bagi masyarakat. Sementara itu, Mahmudi (2019) menegaskan bahwa 

efisiensi menjadi bagian integral dari konsep value for money, yang menuntut 

pemerintah untuk mengelola anggaran berdasarkan asas ekonomi, efisiensi, 

dan efektivitas. 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 19 — 

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator yang saling 

melengkapi dalam menilai kinerja anggaran. Efektivitas berfokus pada 

pencapaian tujuan (doing the right things), sedangkan efisiensi berfokus pada 

penggunaan sumber daya secara optimal (doing things right). Dalam konteks 

keuangan daerah, keseimbangan antara keduanya menjadi dasar dalam 

penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 

2.5.4. Tata Kelola Keuangan Daerah 

Evaluasi tata kelola pengelolaan keuangan merupakan proses untuk 

menilai sejauh mana struktur organisasi, mekanisme kerja, serta kapasitas 

institusional pemerintah mampu menjamin tata kelola keuangan yang efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi ini tidak hanya menilai 

kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga mengkaji efektivitas 

koordinasi antar lembaga, integritas pelaksana, dan kemampuan institusi 

dalam mencapai tujuan pembangunan melalui kebijakan fiskal yang 

berkelanjutan. 

Menurut OECD (2019) dalam Recommendation on Budgetary 

Governance, tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan keuangan publik 

harus memastikan bahwa proses anggaran bersifat terpadu, transparan, 

disiplin fiskal terjaga, dan berbasis hasil (performance-oriented). OECD 

menekankan beberapa prinsip utama kelembagaan yang perlu dievaluasi: 

 

a) Keterpaduan kelembagaan (Institutional Coherence) – memastikan bahwa 

peran dan tanggung jawab antar lembaga dalam siklus anggaran 

(perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan audit) terdefinisi jelas dan 

tidak tumpang tindih. 

b) Kapasitas dan profesionalisme institusi fiskal – menilai sejauh mana 

lembaga pengelola keuangan memiliki kompetensi, data, dan sumber 

daya untuk menyusun kebijakan fiskal yang kredibel. 

c) Transparansi dan akuntabilitas – menilai ketersediaan informasi publik 

terkait kebijakan anggaran dan laporan keuangan secara terbuka untuk 

memperkuat pengawasan publik. 
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d) Orientasi pada hasil (Performance Orientation) – mengevaluasi sejauh 

mana lembaga mampu menghubungkan antara input fiskal dengan 

outcome pembangunan secara terukur. 

e) Koordinasi lintas lembaga dan level pemerintahan – termasuk koordinasi 

fiskal vertikal antara pusat dan daerah, yang menjadi kunci efektivitas 

desentralisasi fiskal. 

 

Dengan demikian, dalam kerangka OECD, evaluasi kelembagaan 

berfokus pada bagaimana tata kelola institusi fiskal mampu menjaga fiscal 

discipline, mendukung efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat 

akuntabilitas publik. 

Menurut World Bank (2018), efektivitas kelembagaan dalam 

pengelolaan keuangan publik diukur melalui kerangka Public Financial 

Management (PFM), yang mencakup enam pilar utama: (1) Kredibilitas 

Anggaran (Budget Credibility) – sejauh mana lembaga mampu melaksanakan 

anggaran sesuai dengan rencana dan kapasitas fiskal. (2) Transparansi dan 

Akuntabilitas Fiskal (Fiscal Transparency and Accountability) – menilai 

sejauh mana lembaga menyediakan informasi yang memadai bagi publik dan 

lembaga pengawasan. (3) Pengendalian Internal dan Audit – mencakup 

efektivitas sistem pengawasan internal, fungsi audit internal (APIP), dan audit 

eksternal (BPK). (4) Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya – menilai efektivitas 

lembaga dalam mengelola sumber daya fiskal, termasuk aset dan belanja 

publik. (5) Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro – memastikan 

bahwa lembaga fiskal mendukung stabilitas ekonomi makro dan 

keberlanjutan fiskal. (6) Institusionalisasi Reformasi PFM – menilai komitmen 

kelembagaan terhadap reformasi kelembagaan jangka panjang, termasuk 

inovasi dalam sistem informasi keuangan. 

World Bank juga mengembangkan alat penilaian PEFA (Public 

Expenditure and Financial Accountability) untuk mengukur kinerja 

kelembagaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. PEFA menilai 

dimensi-dimensi seperti: 

a) Penganggaran yang realistis dan kredibel, 

b) Ketersediaan informasi fiskal yang komprehensif, 

c) Pengawasan legislatif dan audit yang efektif, 

d) Kinerja kelembagaan pengelola keuangan yang mendukung hasil 

pembangunan. 
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BAB III  

METODOLOGI 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam 

kerangka sistem Pengelolaan Anggaran Publik (Public Financial 

Management), dengan mengabungkan antara pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan studi ini memotret kondisi 

nyata pengelolaan APBD 2015–2025 serta meproyeksikan strategi fiskal 

kedepan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, tanpa 

mengurangi kompleksitas yang ada.  

Pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi serta mengukur 

kinerja pengelolaan keuangan historis (2015-2025) dan merumuskan 

skenario proyeksi kedepan secara objektif berbasis data numerik APBD 

serta indikator keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif fokus pada 

analisis tren 2015-2025, analisis kredibilitas, analisis efektifitas dan 

efisien, dan analisis proyeksi dan skenario fiskal kedepan (2026-2030).  

Pendekatan kualitatif untuk pendalaman dalam memahami proses 

kebijakan dan tata kelola keuangan yang berguna untuk memperkuat 

temuan-temuan analisis kuantitatif yang tidak dapat dilihat dari data 

numerik (angka-angka) dalam APBD. Fokus kualitatif untuk memahami 

tantangan dan hambatan kelembagaan, tata kelola perencanaan dan 

pelaksanaan, termasuk sosial politik yang mempengaruhi pengelolaan 

keuangan daerah 

Laporan akhirnya memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel 

serta fokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas 

permasalahan, (Creswell, 2017). Moleong 2009, menjelaskan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang betujuan untuk memahami fenomena 

terhadap apa yang dialamai oleh subjek penelitian seperti persepsi, 

motivasi, perilaku, tindakan secara holistik yang dideskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, (Moleong, 2009). Metode dan pendekatan 

penelitian ini digunakan untuk tujuan menangkap dan mengekplorasi 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 22 — 

permasalahan pokok mengenai perencanaan dan penganggaran di 

kabupaten Lampung Timur.  

3.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan 

dan penganggaran serta penyusunan roadmap (peta jalan) kebijakan 

perencanaan dan penganggaran kabupaten lampung timur menggunakan 

dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.  

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang digunakan untuk 

menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus 

yang dikaji. Data primer dapat dilacak dari pengakuan para actor 

yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penganganggaran 

di kabupaten Lampung Timur baik ekskutif dalam hal ini Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Legislatif. Data primer 

diperoleh dari wawancara mendalam (indept interview), kuisioner 

dan observasi langsung.  

3.2.2. Data Skunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperlukan 

untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Data sekunder 

juga untuk mendukung dan mengecek silang atau menjamin 

validitas sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari 

penelusuran dokumen perencanaan pembangunan dan 

penganggaran daerah, dokumen anggaran serta dokumen 

kebijakan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Seperti berita 

acara pembahasan anggaran, berita acara musyawarah 

pembangunan dan data-data lainnya. 

Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data Skunder  

Kategori Data Jenis Data Sumber 

Data 

Dasar/Statistik   

1. Geografi dan demografi  

2. Administrasi wilayah  

3. Persebaran penduduk 

4.  Kepadatan penduduk  

Pemerintah 

Daerah Lampung 

Timur/BPS 
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Kategori Data Jenis Data Sumber 

5. Pertumbuhan PDRB 

6. Laju inflasi  

7. PDRB per kapita 

8. Indeks Gini  

9. Indeks Williamson  

10. Kemiskinan  

11. Indeks Pembangunan 

Manusia  

12. Nilai Tukar Petani  

13. Kemantapan Jalan 

Kabupaten 

14. Rasio Rumah Layak Huni 

15. Indeks Reformasi Birokrasi 

Indeks SPBE  

Data 

Perencanaan 

Pembangunan   

16. Dokumen RPJPD  

17. Dokumen RPJMD 2015-2020 

dan Dokumen RPJMD 2021-

2026 

18. Dokumen RKPD 2015-2025 

19. Dokumen Realisasi 

Pencapaian Indikator Makro 

Pembangunan Daerah 

meliputi data Target dan 

realiasi capaian 

pembangunan 2015-2025:  

20. Laju Pertumbuhan 

Ekonomi Non Migas  

21. Tingkat Inflasi  

22. Indeks Pembangunan 

Manusia  

23. Angka Kemiskinan 

24. Gini Rasio 

Bappeda/BPS 
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Kategori Data Jenis Data Sumber 

25. Tingkat Pengangguran 

Terbuka  

26. Tingkat Kemantapan Jalan 

Kabupaten  

27. Opini Laporan Keuangan 

28. Regulasi/Kebijakan 

pembangunan lainnya yang 

relevan  

Data Anggaran  29. Dokumen APBD 2015-2025 

(Murni, Perubahan dan 

Realiasi)  

30. Data Program dan Anggaran 

(Budget dan Realiasi) yang 

mendukung program prioritas 

(Pencapaian indicator makro 

pembangunan)  

31. Data Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), meliput:  

32. Target dan Realiasi 

Perjenis PAD; 

33. Data Wajib pajak dan 

Retribusi Daerah;  

34. Dokumen KUA – PPAS (2015-

2025)  

35. Data Anggaran Lainnya  

Bappeda/BPKAD/ 

Bapenda/ TAPD. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Pendekatan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 

pelaksanaan studi ini yaitu:  

3.3.1.  Telaah Dokumen  

Telaah dokumen dilakukan untuk melakukan analisis 

mengenai sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten 
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Lampung Timur. Selain itu juga untuk melakukan analisis 

mengenai kinerja pembangunan dan penganggaran daerah.  

3.3.2.  Wawancara dan Observasi  

Wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi 

data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang 

tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. 

Dalam wawancara juga menggunakan metode kuisioner untuk 

menggali persepsi informasi yang tekait dengan perencanaan dan 

penganggaran. Secara spesifik wawancara mendalam untuk 

menilai mekanisme dan sistem perencanaan dan penganggaran 

daerah pada beberapa aspek yaitu:  

• Aspek Kapasitas sumber daya manusia; 

• Aspek dan Koordinasi  

• Aspek Perencanaan dan Penyusunan APBD  

• Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas  

• Ketersediaan dan Kualitas Data  

• Hambatan Politik dan Regulasi  

• Sistem Monitoring & Evaluasi (M&E) 

Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara dan Informan Kunci / Survei 
Persepsi 

No Aspek Pertanyaan 

1 Aspek Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia 

Aparatur yang terlibat dalam 

penyusunan APBD benar-benar 

memahami teknis Perencanaan dan 

penyusunan Anggaran (RKPD, KUA-

PPAS, RKA) 

Staf memiliki kemampuan analisis data 

dan evaluasi yang memadai untuk 

menghasilkan rekomendasi kebijakan 

berbasis bukti. 
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No Aspek Pertanyaan 

Staf mampu menghubungkan indikator 

kinerja dengan alokasi anggaran secara 

logis dan terukur. 

Jumlah perangkat daerah  yang tersedia 

memadai untuk menyelesaikan seluruh 

tahapan perencanaan dan penganggaran 

dan  pembagian tugas antar staf jelas 

dan tidak tumpang tindih. 

Proses perencanaan dan penganggaran 

pada setiap OPD bergantung pada satu 

atau dua pegawai kunci. 

Pelatihan yang diterima staf relevan 

dengan kebutuhan teknis perencanaan 

dan penganggaran dan dilaksanakan 

secara rutin 

Perangkat Daerah  memiliki kemampuan 

yang memadai untuk mengoperasikan 

SIPD/SIMDA tanpa menghambat kualitas 

dokumen anggaran 

2 Aspek Proses 

Perencanaan dan 

Penganggaran  

Penyusunan RKPD, Renja OPD, dan 

APBD benar-benar mengikuti tahapan 

regulasi, bukan sekadar pemenuhan 

formalitas dokumen. 

Setiap OPD menyusun usulan kegiatan 

melalui proses teknokratik (analisis 

kebutuhan, data sektoral, analisis 

masalah), bukan sekadar menyalin 

kegiatan tahun sebelum 

Usulan program/kegiatan memiliki 

dukungan data yang kuat dan 

terverifikasi.   
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No Aspek Pertanyaan 

OPD menyajikan analisis kebutuhan dan 

dasar teknis yang memadai sebelum 

menetapkan kegiatan prioritas. 

Kegiatan yang dimasukkan ke dalam 

APBD sebagian besar berasal dari proses 

perencanaan teknokratik, bukan tekanan 

atau pengaruh eksternal. 

Keputusan dalam proses penganggaran 

di unit kerja biasanya berbasis data dan 

analisis, bukan intuisi atau kebiasaan. 

Proses verifikasi anggaran secara 

sungguh-sungguh menguji efektivitas, 

efisiensi, dan urgensi kegiatan, bukan 

hanya memeriksa kelengkapan 

administrasi dan  Review anggaran 

dilakukan secara objektif dan substantif 

oleh tim anggaran/pokja terkait. 

Sinkronisasi antara RKPD, Renja OPD, 

KUA-PPAS, dan RKA sudah berjalan 

konsisten tanpa banyak perubahan 

substansi. 

3 Aspek Tata Kelola dan 

Akuntabilitas 

Sistem informasi pengelolaan keuangan 

(SIPD) berjalan dengan baik dan tidak 

menghambat proses perencanaan dan 

penganggaran 

Revisi anggaran disebabkan oleh 

perubahan kondisi aktual, bukan karena 

perencanaan awal yang kurang matang. 

Pengendalian anggaran dilakukan secara 

rutin untuk mencegah kegiatan tidak 

relevan atau tidak berdampak masuk 

kembali dalam APBD. 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 28 — 

No Aspek Pertanyaan 

Anggaran yang disusun OPD benar-benar 

mencerminkan output dan outcome yang 

terukur. 

Informasi terkait anggaran dan capaian 

kinerja dapat diakses secara transparan 

oleh pemangku kepentingan internal dan 

ekternal (masyarakat) 

Laporan keuangan dan kinerja disusun 

tepat waktu dan sesuai standar 

akuntabilitas. 

4 

  

  

  

  

  

  

Aspek  Ketersediaan & 

Kualitas Data 

  

  

  

  

  

  

Perencanaan program dan kegiatan OPD 

benar-benar menggunakan data sebagai 

dasar pengambilan keputusan, bukan 

hanya asumsi. 

Terdapat keseragaman sumber data 

antar-OPD sehingga tidak menimbulkan 

perbedaan angka (data discrepancy). 

Sistem informasi data daerah (misalnya 

Satu Data Daerah atau aplikasi sektoral) 

berjalan dengan baik dan mendukung 

kebutuhan analisis. 

Bappeda berperan efektif dalam 

mengkonsolidasi data serta melakukan 

evaluasi perencanaan OPD berbasis data 

yang kuat 

Perangkat OPD memiliki kemampuan 

yang memadai dalam mengolah, 

membaca, dan menganalisis data untuk 

kebutuhan perencanaan dan anggaran. 

Dokumen perencanaan dan anggaran 

(Renja, RKPD, KUA-PPAS) dapat 

menunjukkan keterkaitan yang jelas 
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No Aspek Pertanyaan 

antara data, masalah, dan usulan 

program/kegiatan 

Terdapat unit/pejabat yang secara jelas 

bertanggung jawab mengelola data 

sektoral yang terkonsolidasi ditingkat 

OPD maupun data di tingkat Pemerintah 

Daerah 

5 

  

  

  

  

  

Hambatan Eksternal 

/ Politik Anggaran 

  

  

  

  

  

Faktor politik sering memengaruhi 

penentuan prioritas program dan 

kegiatan dalam APBD. 

Hubungan antara eksekutif dan DPRD 

berdampak signifikan terhadap 

kelancaran proses pembahasan 

anggaran. 

Kepentingan kelompok atau aktor 

tertentu di luar pemerintahan sering 

memengaruhi pemilihan 

program/kegiatan yang didanai APBD. 

Terdapat tekanan dari pihak luar untuk 

memasukkan kegiatan yang tidak sesuai 

prioritas teknokratik OPD. 

Kewajiban belanja wajib dan alokasi 

tertentu (DAU earmark, DAK, atau 

mandatory spending) membatasi ruang 

fiskal OPD untuk menetapkan prioritas 

sendiri 

Perubahan faktor eksternal seperti 

ekonomi regional, bencana, atau 

fluktuasi pendapatan daerah sering 

mengganggu konsistensi perencanaan 

dan anggaran 
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No Aspek Pertanyaan 

6 

  

  

  

  

Aspek Sistem 

Monitoring & Evaluasi 

(M&E) 

  

  

  

  

OPD memiliki indikator kinerja yang 

jelas, terukur, dan sesuai dengan standar 

Permendagri 86/2017 dan  Indikator 

output dan outcome yang digunakan 

OPD benar-benar mencerminkan kinerja 

pelayanan dan dampak pembangunan. 

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 

dilaksanakan secara rutin sesuai 

ketentuan (bulanan, triwulan, 

semesteran) baik di OPD maupun  secara 

umum ditingkat daerah  yang dilakukan 

dilakukan tidak hanya administratif, 

tetapi juga memeriksa kualitas 

pelaksanaan program/kegiatan. 

Hasil evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan digunakan dalam 

penyusunan perencanaan dan 

penganggaran tahun berikutnya. 

Sistem M&E telah terintegrasi dengan 

sistem perencanaan dan penganggaran 

(Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA). 

Pimpinan OPD memberikan perhatian 

dan komitmen kuat terhadap 

pelaksanaan M&E. 

 

3.4. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Model 

analisis dengan menggunakan penelitian kualitatif didesain sedemikian 

rupa sehingga dapat mengungkap persoalan penting yang terkait dengan 

foku masalah yang telah ditetapkan (Nasution, 1996, dalam (Sugiyono, 

2020). Disamping itu analisis kualitatif dilakukan berdasarkan gejala yang 

dijelaskan dan dibidik sebagai bagian dari state of the art penelitian ini.  
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Gambar 3. 1 Analisis data (Miles dan Huberman, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dengan menggunakan model interaktif (interactive model), seperti 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam (Sugiyono, 

2020). Dalam model interaktif terdapat 4 komponen analisis utama yaitu 

komponen pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 

reduction), sajian data (data display) serta penarikan kesimpulan 

(drawing). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan cara 

interaktif terhadap keempat komponen utama tersebut. Visualisasi 

hubungan keempat komponen tersebut dapat dijelaskan melalui langkah-

langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar 1.  

Tahap pengumpulan data penelitian, maka proses perumusan 

anggaran di tingkat eksekutif dan pembahasan di legislative yang 

melahirkan data dan deskripsi data yang relevan dengan penelitian yaitu 

mekanisme perumusan anggaran, aktor dan interaksi aktor dalam 

perumusan anggaran. Data dan informasi tersebut bersumber dari hasil 

wawancara, telaah dokumen yang relevan dengan objek penelitian.  

Selanjutnya analisis data pada tahap reduksi data, ada proses 

pemilihan data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan 

penelitian sesuai dengan kepentingan penelitian yang menjelaskan atau 

relevan dengan pertanyaan penelitian. Hasil dari reduksi data 

menempatkan berbagai data yang relevan untuk selanjutnya dianalisis 

lebih lanjut.  Untuk membantu dalam menganalisis dokumen dengan 

pendekatan analisis isi.  

 

Pengumpulan Data 

/Data Collection 

Reduksi Data/ 

Data Reduction 

Penyajian Data/ Data 

Display 

Kesimpulan:  

Pengambaran & 

VerifikasiDisplay 

Sumber: Sugiyono, 2020 
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Proses ini berlanjut pada tahapan penyajian data (data display) 

sesuai dengan kepentingan penelitian yang menjelaskan sesuai dengan 

tujuan penilitian. Berdasarkan tampilan data yang telah dirumuskan 

analisis selanjutnya adalah disimpulkan dengan menarik perspektif yang 

ada pada masing-masing kategori yang dikembangkan pada tahap 

sebelumnya.  
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  

4.1. Sekilas Kabupaten Lampung Timur  

Kabupaten Lampung Timur resmi berdiri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten ini diresmikan pada 27 

April 1999 dengan Sukadana sebagai ibu kotanya. Pada awal 

pembentukannya, wilayah Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan 

definitif, 13 kecamatan pembantu, dan 232 desa. 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, dua 

kecamatan pembantu —Marga Tiga dan Sekampung Udik— ditingkatkan 

statusnya menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian, wilayah 

Lampung Timur bertambah menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan 

pembantu, dan tetap memiliki 232 desa. 

Selanjutnya, pada tahun 2001, ditetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan baru, 

sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur meningkat 

menjadi 23 kecamatan definitif. Kemudian pada tahun 2005, melalui 

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan 

Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan kembali bertambah 

menjadi 24 kecamatan definitif. 

Perkembangan juga terjadi pada tingkat pemerintahan desa. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan 19 Desa serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pencabutan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 

2003, jumlah desa bertambah menjadi 257 desa. Selanjutnya, melalui 

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 Desa 

Baru, total desa di Kabupaten Lampung Timur meningkat menjadi 264 

desa definitif. Jumlah 24 kecamatan dan 264 desa di Lampung Timur 

sudah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 
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tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan, dan Pulau. 

Seperti halnya kabupaten lain di Indonesia, Lampung Timur 

memiliki seloka daerah yang menjadi pedoman nilai masyarakat, yaitu 

“Bumei Tuwah Bepadan.” Ungkapan ini bermakna bahwa daerah 

Lampung Timur akan senantiasa membawa kemakmuran bagi rakyatnya 

apabila setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat. 

Seloka ini termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 

tentang Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

4.2. Geografi dan Demografi 

Dari sisi geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 

105015' BT106020'BT dan 4037'LS-5037' LS, dengan luas wilayah kurang 

lebih 3.860,54 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI 

Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Data Wilayah Administrasi, 

dengan batas-batas administratif sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah 

dan Kabupaten Tulang Bawang; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro dan Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur 

 

Sumber: Permendagri No. 111 Tahun 2016; Permendagri No. 10 Tahun 

2022; Permendagri No. 11 Tahun 2022; dan Permendagri No. 12 Tahun 

2022 

Secara administratif wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri 

dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan 

keseluruhan meliputi: 

a. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten 

Lampung Timur terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa. 

b. Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Total luas wilayah di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan 

Permendagri batas antar kabupaten yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Lampung Timur seluas 385.838 Ha. Kecamatan terluas adalah 

Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas 137.689 Ha. Sedangkan 
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kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Metro Kibang dengan 

luas 5.140 Ha. 

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung 
Timur 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Ha) 

1 Metro Kibang Kibang 5.140 

2 Batanghari Banar Joyo 8.543 

3 Sekampung Sumber Gede 10.787 

4 Marga Tiga Tanjung Harapan 15.342 

5 Sekampung Udik Pugung Raharjo 17.256 

6 Jabung Negara Batin 19.131 

7 Pasir Sakti Mulyo Sari 11.492 

8 Waway Karya Sumber Rejo 13.200 

9 Marga Sekampung Peniangan 10.955 

10 Labuhan Maringgai Labuhan Maringgai 137.689 

11 Mataram Baru Mataram Baru 5.538 

12 Bandar Sribhawono Sribhawono 16.277 

13 Melinting Wana 7.385 

14 Gunung Pelindung Negeri Agung 5.148 

15 Way Jepara Braja Sakti 10.111 

16 Braja Slebah Braja Harjosari 6.801 

17 Labuhan Ratu Labuhan Ratu 14.901 

18 Sukadana Sukadana 24.636 

19 Bumi Agung Donomulyo 5.768 

20 Batanghari Nuban Sukaraja Nuban 11.425 

21 Pekalongan Pekalongan 6.125 

22 Raman Utara Kota Raman 10.651 

23 Purbolinggo Taman Fajar 6.363 

24 Way Bungur Tambah Subur 5.173 

Lampung Timur 385.838 

Sumber: Permendagri No. 111 Tahun 2016; Permendagri No. 10 Tahun 2022; 

Permendagri No. 11 Tahun 2022; dan Permendagri No. 12 Tahun 2022  
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Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Diresmikan pada tanggal 27 April 

1999, dengan ibu kota di Sukadana. Awalnya, Kabupaten Lampung Timur 

terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. 

Pada Tahun 1999, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan 

Pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan 

menjadi kecamatan definitif, dengan demikian wilayah Kabupaten 

Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan 

definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa. Penetapan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan 

Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka 

jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur berubah menjadi 23 

kecamatan definitif yang meliputi 232 desa 

Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditetapkannya 

Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2001 dan Nomor 06 

Tahun 2002 maka jumlah desa bertambah menjadi 232 desa definitif dan 

3 desa persiapan. 

Tabel 4. 2 Jumlah Desa, Dusun dan Rukun Tetangga (RT) Menurut 
Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Dusun 

Jumlah 

RT 

1 Metro Kibang 7 45 139 

2 Batanghari 17 82 283 

3 Sekampung 17 85 319 

4 Marga Tiga 13 91 324 

5 Sekampung Udik 15 107 391 

6 Jabung 15 103 322 

7 Pasir Sakti 8 57 257 

8 Waway Karya 11 66 233 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 38 — 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Dusun 

Jumlah 

RT 

9 Marga Sekampung 8 66 216 

10 Labuhan Maringgai 11 96 387 

11 Mataram Baru 7 45 157 

12 Bandar Sribhawono 7 78 318 

13 Melinting 6 55 189 

14 Gunung Pelindung 5 37 132 

15 Way Jepara 16 74 375 

16 Braja Slebah 7 41 167 

17 Labuhan Ratu 11 65 314 

18 Sukadana 20 122 489 

19 Bumi Agung 7 34 139 

20 Batanghari Nuban 13 66 290 

21 Pekalongan 12 70 279 

22 Raman Utara 11 73 278 

23 Purbolinggo 12 59 241 

24 Way Bungur 8 37 149 

Lampung Timur 264 1.654 6.388 

Sumber: Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka, 2025 

4.3. Kependudukan 

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur, jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat 

sebanyak 1.122.605 jiwa, terdiri dari 570.974 jiwa laki-laki dan 551.631 

jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduk mengalami pertumbuhan 

sebesar 0,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jenis 

rasio jenis kelamin di Kabupaten Lampung Timur sebesar 104 persen, 

yang menunjukkan bahwa terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 

perempuan. 
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Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, 
Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Lampung Timur Tahun 

2020-2024 

 

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1.051.994 1.118.115 1.127.946 1.114.016 1.122.605 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

0,73% 6,29% 0,88% -1,23% 0,77% 

Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km²) 

287,3 289,32 291,65 209,2 209,2 

Rasio Jenis Kelamin 

(L/P)  

104,26 104 103,62 104 104 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Timur, 2025  

Komposisi penduduk tahun 2024 menunjukkan mayoritas 

penduduk Lampung Timur didominasi oleh kelompok usia produktif, 

yaitu 69,05 persen atau lebih dari 775 ribu jiwa, kemudian kelompok usia 

anak sebesar 22,70 persen atau sebanyak 254 ribu jiwa dan kelompok 

usia lanjut 8,25 persen atau sebanyak 92 ribu jiwa. 

Tabel 4. 4 Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Kabupaten Lampung Timur menurut Kecamatan Tahun 2024 

No Kecamatan 
Luas Area 

(km²) 

Penduduk 

(ribu) 

Kepadatan 

Penduduk 

(km²/jiwa) 

1 Metro Kibang 76,78 24,80 323,01 

2 Batanghari 148,88 60,51 406,44 

3 Sekampung 148,34 68,21 459,82 

4 Marga Tiga 250,73 49,96 199,27 

5 Sekampung Udik 339,12 79,07 233,17 
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No Kecamatan 
Luas Area 

(km²) 

Penduduk 

(ribu) 

Kepadatan 

Penduduk 

(km²/jiwa) 

6 Jabung 267,85 55,56 207,43 

7 Pasir Sakti 193,94 42,50 219,13 

8 Waway Karya 211,07 43,05 203,96 

9 Marga Sekampung 177,32 29,99 169,11 

10 Labuhan Maringgai 194,99 79,05 405,38 

11 Mataram Baru 79,56 30,96 389,10 

12 Bandar Sribhawono 185,71 53,78 289,60 

13 Melinting 139,30 28,99 208,10 

14 Gunung Pelindung 78,52 23,90 304,39 

15 Way Jepara 229,27 59,50 259,51 

16 Braja Slebah 247,61 26,15 105,63 

17 Labuhan Ratu 485,51 51,63 106,34 

18 Sukadana 756,76 78,00 103,06 

19 Bumi Agung 73,17 20,76 283,65 

20 Batanghari Nuban 180,69 48,40 267,86 

21 Pekalongan 100,13 53,74 536,68 

22 Raman Utara 161,37 41,45 256,84 

23 Purbolinggo 222,03 45,83 206,40 

24 Way Bungur 376,38 26,84 71,31 

Lampung Timur 5.325,03 1.122,60 209,20 

Sumber: Daerah Dalam Angka 2025, diolah. 

Distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan 

ketimpangan antar kecamatan, meskipun secara keseluruhan luas 

wilayah mencapai 5.325,03 km² dengan total penduduk 1,12 juta jiwa. 

Beberapa wilayah memiliki kepadatan penduduk tinggi, seperti 

Pekalongan (536,68 jiwa/km²), Sekampung (459,82 jiwa/km²), Batanghari 

(406,44 jiwa/km²), serta Labuhan Maringgai (405,38 jiwa/km²). Tingginya 

kepadatan pada kecamatan-kecamatan ini mengindikasikan intensitas 

aktivitas sosial ekonomi, urbanisasi lokal, dan kebutuhan layanan publik 
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yang lebih kompleks, terutama terkait infrastruktur dasar, fasilitas 

kesehatan, pendidikan, serta sanitasi lingkungan. 

Sebaliknya, beberapa kecamatan yang memiliki luasan wilayah 

cukup besar justru mencatat kepadatan penduduk rendah. Contohnya 

adalah Way Bungur (71,31 jiwa/km²), Sukadana (103,06 jiwa/km²), Braja 

Slebah (105,63 jiwa/km²), dan Labuhan Ratu (106,34 jiwa/km²). 

Rendahnya kepadatan ini dapat mencerminkan karakteristik wilayah 

yang didominasi lahan agraris, konservasi, atau pemanfaatan ruang yang 

belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

kawasan pertumbuhan baru, pusat produksi pertanian, maupun 

pengembangan ekonomi wilayah berbasis sumber daya lokal. 

Perbedaan kepadatan penduduk antarkecamatan menggambarkan 

tantangan pemerataan pembangunan. Kecamatan dengan kepadatan 

tinggi memerlukan kebijakan pengendalian tata ruang dan peningkatan 

kualitas layanan publik, sementara wilayah berpenduduk jarang 

membutuhkan investasi untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, 

serta pengembangan pemanfaatan ruang yang produktif. Oleh karena itu, 

perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan 

karakteristik demografis setiap kecamatan agar terwujud keseimbangan 

pertumbuhan dan optimalisasi potensi wilayah secara berkelanjutan. 
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Grafik 4. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Timur menurut 
Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Ribu Jiwa) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025 

Besarnya kelompok usia produktif, memiliki efek yang signifikan 

dalam konteks ekonomi dan masyarakat. Kelompok usia produktif yang 

besar dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Mereka mewakili 

angkatan kerja yang aktif dan produktif, yang dapat meningkatkan 

produksi, investasi, dan konsumsi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi, 

kelompok usia produktif dapat menyediakan tenaga kerja yang memadai 

untuk industri dan sektor ekonomi yang berbeda. Ini dapat berdampak 

positif pada peningkatan produktivitas perusahaan dan pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan. 

4.4. Perekonomian Lampung Timur 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama 

dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan 

ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi yang tercermin 

dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun 

waktu tertentu. PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha di suatu daerah atau dapat diartikan sebagai 
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akumulasi nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh 

sektor ekonomi di wilayah tersebut. 

 Grafik 4. 2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur, 
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 

 

Sumber: BPS Lampung Timur 2025, diolah. 

Data pertumbuhan ekonomi tahun 2020–2024 menunjukkan tren 

pemulihan yang konsisten setelah terkontraksi pada masa pandemi 

COVID-19. Pada tahun 2020, Lampung Timur mengalami pertumbuhan 

negatif, baik dengan migas (-2,26%) maupun tanpa migas (-0,33%), 

sejalan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (-

1,66%) dan nasional (-2,07%). Kondisi ini mencerminkan tekanan kuat 

terhadap aktivitas ekonomi akibat pembatasan mobilitas dan penurunan 

aktivitas produksi. Namun, kontraksi tanpa migas yang lebih kecil 

mengindikasikan bahwa sektor non-migas memiliki daya tahan lebih baik 

pada masa krisis. 

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, pertumbuhan ekonomi mulai 

mengalami pemulihan. Lampung Timur tanpa migas tumbuh lebih tinggi 

dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, khususnya pada 2022 yang 

mencapai 5,2%, menonjolkan peran sektor industri non-ekstraktif, 

pertanian, serta perdagangan lokal. Sementara itu, pertumbuhan dengan 

migas masih lebih rendah, menunjukkan ketergantungan produksi dan 

fluktuasi pasar energi. Di tingkat nasional dan Provinsi Lampung, 

pemulihan juga terjadi dengan pertumbuhan masing-masing 3,70% 

(nasional) dan 2,77% (provinsi) pada 2021. 
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Memasuki tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi Lampung 

Timur semakin solid, baik dengan migas (3,51% menjadi 4,62%) maupun 

tanpa migas (4,74% menjadi 4,96%). Kinerja tanpa migas yang konsisten 

di atas provinsi menjadi indikasi peningkatan produktivitas sektor riil 

daerah. Meskipun demikian, pertumbuhan nasional dan provinsi 

cenderung stabil, menandakan fase normalisasi ekonomi. Secara 

keseluruhan, Lampung Timur menunjukkan momentum pemulihan yang 

positif dan berkelanjutan, dengan kontribusi sektor non-migas yang 

semakin kuat sebagai penggerak utama pertumbuhan regional. 

4.5. Struktur Ekonomi Daerah Lampung Timur 

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung 

Timur atas dasar harga berlaku tahun 2020–2024 menunjukkan tren 

pertumbuhan yang positif hampir di seluruh lapangan usaha. Sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi penyumbang 

terbesar bagi perekonomian daerah, meningkat dari Rp15.121,99 miliar 

pada 2020 menjadi Rp18.051,66 miliar pada 2024. Sektor Pertambangan 

dan Penggalian juga mencatat pertumbuhan signifikan pada periode 

2020–2022, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023 sebelum 

kembali naik pada 2024. Di sisi lain, Industri Pengolahan memperlihatkan 

peningkatan stabil yang mencerminkan meningkatnya nilai tambah 

komoditas primer daerah. 

Sektor jasa dan perdagangan makin menunjukkan peran kunci 

dalam struktur ekonomi daerah. Perdagangan besar dan eceran tumbuh 

pesat dari Rp3.603,72 miliar pada 2020 menjadi Rp6.842,56 miliar pada 

2024, didorong aktivitas konsumsi masyarakat dan pemulihan mobilitas 

ekonomi pasca-pandemi. Pertumbuhan signifikan juga terlihat pada 

Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum, serta Informasi dan Komunikasi, sejalan dengan meningkatnya 

aktivitas logistik, pariwisata lokal, dan digitalisasi layanan. Keberlanjutan 

peningkatan nilai pada sektor Konstruksi dan Real Estat mengindikasikan 

percepatan pembangunan infrastruktur dan bertambahnya kebutuhan 

ruang hunian maupun komersial. 

Sektor-sektor publik seperti Administrasi Pemerintahan, Jasa 

Pendidikan, dan Jasa Kesehatan juga mencatat peningkatan, 
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menggambarkan penguatan pelayanan masyarakat dan belanja daerah 

untuk sektor sosial. Secara keseluruhan, nilai PDRB Kabupaten Lampung 

Timur meningkat dari Rp40.673,06 miliar pada 2020 menjadi 

Rp56.851,33 miliar pada 2024, menandakan pemulihan ekonomi yang 

kuat dan diversifikasi lapangan usaha yang semakin solid. Tren ini 

menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah semakin dinamis, dengan 

kontribusi sektor jasa dan perdagangan yang terus berkembang 

melengkapi dominasi sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi 

wilayah. 
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Tabel 4. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten 

Lampung Timur (miliar rupiah), 2020–2024 

Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023* 2024** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15.121,99 15.003,78 16.216,37 17.360,48 18.051,66 

B Pertambangan dan Penggalian 8.385,44 10.614,45 13.203,12 12.228,09 12.700,75 

C Industri Pengolahan 3.435,17 3.739,61 3.953,75 4.272,76 5.008,21 

D Pengadaan Listrik dan Gas 265,2 200,82 227,56 225,71 168,74 

E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 23,23 25,18 26,63 28,63 30,42 

F Konstruksi 2.328,28 2.598,25 2.836,31 3.324,59 3.477,29 

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.603,72 3.837,86 4.770,31 5.916,60 6.842,56 

H Transportasi dan Pergudangan 794,53 829,32 1.102,37 1.469,48 1.687,88 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 491,81 493,02 561,69 695,82 764,39 

J Informasi dan Komunikasi 1.623,97 1.710,21 1.743,34 1.905,04 2.077,15 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 558,18 596,98 625,43 697,12 763,18 

L Real Estat 897,37 916,37 966,36 997,31 1.102,26 

M, N Jasa Perusahaan 32,06 32,66 39,12 43,82 49,29 

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 1.288,01 1.346,70 1.363,05 1.421,25 1.571,86 

P Jasa Pendidikan 1.125,75 1.163,01 1.231,88 1.319,66 1.456,76 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 304,56 322,79 327,69 344,7 380,56 

R, S, T, U Jasa Lainnya 393,79 386,58 514,88 619,31 718,41 

Produk Domestik Regional Bruto 40.673,06 43.817,61 49.709,86 52.870,39 56.851,33 

Sumber: BPS Lampung Timur, Daerah Dalam Angka 2025, diolah.
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4.6. Gambaran Umum Fiskal Lampung Timur 

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan realisasi 

pendapatan daerah. Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah Kabupaten 

Lampung Timur kurun waktu Tahun Anggaran 2015-2019 terus mengalami 

peningkatan. Sedangkan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan akibat 

dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi postur 

pendapatan daerah, sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut ini: 

Grafik 4. 3 Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Anggaran 2015-2025 (Rp. Miliar) 

 

  

Berdasarkan grafik di bawah ini terlihat bahwa kontribusi Pendapatan 

Transfer terhadap pendapatan daerah merupakan yang terbesar dengan rata-rata 

90,35%. Untuk kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap total 

pendapatan daerah masih relatif rendah, yaitu sebesar 7,12%, disusul oleh sektor 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sebesar 2,53%. 
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 Grafik 4. 4 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap 
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-

2025 (Persen) 

 

  

Dengan tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan 

daerah, dapat dikatakan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Timur 

terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun antar daerah masih relatif 

tinggi. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan 

suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan 

suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 

pihak eksternal. Sebaliknya, dengan semakin besar kontribusi PAD terhadap 

pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. 

4.7. Pemerintahan dan Politik  

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website resmi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, bahwa jumlah wakil rakyat 

yang duduk pada lembaga legislatif DPRD periode 2024-2029, yaitu sebanyak 50 

orang, dengan 41 orang laki–laki (82%) dan 9 orang perempuan (18%). Secara 

organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari 7 (tujuh) fraksi, yaitu: 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi 
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Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera. 

Sedangkan berdasarkan komisi (alat kelengkapan), DPRD Lampung Timur 

terbagi atas 4 komisi. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap 

anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. 

Komisi pada DPRD Lampung Timur meliputi Komisi A (Bidang Pemerintahan), 

Komisi B (Bidang Ekonomi), Komisi C (Bidang Pembangunan), dan Komisi D 

(Bidang Kesejahteraan Rakyat). 

Berikut ini adalah komposisi perolehan kursi DPRD Lampung Timur 

berdasarkan partai politik, sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Jumlah Kursi DPRD Lampung Timur berdasarkan Partai Politik 

No Nama Partai Politik Jumlah Kursi 

1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11 

2 Partai Golongan Karya (Golkar) 8 

3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7 

4 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 2 

5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 7 

6 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6 

7 Partai Demokrat 1 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 

9 Partai Amanat Nasional (PAN) 4 

Sumber: BPS  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

5.1. Dinamika Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur (2015–2025) 

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten dengan 

karakter wilayah agraris dan perdesaan yang kuat, dengan struktur ekonomi yang 

masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karakteristik 

ini secara langsung memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah, struktur 

pendapatan daerah, serta pola belanja pemerintah daerah. Dalam periode 2015–

2025, Lampung Timur menghadapi tantangan pembangunan yang bersifat 

struktural, antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tertinggal 

dibandingkan rata-rata provinsi, keterbatasan basis pendapatan asli daerah, serta 

ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Dari sisi pembangunan daerah, periode 2015–2025 ditandai oleh upaya 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperbaiki indikator-indikator 

kesejahteraan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas 

sumber daya manusia. Namun demikian, capaian pembangunan tersebut tidak 

terlepas dari dinamika eksternal dan internal, termasuk perubahan kebijakan 

nasional, fluktuasi ekonomi makro, serta dampak krisis non-ekonomi seperti 

pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021. 

Dalam konteks fiskal, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung 

Timur selama periode evaluasi masih menunjukkan ruang fiskal yang terbatas. 

Pendapatan daerah didominasi oleh dana transfer, sementara kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, meskipun terus mengalami 

peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini berimplikasi pada 

terbatasnya fleksibilitas fiskal daerah dalam menentukan prioritas pembangunan 

secara mandiri. Di sisi belanja, struktur APBD cenderung masih didominasi oleh 

belanja operasional, khususnya belanja pegawai, yang membatasi ruang belanja 
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pembangunan dan belanja yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas 

layanan public. 

Kondisi pembangunan dan fiskal tersebut menjadi konteks penting dalam 

membaca kinerja perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan 

pembangunan dan penganggaran tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan 

sumber daya, kapasitas kelembagaan, serta tekanan untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan yang terus meningkat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap 

perencanaan dan penganggaran Lampung Timur perlu ditempatkan dalam 

kerangka realitas fiskal dan pembangunan yang dihadapi daerah. 

Evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten 

Lampung Timur dalam kajian ini mencakup periode 2015–2025, dengan fokus 

analisis pembangunan pada dua periode utama, yaitu 2016–2020 dan 2021–2025. 

Pembagian periode ini sejalan dengan siklus dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing merepresentasikan arah 

kebijakan pembangunan daerah dalam satu periode kepemimpinan kepala 

daerah. 

Periode 2016–2020 merupakan fase implementasi RPJMD yang disusun 

dalam konteks awal penguatan desentralisasi dan peningkatan peran pemerintah 

daerah dalam penyediaan layanan publik. Pada periode ini, fokus pembangunan 

daerah diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, 

serta peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Namun, pelaksanaan RPJMD 2016–

2020 menghadapi tantangan besar pada tahun-tahun akhir akibat terjadinya 

pandemi COVID-19, yang secara signifikan memengaruhi prioritas anggaran dan 

capaian indikator pembangunan. 

Sementara itu, periode 2021–2025 merupakan fase pemulihan dan 

penyesuaian kebijakan pembangunan daerah. RPJMD pada periode ini disusun 

dalam konteks pemulihan ekonomi, penguatan ketahanan sosial, serta adaptasi 

terhadap berbagai perubahan kebijakan nasional, termasuk reformasi sistem 

perencanaan dan penganggaran, penguatan belanja tematik, serta dorongan 

terhadap pembangunan berkelanjutan. Periode ini juga ditandai dengan upaya 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran 

agar lebih berbasis kinerja dan hasil (result-based. 
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Dengan mengevaluasi kedua periode RPJMD tersebut secara 

berkesinambungan, kajian ini tidak hanya menilai capaian pada masing-masing 

periode, tetapi juga mengidentifikasi pola konsistensi, perubahan arah kebijakan, 

serta pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi 

perencanaan dan penganggaran untuk periode 2026–2030. Pendekatan ini 

penting untuk memastikan bahwa roadmap kebijakan yang disusun benar-benar 

berangkat dari pengalaman empiris dan tantangan nyata yang dihadapi daerah. 

Perencanaan dan penganggaran daerah pada dasarnya merupakan dua 

instrumen kebijakan yang tidak terpisahkan. Perencanaan pembangunan 

berfungsi untuk menetapkan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan, 

sementara penganggaran merupakan instrumen untuk mengalokasikan sumber 

daya guna mencapai tujuan tersebut. Dalam praktiknya, kualitas capaian 

pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan dan 

penganggaran terintegrasi secara konsisten dan efektif. 

Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, hubungan antara 

perencanaan dan penganggaran dapat dilihat melalui keselarasan antara 

dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-

PPAS dan APBD). Ketidaksinkronan antara kedua instrumen ini berpotensi 

menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya mendukung pencapaian target 

pembangunan, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas belanja daerah 

Kerangka analisis dalam kajian ini menempatkan kinerja keuangan daerah 

sebagai input dan proses, sementara capaian indikator pembangunan sebagai 

output dan outcome. Dalam kerangka ini, pendapatan daerah menentukan 

kapasitas fiskal, belanja daerah mencerminkan prioritas kebijakan, dan kualitas 

pengelolaan anggaran menentukan seberapa efisien dan efektif sumber daya 

digunakan. Dengan demikian, evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran 

tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menilai 

kontribusinya terhadap hasil Pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan 

identifikasi apakah permasalahan pembangunan di Lampung Timur lebih 

disebabkan oleh keterbatasan fiskal, kelemahan perencanaan, inefisiensi belanja, 

atau kombinasi dari ketiga faktor tersebut. Kerangka hubungan ini menjadi dasar 

bagi analisis lanjutan pada sub-bab berikutnya yang secara khusus mengkaji 

capaian pembangunan, kinerja keuangan, serta hubungan antara keduanya. 
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Berdasarkan gambaran umum konteks pembangunan dan fiskal, serta 

kerangka hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan capaian 

pembangunan, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis awal yang menjadi 

fokus pendalaman pada sub-bab selanjutnya. Isu-isu ini mencerminkan 

tantangan utama yang memengaruhi kinerja perencanaan dan penganggaran 

Kabupaten Lampung Timur dalam periode evaluasi, diantaranya:  

a) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang ditandai dengan rendahnya 

kontribusi PAD dan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat. 

Kondisi ini membatasi ruang kebijakan daerah dan memengaruhi 

fleksibilitas dalam merespons kebutuhan pembangunan yang bersifat 

lokal dan spesifik. 

b) Struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja 

operasional, khususnya belanja pegawai, sehingga mengurangi proporsi 

belanja pembangunan dan belanja yang berorientasi langsung pada 

peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian indikator 

pembangunan. 

c) Tantangan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran, yang tercermin dari adanya deviasi antara target 

perencanaan dan realisasi anggaran, serta perubahan prioritas yang 

tidak selalu berbasis pada evaluasi kinerja sebelumnya. 

d) Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam perencanaan 

dan penganggaran yang belum merata, baik dari sisi kompetensi teknis 

maupun pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan 

keputusan. 

e) Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada 

hasil, sehingga pembelajaran dari pelaksanaan kebijakan dan program 

belum sepenuhnya digunakan untuk memperbaiki kualitas 

perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. 

 

5.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah 

(2016–2025) 

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur, 

memfokuskan analisis pada sejumlah indikator kinerja makro pembangunan 
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yang dianggap paling representatif dalam menggambarkan capaian pembangunan 

secara agregat. Indikator-indikator makro tersebut dipilih karena mampu 

mencerminkan hasil (outcome) pembangunan lintas sektor, sekaligus menjadi 

rujukan utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. 

Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih terarah, 

konsisten, dan relevan terhadap tujuan pembangunan jangka menengah daerah 

Kabupaten Lampung Timur.  

5.2.1. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 

Kinerja pertumbuhan ekonomi diukur melalui perkembangan laju 

pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Lampung Timur 

menunjukkan dinamika yang cukup signifikan sepanjang tahun 2015–

2024, baik ketika dihitung dengan komponen migas maupun tanpa migas. 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi tanpa migas cenderung lebih tinggi 

dan lebih stabil dibandingkan pertumbuhan ekonomi dengan migas, 

menunjukkan bahwa sektor non-migas memiliki peran dominan dalam 

menopang aktivitas ekonomi daerah. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa struktur ekonomi 

Lampung Timur sangat bergantung pada sektor non-migas sebagai motor 

utama pertumbuhan, sementara sektor migas menunjukkan fluktuasi yang 

lebih tajam dan lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Pemulihan 

pascapandemi berlangsung lebih cepat pada sektor tanpa migas, 

mengindikasikan bahwa diversifikasi ekonomi non-migas telah berperan 

penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. 
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Grafik 5. 1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur, 
2015-2024 

 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, diolah 

Pada periode 2015–2019, Lampung Timur mencatat pertumbuhan 

ekonomi yang stabil. Pertumbuhan tanpa migas berada pada kisaran 5,08–

5,41 persen, sedangkan pertumbuhan dengan migas bergerak pada kisaran 

4,54–4,58 persen sebelum menurun menjadi 3,71 persen pada 2018 dan 

sedikit meningkat kembali ke 3,79 persen pada 2019. Perbedaan ini 

menunjukkan bahwa sektor migas memberikan tekanan yang relatif besar 

terhadap kinerja agregat, terutama ketika produksinya menurun. 

Tahun 2020 menjadi titik balik besar ketika pandemi COVID-19 

melanda. Pertumbuhan ekonomi Lampung Timur terkontraksi tajam, 

dengan pertumbuhan dengan migas anjlok hingga –2,26 persen, jauh lebih 

dalam dibandingkan pertumbuhan tanpa migas yang juga terkontraksi 

tetapi hanya –0,33 persen. Kontraksi yang lebih besar pada pertumbuhan 

dengan migas mengindikasikan adanya penurunan signifikan pada 

produksi migas atau aktivitas sektor terkait selama pandemi. 

Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai terlihat. 

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas berbalik positif menjadi 0,24 persen, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan migas naik cukup cepat menjadi 

1,64 persen. Hal ini menandakan bahwa sektor migas mengalami 
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pemulihan yang lebih cepat dibandingkan sektor lain, meskipun belum 

kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum pandemi. 

Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi semakin kuat. Pertumbuhan 

Lampung Timur tanpa migas melonjak hingga 5,20 persen, yang 

merupakan salah satu tingkat tertinggi dalam satu dekade terakhir. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dengan migas juga naik menjadi 

2,02 persen, meskipun masih jauh lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan tanpa migas. Kesenjangan ini mempertegas bahwa kinerja 

ekonomi daerah lebih banyak ditopang oleh sektor non-migas. 

Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan ekonomi kedua indikator 

sama-sama bergerak stabil. Pertumbuhan tanpa migas sedikit melandai 

dari 4,74 persen menjadi 4,96 persen, sedangkan pertumbuhan dengan 

migas meningkat dari 3,51 persen pada 2023 menjadi 4,62 persen pada 

2024. Pada titik ini, kedua indikator kembali mendekati kisaran sebelum 

pandemi, menandakan bahwa perekonomian Lampung Timur telah pulih 

dan kembali stabil.  

Grafik 5.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur, 
Provinsi dan Nasional 

 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, 2025, diolah  

Selama periode 2020–2024, posisi pertumbuhan ekonomi Lampung 

Timur terhadap Provinsi Lampung dan nasional menunjukkan pola 

ketertinggalan pada awal krisis dan penguatan bertahap pada fase 
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pemulihan. Pada 2020, kontraksi ekonomi Lampung Timur lebih dalam 

dibanding Provinsi Lampung dan sebanding dengan nasional, terutama jika 

dihitung dengan migas, yang menempatkan Lampung Timur pada posisi 

yang relatif kurang menguntungkan. Pada 2021, pemulihan ekonomi 

Lampung Timur masih tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional, 

mencerminkan proses pemulihan yang lebih lambat.  

Memasuki 2022, Lampung Timur mulai mengejar ketertinggalan, 

khususnya bila dilihat tanpa migas, di mana pertumbuhannya melampaui 

Provinsi Lampung dan mendekati nasional. Tren penguatan ini berlanjut 

pada 2023 dan semakin nyata pada 2024, ketika pertumbuhan ekonomi 

Lampung Timur dengan migas telah melampaui provinsi meskipun masih 

berada di bawah nasional, sementara tanpa migas hampir menyamai 

capaian nasional. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa posisi 

Lampung Timur terhadap provinsi dan nasional semakin membaik pada 

periode pemulihan, dengan daya saing ekonomi yang lebih kuat apabila 

ditopang oleh sektor non-migas. 

Grafik 5.3. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur, 
2015-2024 

 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, diolah 

Secara keseluruhan, kinerja pertumbuhan ekonomi selama periode 

2015–2024 menunjukkan hubungan yang dinamis dan tidak selalu linear 

antara target RPJMD dan realisasinya. Pada fase awal pelaksanaan RPJMD 
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(2015–2017), realisasi pertumbuhan ekonomi relatif sejalan bahkan 

melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kondisi ekonomi daerah 

yang cukup kondusif serta perencanaan yang masih relevan dengan 

konteks pembangunan saat itu. Namun, memasuki periode 2018–2019, 

meskipun target pertumbuhan tetap dipertahankan pada level tinggi, 

realisasi mulai menunjukkan pelemahan dan berada di bawah target, 

mengindikasikan mulai terbatasnya daya dorong struktur ekonomi daerah 

atau kurang adaptifnya penyesuaian target terhadap dinamika ekonomi 

yang berkembang. 

Kesenjangan paling signifikan terjadi pada periode 2020–2021, 

ketika realisasi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam dan 

pemulihan yang sangat terbatas, sementara target RPJMD masih 

dipertahankan positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa target 

pertumbuhan ekonomi dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya 

responsif terhadap guncangan eksternal yang bersifat luar biasa, sehingga 

terjadi deviasi yang sangat lebar antara rencana dan capaian. Meski 

demikian, sejak 2022 hingga 2024 terlihat tren pemulihan yang kuat dan 

konsisten, di mana realisasi pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan 

pada 2024 bahkan melampaui target RPJMD. Hal ini mencerminkan 

membaiknya kinerja ekonomi daerah serta efektivitas kebijakan 

pemulihan, sekaligus mengindikasikan bahwa target pasca-krisis 

cenderung lebih konservatif. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan 

kemampuan pemulihan yang baik, namun masih menghadapi tantangan 

dalam menjaga konsistensi antara penetapan target RPJMD dan realisasi 

aktual, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang 

cepat dan tidak terduga. 

Dengan demikian, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa 

tantangan utama perencanaan dan penganggaran daerah bukan hanya 

pada kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada menjaga 

relevansi, adaptivitas, dan konsistensi antara target RPJMD, kebijakan 

anggaran, dan dinamika ekonomi riil. Hal ini menegaskan pentingnya 

penguatan perencanaan berbasis skenario, penganggaran berbasis kinerja 
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dan outcome, serta mekanisme penyesuaian target yang lebih fleksibel agar 

perencanaan dan penganggaran benar-benar menjadi instrumen pengarah 

pembangunan ekonomi daerah. 

5.2.2. Kinerja PDRB Per Kapita 

PDRB per kapita Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan 

jangka panjang yang cukup konsisten selama periode 2015–2024. Pada 

tahun 2015, nilai PDRB per kapita berada pada kisaran Rp30,38 juta per 

jiwa, kemudian terus mengalami kenaikan moderat hingga mencapai 

Rp31,78 juta pada 2016 dan Rp35,18 juta pada 2017. Pertumbuhan ini 

berlanjut hingga 2019, di mana PDRB per kapita mencapai Rp39,84 juta, 

mencerminkan ekspansi ekonomi daerah yang stabil. Memasuki tahun 

2020, saat pandemi COVID-19 terjadi, nilai PDRB per kapita sedikit 

menurun menjadi Rp38,66 juta, mencerminkan perlambatan aktivitas 

ekonomi. Namun, kontraksi ini relatif ringan dan segera diikuti oleh 

pemulihan pada tahun 2021 yang kembali meningkat menjadi Rp39,19 

juta. 

Pemulihan ekonomi semakin kuat pada periode 2022–2024. Tahun 

2022 menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp44,07 juta, yang 

kemudian berlanjut naik ke Rp47,46 juta pada 2023. Proyeksi tahun 2024 

menunjukkan peningkatan lanjutan hingga Rp50,64 juta per kapita, 

pertama kalinya Lampung Timur menembus angka Rp50 juta per jiwa.  

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

jangka panjang yang positif, dengan PDRB per kapita meningkat sekitar 

66% dalam satu dekade. Koreksi ekonomi akibat dari dampak pandemi 

hanya bersifat sementara, dengan pemulihan cepat pasca-2021. Selain itu 

juga data tersebut menunjukkan adanya indikasi peningkatan daya beli 

dan output ekonomi per penduduk, terutama sejak 2022. Tren ini 

mencerminkan bahwa meskipun Lampung Timur masih menghadapi 

tantangan pada struktur fiskal, aktivitas ekonomi riil masyarakat terus 

mengalami perbaikan signifikan. 

Grafik 5. 2 Target dan Realisasi PDRB Per Kapita Lampung Timur; 2015-
2024 
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Sumber: Bappeda Lampung Timur, diolah  

Berdasarkan grafik Target dan Realisasi PDRB Per Kapita 2015–

2024, terlihat bahwa realisasi PDRB per kapita secara konsisten berada di 

atas target yang ditetapkan, dengan kecenderungan jarak yang semakin 

melebar pada periode akhir. Pada 2015–2019, realisasi PDRB per kapita 

meningkat stabil dari sekitar 30,38 menjadi 39,84, sementara target naik 

lebih moderat dari 21 menjadi 22,3. Pola ini menunjukkan bahwa sejak 

awal periode, penetapan target relatif konservatif dan kinerja ekonomi 

daerah mampu melampaui ekspektasi perencanaan. Pada 2020, meskipun 

terjadi tekanan ekonomi, realisasi PDRB per kapita tetap lebih tinggi 

dibanding target, menandakan bahwa penurunan kinerja makro tidak 

sepenuhnya tercermin dalam indikator pendapatan per kapita, 

kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi atau faktor 

demografis. 

Memasuki periode 2021–2024, terjadi lonjakan signifikan baik pada 

target maupun realisasi, namun realisasi tumbuh jauh lebih cepat. 

Realisasi PDRB per kapita meningkat tajam dari sekitar 39,19 (2021) 

menjadi 50,64 (2024), sementara target meningkat dari 36,5 menjadi 40,3. 

Kesenjangan yang semakin besar antara target dan realisasi ini 

mengindikasikan bahwa perencanaan PDRB per kapita belum sepenuhnya 

adaptif terhadap dinamika pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, 

sehingga target berfungsi lebih sebagai batas minimum daripada alat 

pengendali kinerja. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan kinerja 
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ekonomi daerah yang relatif kuat dalam meningkatkan PDRB per kapita, 

namun sekaligus mengisyaratkan perlunya penajaman metodologi 

penetapan target RPJMD agar lebih realistis, progresif, dan mampu 

mencerminkan potensi riil ekonomi daerah. 

5.2.3. Kinerja Penurunan Kemiskinan 

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur selama 

periode 2015–2024 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, baik dari 

sisi jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Pada 

tahun 2015 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 170,1 ribu jiwa 

dengan tingkat kemiskinan 16,91%. Angka ini mengalami penurunan 

bertahap hingga mencapai 142,7 ribu jiwa atau 13,19% pada tahun 2024. 

Penurunan kemiskinan secara umum berlangsung stabil dari 2015 

hingga 2019. Jumlah penduduk miskin turun dari 170,1 ribu jiwa menjadi 

158,9 ribu jiwa, bersamaan dengan penurunan persentase kemiskinan dari 

16,91% menjadi 15,24%. Tren ini mencerminkan perbaikan kondisi 

ekonomi daerah serta meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan dasar. Memasuki tahun 2020 terjadi penurunan 

lanjutan hingga 153,6 ribu jiwa, namun pada tahun 2021 terlihat kenaikan 

kembali menjadi 159,8 ribu jiwa, dan tingkat kemiskinan naik dari 14,62% 

menjadi 15,08%. Kenaikan di tahun 2021 ini diduga terkait dengan dampak 

pandemi Covid-19 dan perlambatan aktivitas ekonomi, yang menyebabkan 

sebagian rumah tangga rentan kembali jatuh miskin. 

Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya kondisi kembali 

membaik. Tahun 2022 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 149,1 

ribu jiwa (13,98%), diikuti penurunan lanjutan pada 2023 dan mencapai 

titik terendah pada 2024 yaitu 142,7 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 

13,19%. Hal ini menggambarkan pemulihan ekonomi regional dan 

efektivitas berbagai program perlindungan sosial serta penguatan daya beli 

Masyarakat. 

Grafik 5. 3 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten 
Lampung Timur, 2015-2024 
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Grafik 5. 4 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung 
Timur, Provinsi Lampung dan Nasional, 2015-2024 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, 2025, diolah 

Angka kemiskinan Lampung Timur periode 2015–2024 masih 
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Kerentanan Lampung Timur juga terlihat jelas pada periode 

guncangan ekonomi, khususnya sekitar tahun 2020–2021. Saat Provinsi 

Lampung dan nasional mulai menunjukkan stabilisasi, Lampung Timur 

justru mengalami kenaikan kembali angka kemiskinan, menandakan 

bahwa struktur ekonomi daerah relatif rentan terhadap krisis. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Lampung 

Timur bergantung pada sektor-sektor dengan produktivitas rendah dan 

pendapatan yang mudah tertekan, seperti pertanian tradisional dan sektor 

informal perdesaan. 

Dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan nasional, basis 

ekonomi Lampung Timur yang masih didominasi sektor primer menjadi 

salah satu faktor utama tingginya kemiskinan. Rendahnya nilai tambah, 

keterbatasan akses pasar, serta fluktuasi harga komoditas menyebabkan 

peningkatan pendapatan masyarakat berjalan lambat. Sementara itu, 

daerah lain di tingkat provinsi dan nasional lebih cepat menikmati manfaat 

diversifikasi ekonomi, industrialisasi, dan sektor jasa. 

Tabel 5. 1 Angka Kemiskikan Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung 
Timur 2021-2025 

No Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 

1 LAMPUNG 12,62 11,57 11,11 10,69 10,00 

2 Lampung Barat 12,82 11,71 11,17 10,68 9,93 

3 Tanggamus 11,81 10,98 10,52 10,28 10,10 

4 Lampung Selatan 14,19 13,14 12,79 12,57 12,05 

5 Lampung Timur 15,08 13,98 13,80 13,19 12,15 

6 Lampung Tengah 11,99 10,96 10,65 10,37 9,59 

7 Lampung Utara 19,63 18,41 17,17 16,92 15,78 

8 Way Kanan 13,09 11,76 11,02 10,43 9,36 

9 Tulangbawang 9,67 8,42 8,04 7,88 7,54 

10 Pesawaran 15,11 13,85 12,89 11,86 10,93 

11 Pringsewu 10,11 9,34 9,14 8,32 7,60 

12 Mesuji 7,54 6,84 6,73 6,31 5,92 

13 Tulang Bawang Barat 8,32 7,44 7,25 7,22 6,72 

14 Pesisir Barat 14,81 13,84 13,49 12,64 12,13 

15 Kota Bandar Lampung 9,11 8,21 7,77 7,37 6,95 

16 Kota Metro 8,93 7,87 7,28 6,78 6,44 
 

Sumber: BPS RI 2024 

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, Lampung 

Timur termasuk dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan relatif 
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tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain di Provinsi 

Lampung. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Lampung Timur tercatat 

15,08 persen, menempatkannya di jajaran atas daerah dengan kemiskinan 

tinggi, hanya lebih rendah dibandingkan Lampung Utara (19,63 persen) 

serta sedikit di bawah Pesawaran (15,11 persen) dan Pesisir Barat (14,81 

persen). Posisi ini menunjukkan bahwa sejak awal periode, Lampung Timur 

menghadapi tantangan kemiskinan yang lebih berat dibandingkan 

mayoritas daerah lain. 

Selama periode 2021–2025, Lampung Timur menunjukkan tren 

penurunan kemiskinan yang konsisten, dari 15,08 persen (2021) menjadi 

12,15 persen (2025). Penurunan sebesar hampir 3 poin persentase ini 

mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah lain, laju penurunan 

Lampung Timur relatif lebih lambat. Beberapa kabupaten/kota lain mampu 

menurunkan kemiskinan lebih cepat dan mencapai tingkat yang jauh lebih 

rendah pada akhir periode. 

Dibandingkan dengan kabupaten dengan karakteristik serupa, 

Lampung Timur masih tertinggal. Misalnya, Pesawaran turun dari 15,11 

persen menjadi 10,93 persen, dan Pesisir Barat dari 14,81 persen menjadi 

12,13 persen. Bahkan Lampung Selatan, yang pada 2021 memiliki angka 

kemiskinan lebih rendah dibanding Lampung Timur, tetap mampu 

menekan kemiskinan hingga 12,05 persen pada 2025, sedikit lebih baik 

dibanding Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

Lampung Timur mengalami perbaikan, daya dorong penurunannya belum 

sekuat beberapa daerah lain. 

Jika dibandingkan dengan daerah berkemiskinan menengah, seperti 

Lampung Tengah, Tanggamus, Way Kanan, dan Lampung Barat, 

kesenjangan terlihat cukup jelas. Pada tahun 2025, daerah-daerah 

tersebut telah berada pada kisaran 9–10 persen, sementara Lampung 

Timur masih berada di atas 12 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan 

adanya perbedaan kapasitas ekonomi, efektivitas program, maupun 

struktur mata pencaharian masyarakat yang memengaruhi keberhasilan 

penurunan kemiskinan. 
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Sementara itu, dibandingkan dengan daerah berkemiskinan rendah, 

seperti Mesuji, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pringsewu, Kota 

Bandar Lampung, dan Kota Metro, posisi Lampung Timur tertinggal cukup 

jauh. Pada 2025, Mesuji telah mencapai 5,92 persen, Kota Metro 6,44 

persen, dan Kota Bandar Lampung 6,95 persen, atau hampir setengah dari 

tingkat kemiskinan Lampung Timur. Perbedaan ini menegaskan bahwa 

Lampung Timur masih menghadapi persoalan struktural yang lebih 

kompleks, khususnya di wilayah perdesaan. 

Dari sisi peringkat, meskipun Lampung Timur tidak lagi berada pada 

posisi ekstrem seperti Lampung Utara, hingga tahun 2025 Lampung Timur 

masih termasuk 5 besar kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di 

Provinsi Lampung. Posisi ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai 

belum cukup untuk mengejar daerah lain yang lebih responsif dalam 

menurunkan kemiskinan. 

Secara keseluruhan, perbandingan ini menegaskan bahwa 

tantangan utama Lampung Timur bukan hanya menurunkan angka 

kemiskinan, tetapi mempercepat lajunya agar tidak tertinggal dari 

kabupaten/kota lain. Diperlukan penguatan strategi yang lebih fokus pada 

peningkatan produktivitas ekonomi perdesaan, penciptaan lapangan kerja 

lokal, dan peningkatan kualitas intervensi sosial agar Lampung Timur 

mampu keluar dari kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi 

di Provinsi Lampung. 
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Tabel 5. 2  Target dan Realiasi Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung 
Timur, 2015-2024 

Tahun Target RPJMD Realiasi  Capaian  

2015 17,05 16,91 101% 

2016 16,85 16,98 99% 

2017 16,75 16,35 102% 

2018 16,20 15,76 103% 

2019 15,40 15,24 101% 

2020 14,20 14,62 97% 

2021 14,62 15,08 97% 

2022 14,62 13,98 105% 

2023 14,55 13,80 105% 

2024 14,40 13,19 109% 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, 2025, diolah  

Secara deskriptif, data menunjukkan bahwa target RPJMD 

cenderung menurun secara bertahap dari 17,05 pada 2015 menjadi 14,40 

pada 2024. Penurunan target ini mengindikasikan adanya upaya 

perencanaan untuk menurunkan nilai indikator tersebut secara konsisten 

dalam jangka menengah–panjang. Di sisi lain, realisasi juga menunjukkan 

tren penurunan dari 16,91 pada 2015 menjadi 13,19 pada 2024, meskipun 

dengan fluktuasi pada beberapa tahun, khususnya pada periode 2020–

2021. 

Dari sisi capaian, secara umum kinerja pelaksanaan berada dalam 

kategori baik, karena hampir seluruh tahun menunjukkan capaian 

mendekati atau melampaui 100 persen target RPJMD. Pada periode 2015–

2019, capaian relatif stabil di kisaran 99–103 persen, yang menandakan 

bahwa realisasi indikator mampu mengikuti arah perencanaan secara 

cukup konsisten. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan yang cukup 

baik antara target RPJMD dan implementasi kebijakan pada fase pra-krisis. 

Pada periode 2020–2021, capaian menurun menjadi 97 persen, 

meskipun target RPJMD telah diturunkan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa tekanan eksternal pada periode tersebut berdampak pada 

kemampuan pencapaian target, sehingga realisasi belum sepenuhnya 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, penurunan 

capaian ini bersifat sementara dan tidak berlangsung lama. Memasuki 
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periode 2022–2024, kinerja justru menunjukkan perbaikan yang sangat 

kuat, dengan capaian meningkat signifikan hingga mencapai 105 persen 

pada 2022–2023 dan bahkan 109 persen pada 2024. Kelebihan capaian ini 

menunjukkan bahwa realisasi indikator bergerak lebih cepat dibandingkan 

penurunan target yang direncanakan. Di satu sisi, hal ini mencerminkan 

efektivitas kebijakan dan intervensi pembangunan dalam mendorong 

perbaikan indikator. Namun di sisi lain, kondisi ini juga mengindikasikan 

bahwa penetapan target RPJMD pada periode akhir cenderung konservatif, 

sehingga kurang optimal sebagai alat pengendali kinerja. 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perencanaan 

pembangunan telah berhasil mengarahkan penurunan indikator sesuai 

tujuan RPJMD, dengan tingkat ketercapaian yang tinggi. Tantangan ke 

depan bukan lagi pada kemampuan mencapai target, melainkan pada 

penajaman target agar lebih progresif dan responsif terhadap dinamika 

aktual, sehingga RPJMD dapat berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur 

minimal, tetapi juga sebagai instrumen pendorong peningkatan kinerja 

pembangunan daerah. 

5.2.4. Kinerja Indek Pembangunan Manusia (IPM); 

IPM Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Indonesia 

menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2015–2024. Secara 

umum, IPM Indonesia berada pada posisi tertinggi, disusul Provinsi 

Lampung, sementara Lampung Timur berada di posisi terendah. Meskipun 

demikian, Lampung Timur menunjukkan kemajuan yang konsisten dari 

tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan 

manusia di wilayah tersebut. 

Grafik 5. 5 Tren Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 
Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Indonesia, 2015-2024 
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Sumber: Bappeda Lampung Timur dan BPS RI, diolah  

Pada tahun 2015, IPM Lampung Timur tercatat sebesar 67,10, 

sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung (66,95) dan jauh 

tertinggal dari IPM nasional (69,55). Pada periode 2016–2018, ketiganya 

terus meningkat. Lampung Timur naik dari 67,88 menjadi 69,04, namun 

tetap berada pada level di bawah provinsi dan nasional. Kenaikan ini 

menggambarkan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan 

standar hidup masyarakat, meskipun kecepatannya masih lebih rendah 
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2021 dan naik menjadi 72,91 pada 2022. Kondisi ini menandakan bahwa 

akselerasi pembangunan manusia di Lampung Timur mulai membaik 

meskipun belum mampu mengejar rata-rata nasional. 

Peningkatan signifikan kembali terjadi pada 2023 dan 2024. IPM 

Lampung Timur mencapai 71,21 pada 2023 dan 71,84 pada 2024, 

mendekati capaian provinsi yang berada pada 71,15 dan 71,81. Hal ini 

merupakan perkembangan penting karena untuk pertama kalinya 

Lampung Timur berada sedikit di atas rata-rata provinsi. Sementara itu, 

IPM nasional tetap berada di posisi tertinggi dengan capaian 73,55 pada 

2023 dan 74,20 pada 2024. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Lampung Timur 

mengalami peningkatan IPM yang stabil dan berkelanjutan dalam satu 

dekade terakhir. Meskipun titik awalnya lebih rendah, Lampung Timur 

mampu menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan terutama dalam 

empat tahun terakhir, hingga mampu sejajar bahkan sedikit melampaui 

IPM Provinsi Lampung pada 2023–2024. Namun demikian, kesenjangan 

dengan IPM nasional masih tetap terlihat sehingga percepatan dalam aspek 

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perlu terus diperkuat untuk 

mengejar capaian nasional. 

Tabel 5. 3 Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Timur dan 
Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Lampung 2015-2024 

Kabupaten/Kota  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kota Bandar Lampung 74,81 75,34 75,98 76,63 77,33 77,44 77,58 78,01 78,56 79,19 

Kota Metro 75,10 75,45 75,87 76,22 76,77 77,19 77,49 77,89 78,36 78,93 

Pringsewu 67,55 68,26 68,61 69,42 69,97 70,30 70,45 70,98 71,61 72,29 

Lampung Tengah 67,61 68,33 68,95 69,73 70,04 70,16 70,23 70,80 71,60 72,37 

Lampung Timur 67,10 67,88 68,05 69,04 69,34 69,37 69,66 70,58 71,21 71,84 

Tulangbawang 66,08 66,74 67,07 67,70 68,23 68,52 68,73 69,53 70,02 70,66 

Lampung Selatan 65,22 66,19 66,95 67,68 68,22 68,36 68,49 69,00 69,63 70,28 

Lampung Barat 64,54 65,45 66,06 66,74 67,50 67,80 67,90 68,39 69,11 69,84 

Lampung Utara 65,20 65,95 66,58 67,17 67,63 67,67 67,89 68,33 68,95 69,62 

Way Kanan 65,18 65,74 65,97 66,63 67,19 67,44 67,57 68,04 68,63 69,31 

Tanggamus 63,66 64,41 64,94 65,67 66,37 66,42 66,65 67,22 67,86 68,52 

Tulang Bawang Barat 63,01 63,77 64,58 65,30 65,93 65,97 66,22 67,13 67,81 68,46 

Pesawaran 62,70 63,47 64,43 64,97 65,75 65,79 66,14 66,70 67,67 68,52 
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Pesisir Barat 60,55 61,50 62,20 62,96 63,79 63,91 64,30 65,14 66,00 66,73 

Mesuji 59,79 60,72 61,87 62,88 63,52 63,63 64,04 64,94 65,64 66,46 

Sumber; BPS RI, diolah  

 Pencapaian IPM lampung timur, meskipun secara umum masih 

berada dibawah rata – rata provinsi Lampung, namun secara agregat 

posisinya cukup bagus dibandingkanya daerah lainnya. Lampung Timur 

berada pada posisi 5 dari lima belas kabupaten dan kota di Lampung. Posisi 

ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Lampung Timur berjalan 

cukup efektif, namun laju peningkatannya masih bersifat inkremental dan 

belum cukup cepat untuk mempersempit kesenjangan dengan wilayah 

yang lebih maju. Oleh karena itu, penguatan kualitas layanan dasar, 

percepatan pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan efektivitas 

belanja publik menjadi kunci agar Lampung Timur tidak hanya 

mempertahankan posisinya di kelompok menengah, tetapi juga mampu 

melakukan lompatan capaian untuk mendekati kabupaten/kota dengan 

kinerja terbaik di Provinsi Lampung. 

Tabel 5. 4 Rata-rata Pertumbuhan IPM Periode 2015-2019 dan 2020-2024 
Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung  

 Daerah  
Pertumbuhan 

Priode 2015-2019 
Pertumbuhan 

Priode 2020-2024 

Mesuji 3,73 2,83 

Pesisir Barat 3,24 2,82 

Pesawaran 3,05 2,73 

Tulang Bawang Barat 2,92 2,49 

Lampung Timur 2,24 2,47 

Lampung Tengah 2,43 2,21 

Tulangbawang 2,15 2,14 

Tanggamus 2,71 2,10 

Lampung Barat 2,96 2,04 

Pringsewu 2,42 1,99 

Lampung Utara 2,43 1,95 

Lampung Selatan 3,00 1,92 

Way Kanan 2,01 1,87 

Kota Bandar Lampung 2,52 1,75 

Kota Metro 1,67 1,74 

Sumber: BPS RI, diolah  
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Secara umum, data menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan 

IPM pada periode 2020–2024 mengalami perlambatan dibandingkan 

periode 2015–2019 di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi 

Lampung. Pola ini mencerminkan dampak tekanan eksternal dan 

perlambatan pembangunan manusia pada periode kedua, meskipun 

tingkat perlambatannya bervariasi antarwilayah. Daerah-daerah dengan 

basis IPM awal yang relatif rendah seperti Mesuji dan Pesisir Barat tetap 

mencatat pertumbuhan tertinggi pada kedua periode, menunjukkan 

adanya proses catch-up, meskipun lajunya menurun pada periode 2020–

2024. 

Dalam konteks ini, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan pola 

yang berbeda dibanding sebagian besar daerah lain. Pada periode 2015–

2019, pertumbuhan IPM Lampung Timur tercatat sebesar 2,24, berada di 

kelompok menengah dan di bawah rata-rata daerah dengan pertumbuhan 

tinggi. Namun pada periode 2020–2024, pertumbuhan IPM Lampung Timur 

justru meningkat menjadi 2,47, menjadikannya salah satu dari sedikit 

daerah yang tidak mengalami perlambatan, bahkan menunjukkan 

akselerasi dibanding periode sebelumnya. Capaian ini menempatkan 

Lampung Timur di atas sejumlah kabupaten besar seperti Lampung 

Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Utara, serta di atas dua 

kota, Bandar Lampung dan Metro, pada periode 2020–2024 

Secara komparatif, posisi Lampung Timur pada periode 2020–2024 

berada pada kelompok atas kabupaten dengan kinerja pertumbuhan IPM, 

meskipun masih berada di bawah daerah dengan pertumbuhan tertinggi 

seperti Mesuji, Pesisir Barat, dan Pesawaran. Perubahan posisi ini 

mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan manusia di Lampung 

Timur relatif lebih adaptif dan mampu menjaga momentum peningkatan 

IPM di tengah perlambatan umum yang dialami daerah lain. 

Tabel 5.5. Pencapaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten Lampung Timur (2015-2025) 

Tahun  Target RPJMD  Realisasi Pencapaian (%) 

2015 N/A 67,10 N/A 

2016 N/A 67,88 N/A 
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Tahun  Target RPJMD  Realisasi Pencapaian (%) 

2017 N/A 68,05 N/A 

2018 N/A 69,04 N/A 

2019 N/A 69,34 N/A 

2020 N/A 69,37 N/A 

2021 69,39 69,66 100% 

2022 69,40 70,58 102% 

2023 69,50 71,21 102% 

2024 69,60 71,84 103% 

Sumber: Beppeda Lampung Timur, 2025, diolah  

Dilihat dari pencapaian target kinerja, pada priode 2021-2024, 

kinerja indek pembangunan manusia melampaui dari target yang 

ditetapkan. Sementara untuk priode 2015-2020 tidak ditemukan data yang 

lengkap untuk mendeskripsikan target yang ditetapkan dalam RPJMD. 

Pencapaian ini mengindikasikan program – program yang dilaksanakan 

pemerintah daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian 

outcome yang berasal dari dimensi pendidikan, kesehatan dan standar 

hidup layak. Ada perbaikan yang signifikan terhadpa kinerja pembangunan 

ini pada periode lima tahun terakhir.  

Temuan ini menunjukkan bahwa Lampung Timur tidak hanya 

berhasil mempertahankan kinerja pembangunan manusia pada periode 

tekanan, tetapi juga mempercepat laju peningkatan IPM secara relatif. Hal 

ini mengindikasikan adanya efektivitas intervensi pada sektor-sektor kunci 

IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli, meskipun tantangan 

struktural masih ada. Ke depan, tantangan Lampung Timur adalah 

menjaga keberlanjutan akselerasi ini agar tidak bersifat sementara, 

sekaligus memanfaatkan momentum untuk memperkecil kesenjangan 

dengan kabupaten yang masih mencatat pertumbuhan IPM lebih tinggi. 

5.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lampung Timur selama 

periode 2015–2024 menunjukkan kecenderungan membaik dengan tren 

penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2015, TPT berada pada level 

4,49 persen dan terus menurun selama lima tahun berikutnya hingga 

mencapai titik terendah pada 2020 sebesar 2,64 persen. Meskipun sempat 
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terjadi kenaikan pada 2021 menjadi 3,05 persen sebagai dampak lanjutan 

dari kondisi pandemi, angka tersebut kembali bergerak stabil dan berada 

pada tingkat 3,02 persen pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan 

bahwa pasar kerja di Lampung Timur memiliki dinamika yang relatif 

terkendali dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. 

Grafik 5. 6 Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten 
Lampung Timur, 2015-2024 

 

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah. Tahun 2016 Data Tidak Tersedia 

Jika dibandingkan dengan perkembangan TPT di tingkat Provinsi 

Lampung, Lampung Timur secara konsisten mencatatkan angka yang lebih 

rendah sepanjang satu dekade terakhir. TPT provinsi berada pada kisaran 

4–5 persen pada sebagian besar tahun, sementara Lampung Timur berhasil 

mempertahankan angka di bawah itu dengan selisih yang cukup signifikan. 

Pada tahun 2024, TPT Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,19 persen, jauh 

lebih tinggi dibandingkan Lampung Timur yang hanya 3,02 persen. 

Perbedaan ini mencerminkan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang 

lebih baik di Lampung Timur dibandingkan kondisi umum wilayah 

provinsi. 

Perbandingan tingkat pengangguran antar-kabupaten/kota pada 

2024 juga memberikan gambaran posisi Lampung Timur dalam konteks 

wilayah. Dari 15 kabupaten/kota, Lampung Timur menempati posisi 
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sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran rendah. Hanya 

Lampung Barat yang mencatatkan TPT lebih rendah, yakni 2,09 persen, 

dan Mesuji dengan 2,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lampung 

Timur berada di kelompok teratas dalam hal performa stabilitas pasar 

tenaga kerja. 

Beberapa daerah lain memiliki TPT yang mendekati Lampung Timur, 

seperti Pesisir Barat (3,04 persen), Tulang Bawang (3,23 persen), Lampung 

Tengah (3,33 persen), dan Way Kanan (3,27 persen). Kelompok daerah ini 

menunjukkan kecenderungan pengangguran yang relatif sedang dan tidak 

jauh berbeda dari capaian Lampung Timur. Adapun Kota Metro yang 

mencatatkan 3,71 persen masih berada di kisaran moderat meskipun 

sedikit lebih tinggi, yang mencerminkan dinamika pasar kerja perkotaan 

yang berbeda dibandingkan daerah berbasis agraris. 

Di sisi lain, beberapa daerah memiliki tingkat pengangguran yang 

jauh lebih tinggi dan berada di atas rata-rata provinsi. Bandar Lampung 

mencatatkan TPT tertinggi sebesar 7,44 persen, diikuti Lampung Utara 

sebesar 5,85 persen dan Lampung Selatan 4,84 persen. Daerah-daerah ini 

umumnya memiliki struktur ekonomi perkotaan atau semi-perkotaan yang 

lebih kompleks, sehingga pasar tenaga kerja lebih rentan terhadap tekanan 

seperti kompetisi tinggi, ketidakseimbangan keahlian, dan mobilitas 

penduduk yang dinamis. 

Dengan menempatkan Lampung Timur pada posisi ketiga terendah 

TPT di Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa daerah ini memiliki 

kondisi pasar tenaga kerja yang relatif lebih stabil dibandingkan sebagian 

besar kabupaten/kota lainnya. Struktur ekonomi lokal yang didominasi 

sektor pertanian dan sektor informal tradisional kemungkinan berperan 

dalam menjaga tingkat pengangguran pada level rendah. Sektor-sektor 

tersebut cenderung menyediakan lapangan kerja yang lebih stabil dan tidak 

terlalu terpengaruh oleh guncangan ekonomi besar. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Lampung Timur 

berada dalam kondisi yang cukup baik dalam hal pengendalian 

pengangguran. Tren penurunan jangka panjang, angka yang konsisten 

lebih rendah daripada tingkat provinsi, serta posisi kompetitif di antara 
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kabupaten/kota lainnya menjadi indikasi bahwa kebijakan pembangunan 

wilayah dan struktur perekonomian lokal mampu memberikan kontribusi 

positif pada ketersediaan lapangan kerja. Situasi ini menjadi dasar yang 

kuat bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kebijakan yang mendukung perluasan kesempatan kerja di masa 

mendatang. 

Tabel 5. 5 Target dan Realiasi Angka Pengangguran Kabupaten  

Lampung Timur (2015-2025) 

Tahun Target RPJMD Realisasi Pencapaian % 

2015 5,00 4,49 90% 

2016 5,00 NA N/A 

2017 4,95 3,89 127% 

2018 4,92 3,83 128% 

2019 4,89 2,89 169% 

2020 4,90 2,64 186% 

2021 4,90 3,05 161% 

2022 2,60 3,30 79% 

2023 2,60 3,09 84% 

2024 2,60 3,02 86% 

2025 2,60 3,18 82% 

Sumber: Bappeda Lampung Timur, 2025, diolah 

Secara umum, data menunjukkan adanya perubahan pola 

hubungan antara target RPJMD dan realisasi indikator dalam dua fase 

besar. Pada periode 2015–2021, target RPJMD ditetapkan relatif tinggi dan 

menurun secara sangat bertahap, sementara realisasi justru turun lebih 

cepat. Kondisi ini menghasilkan persentase pencapaian yang sangat tinggi 

(bahkan melebihi 100 persen sejak 2017), yang mengindikasikan bahwa 

kinerja realisasi secara teknis dinilai “melampaui target”. Puncaknya terjadi 

pada 2019–2020, ketika pencapaian mencapai 169–186 persen, 

mencerminkan bahwa realisasi indikator jauh lebih rendah dibanding 

target yang ditetapkan. 

Namun demikian, capaian yang sangat tinggi ini perlu dibaca secara 

kritis dalam konteks perencanaan. Persentase pencapaian yang melonjak 

bukan semata menunjukkan kinerja yang luar biasa, melainkan juga 
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mengindikasikan bahwa target RPJMD kurang responsif terhadap 

dinamika aktual, terutama pada periode 2019–2021. Dengan kata lain, 

penurunan realisasi yang cepat tidak diimbangi dengan penyesuaian target 

yang memadai, sehingga menghasilkan kesan pencapaian yang berlebihan 

secara statistik. 

Memasuki periode 2022–2025, terlihat adanya perubahan signifikan 

dalam kebijakan penetapan target, di mana target RPJMD diturunkan 

cukup drastis menjadi 2,60 dan dipertahankan hingga akhir periode. Pada 

fase ini, realisasi justru berada di atas target, sehingga persentase 

pencapaian turun ke kisaran 79–86 persen. Pola ini menunjukkan bahwa 

target menjadi jauh lebih ketat dan realistis, namun pada saat yang sama 

realisasi belum sepenuhnya mampu mengikuti arah penurunan yang 

direncanakan. 

Secara analitis, pergeseran ini mencerminkan upaya koreksi dalam 

perencanaan, tetapi juga menimbulkan implikasi baru. Jika pada periode 

awal masalah utamanya adalah target yang terlalu longgar, maka pada 

periode akhir tantangannya bergeser menjadi kesenjangan implementasi, 

di mana capaian kinerja belum sepenuhnya sejalan dengan target yang 

lebih ambisius. Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian target belum 

sepenuhnya diikuti oleh penguatan kebijakan, program, dan alokasi 

anggaran yang memadai. 

Dengan demikian, secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa 

tantangan utama perencanaan bukan hanya pada pencapaian angka, 

tetapi pada konsistensi dan kualitas penetapan target RPJMD. 

Perencanaan perlu memastikan bahwa target ditetapkan secara adaptif, 

berbasis tren historis dan kapasitas implementasi, sehingga persentase 

pencapaian benar-benar mencerminkan kinerja substantif, bukan sekadar 

artefak dari ketidaktepatan penetapan target. 

5.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur (2015–2024) 

5.3.1. Dinamika Kinerja Pendapatan Daerah 

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur 

menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang, meskipun 
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kenaikannya tidak stabil dari tahun ke tahun. Pada periode 2015–2019, 

pendapatan daerah tumbuh secara konsisten dari Rp1,67 triliun pada 2015 

menjadi Rp2,13 triliun pada 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 

6,2 persen per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya 

kapasitas fiskal daerah dan stabilitas alokasi transfer dari pemerintah 

pusat sebelum pandemi. 

Grafik 5. 7 Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Pendapatan Transfer, Lampung Timur, 2015-2025

 

Sumber: Dispenda Lampung Timur, 2025, diolah 

Memasuki periode 2020–2021, pandemi Covid-19 membawa dampak 

signifikan terhadap fiskal daerah. Pendapatan daerah mengalami 

penurunan Rp61,7 miliar dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,07 triliun pada 

2019-2020 atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 2,9 

persen. Pada tahun berikutnya, sedikit meningkat menjadi Rp2,09 triliun 

pada 2021 atau tumbuh 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini 

selaras dengan tekanan ekonomi nasional, penyesuaian dana transfer, 

serta perlambatan aktivitas ekonomi lokal. 

Mulai tahun 2022, pendapatan daerah kembali menunjukkan 

pemulihan. Pendapatan Daerah Lampung Timur mulai meningkat secara 

bertahap hingga mencapai Rp2,33 triliun pada 2024 atau mengalami 

pertumbuhan 9,6 persen. Untuk tahun 2025, berdasarkan pagu anggaran, 

pendapatan diproyeksikan optimis mencapai Rp2,41 triliun, atau 
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diperkirakan tumbuh sekitar 3,3 persen dibandingkan realisasi tahun 

sebelumnya. 

Dari sisi komponen pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, meningkat dari hanya 

Rp.84 miliar pada 2015 menjadi Rp208 miliar pada 2024. Pertumbuhan 

PAD selalu positif meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 11 

persen pada 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Realisasi pertumbuhan 

PAD tertinggi sebesar 23,5% terjadi pada tahun 2021-2022 dan proyeksi 

PAD pada 2025 diproyeksikan meningkat Rp72,5 miliar atau tumbuh 

sebesar 34,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya. 

Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap keseluruhan 

pendapatan daerah masih relatif rendah, berkisar 7–9 persen, yang 

menegaskan masih kuatnya ketergantungan Lampung Timur terhadap 

pendapatan dana transfer. Dana transfer sendiri tetap menjadi komponen 

terbesar, berada pada kisaran 90 persen dari total pendapatan, dengan 

nilai relatif stagnan pada rentang Rp1,7–2,1 triliun selama satu dekade 

terakhir. 

5.3.1.1. Struktur Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Lampung 

Timur 

Pendapatan darah Kabupaten Lampung Timur dalam priode 

2015-2024 menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang sangat 

tinggi terhadap dana transfer. Analisis ketergantungan fiskal 

menunjukkan bahwa struktur pendapatan Lampung Timur sangat 

didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat maupun antar-

daerah. Sepanjang periode 2015–2024, rasio pendapatan transfer 

terhadap total pendapatan daerah secara konsisten berada pada 

kisaran 88–94 persen, menunjukkan ketergantungan yang sangat 

tinggi. 

 

Grafik 5. 8 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur  
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Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah 

Pada tahun 2024, rasio mencapai 91,2 persen, yang 

menegaskan bahwa hampir seluruh aktivitas pemerintahan dan 

pelayanan publik masih dibiayai dari transfer pusat. Sementara itu, 

pada tahun anggaran 2025, ketergantungan ini diproyeksikan 

sedikit menurun menjadi sekitar 88–89 persen, namun tetap berada 

pada tingkat yang sangat tinggi dan jauh dari kondisi fiskal yang 

mandiri. 

Ketergantungan yang besar terhadap dana transfer membawa 

sejumlah implikasi bagi tata kelola APBD Lampung Timur. Pertama, 

ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas, karena PAD yang kecil 

tidak mampu memberikan keleluasaan untuk membiayai program 

prioritas secara mandiri. Kedua, belanja modal sangat dipengaruhi 

oleh pola transfer pusat, terutama DAK dan DID, sehingga realisasi 

investasi daerah seringkali mengikuti agenda nasional, bukan 

kebutuhan lokal. Ketiga, struktur fiskal daerah menjadi sangat 

rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, misalnya 

perubahan formula dana transfer, refocusing, atau penyesuaian 

belanja pusat. Dengan kondisi tersebut, Lampung Timur perlu 

memperkuat strategi peningkatan PAD yang bersifat berkelanjutan, 
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mengurangi rigiditas fiskal, serta memperbaiki perencanaan belanja 

agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat berangsur 

menurun dalam jangka panjang.  

Struktur pendapatan daerah yang sangat tinggi bergantung 

dengan pendapatan trasnfer pusat, menunjukkan kemandirian 

fiskal yang rendah. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lampung 

Timur selama periode 2015–2024 menunjukkan bahwa kapasitas 

daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri masih sangat 

terbatas. Rasio kemandirian yang diukur dari perbandingan antara 

PAD dan total pendapatan daerah secara konsisten berada di bawah 

10 persen, jauh dari kategori ideal dan masuk dalam kelompok 

“daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat”. 

Pada awal periode, rasio kemandirian hanya mencapai 5,0 

persen pada 2015, sedikit menurun pada 2016, lalu perlahan 

meningkat dari 2017 hingga 2019, mengikuti pertumbuhan PAD 

yang mulai menguat. Tren perbaikan makin terlihat sejak 2018, 

hingga rasio mencapai 7,6 persen pada 2020 dan 7,5 persen pada 

2021. Kondisi terbaik terjadi pada 2022, ketika rasio kemandirian 

menyentuh 9,4 persen, kemudian sedikit turun pada 2023–2024 

namun masih berada pada level yang relatif tinggi untuk ukuran 

Lampung Timur (sekitar 9 persen). 

Meski demikian, peningkatan pada 2022–2023 tidak 

seluruhnya mencerminkan penguatan kapasitas fiskal yang bersifat 

permanen. Kenaikan PAD pada periode tersebut banyak dipengaruhi 

oleh perluasan kategori “lain-lain PAD yang sah”, bukan berasal dari 

peningkatan struktur penerimaan utama seperti pajak dan retribusi 

daerah. Kondisi ini patut diwaspadai, karena jika kenaikan PAD 

tidak bersumber dari objek yang sustain, maka rasio kemandirian 

fiskal berisiko tidak stabil di tahun-tahun mendatang. 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tren membaik, 

Lampung Timur masih berada pada level kemandirian fiskal yang 

sangat rendah, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 82 — 

prioritas pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer masih 

terbatas. 

5.3.1.2. Efektifitas Kinerja Pendapatan Daerah 

Efektivitas kinerja pendapatan daerah merupakan salah satu 

indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan 

daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan target pendapatan yang telah direncanakan 

dalam APBD. Analisis efektivitas pendapatan tidak hanya 

menunjukkan tingkat keberhasilan pemungutan pendapatan, tetapi 

juga menggambarkan akurasi perencanaan fiskal, validitas proyeksi 

pendapatan, serta kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas 

kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan 

untuk menilai sejauh mana target pendapatan yang ditetapkan 

dapat dicapai secara konsisten selama periode evaluasi, serta untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

pencapaian tersebut. 

 Tabel 5. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Lampung Timur, 
2015-2024   

Tahun 
Anggara

n 
Target Realisasi % 

Bertambah 
/Berkurang 

Deviasi 
%  

2015 1.813.502.876.000 1.673.230.554.392 92,27 -140.272.321.609 -8% 

2016 2.082.365.407.446 1.916.378.911.952 92,03 -165.986.495.494 -8% 

2017 2.135.687.446.000 2.017.656.162.813 94,47 -118.031.283.187 -6% 

2018 2.107.403.562.528 2.051.436.200.615 97,34 -55.967.361.913 -3% 

2019 2.239.935.315.960 2.132.688.979.134 95,21 -107.246.336.826 -5% 

2020 2.149.418.494.493 2.070.599.236.920 96,33 -78.819.257.573 -4% 

2021 2.307.070.310.098 2.097.913.175.600 90,93 -209.157.134.498 -9% 

2022 2.352.309.762.277 2.078.803.898.819 88,37 -273.505.863.458 -12% 

2023 2.299.528.341.980 2.131.663.102.999 92,70 -167.865.238.981 -7% 

2024 
2.474.303.330.401 

2.337.112.000.418 94,46 -137.191.329.983 -6% 

Rata-
rata 

2.148.461.646.85
0 

1.976.998.340.97
1 

92,0
2 

-171.463.305.879 -8% 

Selama periode 2015–2024, pendapatan daerah Lampung 

Timur menunjukkan pola realisasi yang relatif stabil namun belum 

pernah mencapai target secara penuh. Nilai target pendapatan 
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daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari 

Rp1,81 triliun pada 2015 hingga mencapai Rp2,47 triliun pada 2024, 

mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kapasitas fiskal. Sementara itu, realisasi pendapatan juga bergerak 

naik secara bertahap dari Rp1,67 triliun pada 2015 menjadi Rp2,33 

triliun pada 2024, menunjukkan adanya perkembangan positif 

meskipun peningkatannya tidak setinggi target tahunan. Dari sisi 

capaian kinerja, persentase realisasi terhadap target rata-rata 

berada pada kisaran 92,02%. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2018 

(97,34%), diikuti oleh 2020 (96,33%), sedangkan capaian terendah 

terjadi pada 2022 (88,37%). Penurunan tajam tahun 2022 

menunjukkan tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah, 

mungkin terkait pemulihan pasca pandemi dan perubahan 

kebijakan fiskal pusat–daerah. 

Seluruh tahun dalam periode ini menunjukkan posisi defisit 

terhadap target (bertambah/berkurang bernilai negatif), dengan 

selisih terbesar terjadi pada 2022 sebesar –Rp273,50 miliar, 

sedangkan selisih terkecil terjadi pada 2018 sebesar –Rp55,97 

miliar. Rata-rata selisih antara target dan realisasi selama satu 

dekade mencapai –Rp171,46 miliar, mengindikasikan perlunya 

perbaikan dalam perencanaan target pendapatan agar lebih realistis 

dan konsisten dengan kapasitas pemungutan yang ada. Secara 

keseluruhan, meskipun pendapatan daerah Lampung Timur 

menunjukkan tren meningkat dalam hal nominal realisasi, tingkat 

pencapaiannya masih menghadapi fluktuasi dan belum mencapai 

100% setiap tahun. Hal ini mengisyaratkan perlunya penguatan 

strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta 

perencanaan target yang lebih akurat. 

 

 Tabel 5. 7 Deviasi Pencapaian/Realiasi Pendapatan Berdasarkan jenis 
Pendapatan Daerah Lampung Timur Rata-rata 2015-2025 

No Sumber Pendapatan Deviasi  

1 Pendapatan Asli Daerah  -17% 
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No Sumber Pendapatan Deviasi  

Pajak Daerah  2% 

Retribusi Daerah  -14% 

Hasil Kekayaan Daerah dipisahkan -29% 

Lain-lain PAD  -15% 

2 

Dana Transfer  -6% 

DBH -18% 

DAU 0% 

DAK  -11% 

DID/IF -50% 

Tranfer Provinsi  -24% 

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah  19% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2025 

Data deviasi sumber pendapatan daerah Kabupaten Lampung 

Timur menunjukkan bahwa ketidaktercapaian target pendapatan 

terutama bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang mengalami deviasi cukup signifikan sebesar –17 persen. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan PAD masih 

cenderung optimistis dan belum sepenuhnya berbasis pada 

kapasitas riil daerah. Kinerja pajak daerah relatif lebih stabil dengan 

deviasi positif sebesar 2 persen, yang menunjukkan bahwa 

instrumen pajak merupakan sumber PAD yang paling andal. Namun 

demikian, stabilitas pajak daerah belum mampu menutup kinerja 

negatif komponen PAD lainnya, khususnya retribusi daerah (–14 

persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (–29 

persen), serta lain-lain PAD yang sah (–15 persen), yang 

mencerminkan lemahnya kualitas layanan publik, rendahnya 

kontribusi BUMD, serta tingginya ketergantungan pada sumber 

pendapatan yang bersifat tidak reguler dan sulit diproyeksikan. 

Pada sisi dana transfer, secara agregat deviasi relatif lebih 

kecil yaitu –6 persen, yang menunjukkan bahwa pendapatan 

transfer masih menjadi jangkar fiskal utama APBD Lampung Timur. 

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami deviasi, menegaskan 

perannya sebagai sumber pendapatan paling stabil dan dapat 
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diprediksi. Namun demikian, stabilitas DAU ini menutupi fluktuasi 

tajam pada jenis transfer lainnya, seperti Dana Bagi Hasil (–18 

persen), Dana Alokasi Khusus (–11 persen), Dana Insentif Daerah 

atau insentif fiskal (–50 persen), serta transfer dari pemerintah 

provinsi (–24 persen). Deviasi pada komponen-komponen tersebut 

mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap kebijakan 

dan kinerja fiskal di tingkat pusat dan provinsi, sekaligus 

menunjukkan keterbatasan kapasitas daerah dalam memenuhi 

prasyarat teknis dan administratif untuk mengamankan alokasi 

transfer berbasis kinerja. 

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah justru 

menunjukkan deviasi positif sebesar 19 persen, yang 

mengindikasikan adanya penerimaan insidental atau pendapatan 

tidak terduga di luar perencanaan awal. Meskipun berkontribusi 

positif terhadap realisasi pendapatan secara jangka pendek, jenis 

pendapatan ini bersifat volatil dan tidak dapat dijadikan fondasi 

perencanaan fiskal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pola 

deviasi ini menegaskan bahwa tantangan utama kinerja pendapatan 

Lampung Timur terletak pada lemahnya kualitas perencanaan PAD 

dan tingginya ketergantungan pada transfer pusat, sehingga 

mempersempit ruang fiskal dan membatasi fleksibilitas kebijakan 

daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan. 

Ketergantungan terhadap transfer membuat struktur 

pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan, formula, dan 

keputusan fiskal pemerintah pusat dan provinsi yang berada di luar 

kendali pemerintah daerah. Perubahan alokasi, penyesuaian 

formula, penundaan penetapan pagu, hingga koreksi alokasi di 

tengah tahun anggaran sering kali menyebabkan realisasi transfer 

tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang telah direncanakan 

dalam APBD. Hal ini tampak pada komponen Dana Bagi Hasil, Dana 

Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan transfer provinsi yang 

menunjukkan deviasi cukup besar, meskipun secara agregat 

transfer terlihat relatif stabil karena ditopang oleh DAU. 
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Selain itu, tingginya ketergantungan pada transfer juga 

berdampak pada kualitas perencanaan pendapatan. Dalam kondisi 

PAD yang lemah, pemerintah daerah cenderung menggunakan 

asumsi transfer yang optimistis untuk menutup kebutuhan belanja, 

sehingga ketika alokasi aktual lebih rendah dari target, deviasi 

pendapatan menjadi tidak terhindarkan. Ketergantungan ini 

memperbesar risiko fiskal, karena sebagian besar sumber 

pendapatan tidak fleksibel dan tidak dapat dikompensasi dengan 

cepat melalui kebijakan daerah ketika terjadi shortfall. 

Dengan demikian, meskipun transfer—terutama DAU—relatif 

lebih stabil dibanding PAD, struktur pendapatan yang sangat 

bergantung pada transfer justru meningkatkan kerentanan terhadap 

deviasi, terutama pada jenis transfer berbasis kinerja dan kebijakan. 

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pengurangan 

ketergantungan fiskal melalui penguatan PAD dan peningkatan 

kualitas perencanaan pendapatan merupakan prasyarat penting 

untuk menekan deviasi dan meningkatkan kredibilitas APBD 

Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. 9 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur   
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Sumber: Peneliti, 2025 

5.3.1.3. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten 

Lampung Timur 

Lampung timur menghadapi tangangan kemandirian fiskal 

yang relatif rendah. Akan tetapi upaya pemerintah untuk mendorong 

penguatan pendapatan daerah secara mandiri semakin menguat. 

Grafik dibawah ini menggambarkan, secara umum trend 

pendapatan daerah 2015-2024 terus bergerak positif secara 

nominal. Tahun 2015 tercapat PAD mampu dikumpulkan 

pemerintah daerah sebesar Rp. 84,5 Miliar, terus meningkat 

signifikan ditahun 2024 mencapai RP. 207,9 Miliar. Peningkatan 

tersebut sejalan dengan semakin menguatnya kontribusi PAD 

terhadap pendapatan daerah, meskipun secara rasio masih relatif 

rendah dibawah 10%.  
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Grafik 5. 10 Tren Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Proporsinya 
terhadap Pendapatan Daerah Lampung Timur, 2015-2024 

 

Sumber: Bapenda Lampung Timur, 2025, diolah  

Kinerja Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Lampung Timur menunjukkan perkembangan yang positif selama 

periode 2015–2024, dengan tren meningkat secara konsisten selama 

periode 2015–2024. Pada tahun 2015, PAD tercatat sebesar Rp84,5 

miliar, kemudian naik stabil pada tahun-tahun berikutnya, 

mencapai Rp94,9 miliar (2016), Rp111,9 miliar (2017), dan Rp125,0 

miliar (2018). Pertumbuhan ini berlanjut dengan peningkatan 

signifikan pada 2019 menjadi Rp147,5 miliar, serta terus naik pada 

masa pandemi hingga Rp157,4 miliar (2020) dan Rp158,0 miliar 

(2021). Setelah pandemi mereda, kenaikan PAD semakin terasa, 

dengan capaian Rp195,6 miliar pada 2022, Rp196,1 miliar pada 

2023, dan mencapai titik tertinggi selama periode ini pada 2024 

sebesar Rp207,6 miliar. 

Namun, sempat terjadi perlambatan pada tahun 2020-2021 

dan 2022-2023 akibat pandemi, meskipun meningkat tetapi 

peningkatannya tidak lebih dari Rp615,6 juta. Peningkatan tertinggi 

tahun 2021-2022 sebesar Rp37,5 miliar, sedangkan peningkatan 
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pada tahun 2021-2022 disebabkan dari peningkatan pajak daerah 

yang berasal dari pajak penerangan jalan umum dan pendapatan 

lain-lain yang sah yang berasal dari pendapatan BLUD, dari 

pelayanan pasien dan rumah sakit umum daerah (RSUD). 

Secara proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah juga 

mengalami tren yang menguat. Pada tahun 2015, kontribusi PAD 

baru mencapai 5,05%, namun terus meningkat hingga mencapai 

9,4% pada 2022, yang menjadi titik tertinggi dalam periode tersebut. 

Meskipun setelah itu mengalami sedikit penurunan dari tahun 

2022-2024 dari 9,4% pada 2022 menjadi 8,9% pada 2024, secara 

keseluruhan proporsi PAD menunjukkan arah positif. Jika 

dibandingkan dengan rata-rata proporsi PAD Kabupaten secara 

Nasional dari 2015-2024, proporsi PAD Lampung Timur masih 

rendah, di bawah 10% dari Pendapatan Daerah, sementara proporsi 

rata-rata PAD Kabupaten secara nasional adalah 12,25% dari 

pendapatan daerahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Lampung 

Timur semakin mampu memperkuat kemandirian fiskalnya melalui 

peningkatan pendapatan asli daerah, baik dari pajak, retribusi, 

maupun pengelolaan aset daerah. Namun, peningkatan ini masih 

dibawah rata-rata proporsi PAD Kabupaten secara nasional. 

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Timur 

menunjukkan pola yang sangat fluktuatif sepanjang 2015–2024. 

Pada awal periode, pertumbuhan PAD masih relatif rendah sebesar 

1,6% pada 2015, namun meningkat tajam pada 2016 (12,3%) dan 

mencapai lonjakan signifikan pada 2017 (17,9%). Kinerja positif ini 

diikuti pertumbuhan tinggi lainnya pada 2019 (18,0%), setelah 

sempat melambat ke 11,8% pada 2018, menunjukkan kemampuan 

daerah dalam mendorong peningkatan PAD pada masa pra-pandemi. 

Grafik 5. 11 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Timur, 
2015-2024 
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Sumber: Bapenda Lampung Timur, diolah;  

Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 mulai memberikan 

tekanan, ditandai dengan penurunan pertumbuhan menjadi 6,7%. 

Dampaknya semakin kuat pada 2021, ketika pertumbuhan PAD 

merosot tajam hingga 0,4%, mencerminkan melemahnya aktivitas 

ekonomi dan kemampuan pemungutan PAD. Situasi berbalik pada 

2022, ketika PAD Lampung Timur melonjak drastis hingga 23,7%, 

angka tertinggi selama satu dekade. Peningkatan ini kemungkinan 

dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, relaksasi 

kegiatan ekonomi, serta efek baseline yang rendah pada tahun 

sebelumnya. Namun, lonjakan tersebut tidak berlanjut karena pada 

2023, pertumbuhan kembali turun ekstrem menjadi 0,3%, 

menandakan adanya penurunan tajam dalam penerimaan PAD atau 

tidak adanya faktor pendorong yang kuat seperti tahun sebelumnya. 

Pada 2024, pertumbuhan PAD mulai menunjukkan perbaikan 

dengan meningkat menjadi 5,8%, menggambarkan upaya stabilisasi 

dan normalisasi kembali kinerja PAD setelah fluktuasi tajam pada 

dua tahun sebelumnya. 

Grafik 5. 12  Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur 
(2017-2024) 
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Sumber: Bapenda Lampung Timur, 2025, diolah  

Struktur PAD Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh 

komponen lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi sekitar 51–58 

persen pada periode 2018–2024, bahkan mencapai 77 persen pada 

2017. Dominasi sumber pendapatan yang bersifat non-reguler dan 

insidental ini menunjukkan bahwa PAD belum bertumpu pada basis 

ekonomi yang stabil, sehingga pertumbuhan PAD secara nominal 

tidak diikuti oleh penguatan rasio PAD terhadap PDRB yang tetap 

rendah dan stagnan. 

Pajak daerah menjadi komponen PAD yang paling konsisten 

dengan kontribusi sekitar 38–43 persen dan memiliki keterkaitan 

paling dekat dengan aktivitas ekonomi daerah. Namun, keterbatasan 

basis pajak menyebabkan kontribusi pajak daerah belum cukup 

kuat untuk mendorong peningkatan rasio PAD terhadap PDRB, 

sehingga perannya masih sebatas menjaga stabilitas PAD, bukan 

meningkatkan kemandirian fiskal. 

Sementara itu, kontribusi retribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan relatif sangat kecil, 

masing-masing hanya sekitar 1–2 persen dan 2–4 persen. Kondisi ini 

mencerminkan lemahnya hubungan antara layanan publik, 

pengelolaan aset daerah, dan penciptaan pendapatan, sehingga 
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pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB tidak 

terkonversi menjadi PAD. 

Secara keseluruhan, komposisi PAD ini menjelaskan 

terjadinya decoupling antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja 

pendapatan daerah. Selama PAD masih didominasi oleh sumber 

non-struktural dan belum terintegrasi dengan struktur ekonomi 

daerah, pertumbuhan PDRB tidak akan secara otomatis 

meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Timur. 

Tabel 5. 8 Analisis Perbandingan PAD terhadap PDRB Lampung Timur 2016-

2024 

Tahun 

 PDRB 
Lampung 
Timur (Rp. 

Miliar)  

Pertumbuhan 
PDRB 

Pertumbuhan 
PAD  

Pertumbuhan 
Pajak dan 
Retribusi  

Rasio PAD 
Thd PDRB 

(%) 

Rasio (Pajak + 
Retribusi) Thd 

PDRB (%) 

2016 33.086 8,0% 12,3% 22,2% 0,29% 0,003 

2017 36.143 9,2% 118,3% 23,2% 0,57% 0,006 

2018 39.350 8,9% -39,4% 31,1% 0,32% 0,003 

2019 41.605 5,7% 17,5% 12,6% 0,35% 0,004 

2020 40.673 -2,2% 6,7% -4,1% 0,39% 0,004 

2021 43.818 7,7% 0,6% 11,8% 0,36% 0,004 

2022 49.710 13,4% 23,4% 11,55% 0,39% 0,004 

2023 52.870 6,4% 0,3% 11,7% 0,37% 0,004 

2024 56.851 7,5% 5,8% -1,4% 0,37% 0,004 

Hasil analisis PAD terhadap PDRB sebagaimana diuraikan 

pada tabel diatas, menunjukkan secara sangat jelas 

ketidaksinkronan (disconnect) antara pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan kapasitas fiskal daerah Lampung Timur, serta 

mengungkap beberapa pola struktural penting yang relevan untuk 

evaluasi perencanaan dan penganggaran. Beberapa poin utama yang 

menonjol adalah sebagai berikut.  

Pertama, meskipun pertumbuhan PDRB relatif tinggi dan 

konsisten—bahkan mencapai dua digit pada 2022 sebesar 13,4 

persen—pertumbuhan PAD dan terutama rasio PAD terhadap PDRB 

tidak menunjukkan tren penguatan yang berkelanjutan. Rasio PAD 

terhadap PDRB hanya bergerak di kisaran 0,29–0,39 persen setelah 

2018, dan cenderung stagnan meskipun ekonomi daerah terus 
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tumbuh. Hal ini menarik karena secara teori, pertumbuhan ekonomi 

seharusnya memperluas basis pendapatan daerah, namun dalam 

kasus Lampung Timur, nilai tambah ekonomi tidak berhasil 

dikonversi menjadi penerimaan fiskal daerah. 

Kedua, lonjakan pertumbuhan PAD yang sangat tinggi pada 

2017 sebesar 118,3 persen tampak sebagai anomali, bukan sebagai 

hasil dari penguatan struktural PAD. Hal ini tercermin dari 

penurunan tajam PAD pada 2018 (–39,4 persen) dan ketiadaan tren 

pertumbuhan yang konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Pola ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tersebut kemungkinan 

dipicu oleh faktor non-struktural, seperti perubahan kebijakan, 

penerimaan insidental, atau koreksi pencatatan, bukan oleh 

perluasan basis pajak dan retribusi yang berkelanjutan. 

Ketiga, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah relatif lebih 

stabil dibanding PAD secara keseluruhan, namun tidak cukup kuat 

untuk meningkatkan rasio terhadap PDRB. Meskipun pada 

beberapa tahun pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan 

ekonomi (misalnya 2018 dan 2022), rasio pajak dan retribusi 

terhadap PDRB tetap stagnan di kisaran 0,3–0,4 persen. Ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan nominal penerimaan pajak dan 

retribusi tertinggal dari ekspansi ekonomi daerah, sehingga tax effort 

daerah masih sangat terbatas. 

Keempat, periode kontraksi ekonomi pada 2020 akibat 

pandemi COVID-19 memperlihatkan dinamika yang menarik: ketika 

PDRB terkontraksi sebesar –2,2 persen, PAD justru masih tumbuh 

positif 6,7 persen dan rasio PAD terhadap PDRB sedikit meningkat. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD Lampung Timur 

tidak sepenuhnya sensitif terhadap siklus ekonomi, melainkan lebih 

dipengaruhi oleh faktor administratif, kebijakan, dan struktur 

pendapatan yang sempit. Namun, kondisi ini tidak berlanjut menjadi 

penguatan rasio pada tahun-tahun pemulihan ekonomi berikutnya. 

Secara keseluruhan, data ini menarik karena memperlihatkan 

bahwa masalah utama fiskal Lampung Timur bukan terletak pada 
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lemahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan pada ketidakmampuan 

sistem perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah dalam 

menangkap pertumbuhan tersebut. Stagnasi rasio PAD dan pajak–

retribusi terhadap PDRB menjadi sinyal kuat bahwa strategi 

peningkatan PAD selama ini bersifat jangka pendek dan belum 

terintegrasi dengan struktur ekonomi daerah, sehingga menjadi isu 

strategis yang sangat relevan untuk perumusan peta jalan kebijakan 

fiskal dan perencanaan pembangunan periode 2026–2030. 

Stagnasi rasio PAD dan pajak–retribusi terhadap PDRB di 

Lampung Timur bukan disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan 

ekonomi, melainkan oleh keterbatasan desain fiskal, perencanaan, 

dan kapasitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, penguatan 

yang diperlukan bukan hanya teknis pemungutan, tetapi reformasi 

menyeluruh dalam perencanaan fiskal berbasis ekonomi daerah 

untuk periode 2026–2030. Mengapa Hal Itu Terjadi? 

Pertama, struktur ekonomi Lampung Timur tidak ramah 

terhadap PAD Pertumbuhan PDRB Lampung Timur terutama 

ditopang oleh sektor-sektor primer dan berorientasi produksi seperti 

pertanian, perkebunan, dan sebagian perdagangan skala kecil, yang 

secara fiskal memiliki elastisitas pajak daerah rendah. Banyak 

aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi tidak masuk ke objek pajak 

dan retribusi daerah, karena pajaknya dipungut oleh pemerintah 

pusat atau berada di luar kewenangan daerah. Akibatnya, meskipun 

PDRB tumbuh, basis PAD tidak ikut melebar secara signifikan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Bappeda terdapat potensi 

pertambangan mineral dan galian yang dilakukan namun tidak 

berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Meskipun hasil 

kalkulasi Bappenda, jika dapat dilakukan pemungutan pajak 

daerahnya, maka beroptensi mencapai Rp, 5 Miliar pertahunnya 

untuk satu perusahaan. 

Kedua, desain pajak dan retribusi daerah bersifat sempit dan 

statis. Jenis pajak dan retribusi yang dimiliki kabupaten relatif 

terbatas, dan sebagian besar belum diperbarui secara adaptif 
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terhadap dinamika ekonomi. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak 

dan retribusi tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi, serta tidak mampu mendorong peningkatan rasio terhadap 

PDRB. Pertumbuhan yang terjadi lebih bersifat nominal, bukan 

struktura 

Ketiga, perencanaan PAD belum berbasis analisis PDRB 

sektoral. Target PAD selama ini cenderung ditetapkan berdasarkan 

tren historis dan kebutuhan belanja, bukan berdasarkan pemetaan 

potensi ekonomi per sektor. Hal ini menjelaskan mengapa terjadi 

lonjakan PAD yang bersifat sementara (seperti pada 2017), tetapi 

tidak berlanjut menjadi tren yang berkelanjutan. Ketika faktor non-

struktural tersebut hilang, kinerja PAD kembali stagnan. 

Keempat, kapasitas administrasi dan sistem pemungutan 

masih terbatas. Rendahnya kualitas basis data wajib pajak, 

keterbatasan integrasi sistem informasi, serta lemahnya pengawasan 

dan penegakan kepatuhan menyebabkan potensi ekonomi yang ada 

tidak sepenuhnya tertangkap sebagai pendapatan daerah. Dalam 

konteks ini, pertumbuhan ekonomi lebih banyak “bocor” ke luar 

sistem fiskal daerah. Seperti sistem insentiv yang diberikan kepada 

penyelenggara pemerintah terhadap pencapaian pajak dan retirbusi 

daerah. Pemerintah daerah memberikan upah pungut sebagai 

insentif, namun perhitungan masih belum baik. Pemberian insentif 

diberikan tidak berdasarkan capaian target satu tahun yang 

ditetapkan. Sehingga meskipun pencapaian PAD tidak 100% 

tercapai pemerintah tetap mengeluarkan insentif karena dihitung 

pencapaian triwulanan.  

Kelima, PAD bukan prioritas strategis dalam siklus 

perencanaan. Fokus perencanaan dan penganggaran daerah masih 

lebih kuat pada belanja dan penyerapan anggaran, sementara 

strategi peningkatan PAD belum diposisikan sebagai agenda 

pembangunan jangka menengah yang terintegrasi dengan RPJMD 

dan kebijakan sektoral. Akibatnya, PAD diperlakukan sebagai 

variabel residu, bukan sebagai instrumen kebijakan. Salah satu 
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bentuknya adalah, salah satu yang potensi PAD yang belum optimal 

dipungut adalah bersal dari Pajak PBB yang secara langsung dipungt 

oleh pemerintah daerah. Namun sampai saat ini (2025) 

pemutakhiran data tidak dilakukan, terdapat lebih dari 40% wilayah 

yang belum terdata wajib pajak PBBnya. Hasil kalkulasi jika 

dilakukan pemutakhiran data potensi PBB menjadi PAD mencapai 

Rp, 16 miliar pertahun.  

Tabel 5. 9 Realiasi Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenisnya (2017-
2024) (Rp. Juta) 

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PAJAK DAERAH 39.71
9 

53.21
4 

62.33
2 

60.20
6 

67.039 75.046 83.816 83.550 

Pajak Hotel 103 124 146 82 141 169 191 199 

Pajak Hotel 103 124 146 82 141 169 191 199 

Pajak Restoran 174 623 1.348 976 2.111 2.749 2.376 2.447 

Pajak Restoran 174 97 112 83 120 229 222 297 

Katering 571 527 1.235 893 1.991 2.520 2.154 2.150 

Pajak Hiburan 19 13 21 5 12 50 111 111 

Pajak Hiburan 19 13 21 5 12 50 111 111 

Pajak Diskotik,Karaoke, Klub Malam 
dan sejenisnya 

- - - - - 
 

- - 

Pajak Reklame 677 829 775 741 1.227 1.095 1.375 1.314 

Pajak Reklame/Billboard 553 727 691 680 760 854 956 1.038 

Reklame Kain 124 102 84 62 467 241 419 277 

Pajak Penerangan Jalan PLN 23.296 32.498 38.204 36.687 38.518 45.285 47.832 44.560 

Pajak Penerangan Jalan PLN 23.296 32.498 38.204 36.687 38.518 45.285 47.832 44.560 

pajak parkir 
       

365 

Pajak Parkir 
       

365 

Pajak Air Tanah 770 722 865 862 835 1.051 812 932 

Pajak Air Tanah 770 722 865 862 835 1.051 812 932 

Pajak Mineral Bukan Logam & 
Batuan  (Batu Belah) 

   
134 387 405 132 140 

Pajak Mineral Bukan Logam & 
Batuan  (Batu Belah) 

   
134 387 374 119 - 

Pajak Pasir dan Kerikil - - - - - 30 14 140 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) 

11.556 17.180 18.312 17.115 18.347 21.005 26.963 27.971 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) 

11.556 17.180 18.312 17.115 18.347 21.005 26.963 27.971 

Pajak BPHTB 2.554 1.225 2.663 3.603 5.460 3.238 4.025 5.511 

Pajak BPHTB 2.554 1.225 2.663 3.603 5.460 3.238 4.025 5.511 

RETRIBUSI DAERAH 5.152 5.634 3.926 3.362 4.026 4.228 4.705 3.750 

DINAS KESEHATAN 1.586 1.790 - - 24 5 2 7 

DINAS PERHUBUNGAN 342 337 291 248 279 446 112 155 

DINAS  KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

877 772 835 537 1.251 1.051 1.417 - 

DINAS PETERNAKAN 35 - - - - - - - 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 

1.971 2.433 2.464 2.275 2.056 2.535 2.521 2.678 

BPTSPPM 229 210 220 280 363 81 247 736 
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Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk 

mengoptimalisasi PAD Kabupaten lampung timur, diantaranya. 

Pertama, penguatan basis PAD berbasis struktur ekonomi daerah. 

Pemerintah daerah perlu mengaitkan strategi peningkatan PAD 

dengan sektor-sektor unggulan PDRB, seperti perdagangan, jasa, 

agroindustri, dan rantai nilai pertanian. Pendekatan ini 

menempatkan PAD sebagai refleksi langsung dari aktivitas ekonomi 

riil, bukan sekadar target administratif. 

Kedua, reformulasi kebijakan pajak dan retribusi daerah. 

Perlu dilakukan peninjauan ulang jenis, tarif, dan mekanisme 

pemungutan pajak dan retribusi agar lebih adaptif, adil, dan efektif, 

tanpa mengganggu iklim usaha. Penguatan pajak daerah harus 

diarahkan pada perluasan basis (tax base broadening), bukan 

semata-mata peningkatan tarif. 

Ketiga, perencanaan PAD yang berbasis data dan proyeksi 

PDRB. Target PAD seharusnya diturunkan dari analisis PDRB 

sektoral, elastisitas pajak, dan potensi riil, sehingga lebih realistis 

dan kredibel. Pendekatan ini juga akan mengurangi deviasi 

pendapatan dan meningkatkan kualitas perencanaan APBD. 

Keempat, penguatan kelembagaan dan sistem administrasi 

pemungutan. Modernisasi sistem pemungutan, integrasi data lintas 

OPD, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan dan 

penegakan kepatuhan menjadi prasyarat untuk meningkatkan 

efektivitas pendapatan daerah. Tanpa penguatan ini, potensi 

ekonomi akan terus sulit dikonversi menjadi PAD. 

Kelima, reposisi PAD sebagai agenda strategis pembangunan 

daerah. PAD perlu diposisikan sebagai instrumen pembangunan, 

bukan sekadar sumber pendanaan. Artinya, peningkatan PAD harus 

diintegrasikan ke dalam RPJMD, RKPD, dan KUA–PPAS, serta 

dikaitkan langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan 

penciptaan nilai ekonomi lokal. 
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5.3.2. Kinerja Belanja Daerah 

5.3.2.1. Pertumbuhan dan Komposisi Belanja Daerah 

Pertumbuhan belanja daerah secara umum mengikuti pola 

yang mirip dengan pendapatan, tetapi dengan kecenderungan 

peningkatan yang lebih agresif. Total belanja daerah tumbuh dari 

Rp1,73 triliun pada 2015 menjadi Rp2,31 triliun pada 2024. 

Peningkatan ini menunjukkan ekspansi fiskal daerah, meskipun di 

beberapa tahun terdapat tekanan akibat penyesuaian fiskal nasional 

dan perubahan prioritas belanja. 

Grafik 5. 13 Kinerja Belanja Daerah dan Pertumbuhannya 2014-2025  

 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah  

Perkembangan realiasi belanja daerah menunjukkan trend 

pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan pendapatannya 
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daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang akan diterima 
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daerah. Karena sebagain besar dana transfer yang diterima telah di 

tentukan penggunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.  

Lebih dari dua pertiga alokasi belanja daerah (70-75%) 

dibelanjan untuk belanja operasi. Dalam kaidah Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, 

belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja 

hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi lampung timur 

didalamnya belanja pegawai menjadi porsi terbesar, yaitu sekitar 55–

60 persen, yang mengindikasikan tingginya rigiditas fiskal Lampung 

Timur. Rigiditas ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk 

investasi publik atau program pembangunan yang lebih produktif. 

 Grafik 5. 14 Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur  

2015-2024 
 

 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah  
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berkurangnya alokasi untuk belanja yang bersifat investasi jangka 

panjang. Adapun belanja transfer ke desa relatif stabil dan cukup 

tinggi, berada pada kisaran Rp350–450 miliar, mencerminkan 

konsistensi dukungan terhadap dana desa dan kewajiban transfer 

ke pemerintah desa. 

Merujuk ketentuan UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Daerah, efisiensi belanja daerah telah diperketat dengan 

memberikan batasan maksimum terhadap belanja pegawai dan 

batasan minimim terhadap belanja modal. Sesuai dengan ketentuan 

pasal 146, dinyatakan alokasi belanja pegawai ditetapkan 

maksimum 30% dari total belanja daerah. Sedangkan pasal 147 

menyatakan alokasi belanja modal atau belanja infrastruktur 

ditetapkan minimal 40% dari belanja daerah. Pemerintah daerah 

diberikan waktu selama 5 tahun sejak UU ditetapkan untuk 

melakukan penyesuaian (tahun 2027). Upaya ini didorong untuk 

mengoptimalkan fungsi anggaran di daerah untuk belanja yang lebih 

produktif.  

Melihat dari kondisi lampung dalam 10 tahun terakhir, 

menunjukkan belum adanya upaya efisiensi yang berarti dalam 

pengalokasian anggaran. Grafik dibawah ini menunjukkan, rasio 

belanja modal mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Rasio 

belanja modal masih jauh dari ketentuan UU HKPD yang ditetapkan 

minimal 40% dari total belanja daerah. Sementara untuk belanja 

pegawai justru sebaliknya, meskipun mengalami penurunan dari 

50% di tahun 2015, namun masih jauh dari batas maksimum 30% 

yang ditetapkan.  
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Grafik 5. 15 Perkembangan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Lampung 
Timur, 2015-2025

 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah 
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5.3.2.2. Efektivitas Belanja Daerah 

Belanja Daerah Lampung Timur sepanjang tahun 2015–2024 

menunjukkan tren peningkatan dari sisi target maupun realisasi, 

meskipun tidak satu pun tahun mencapai 100% realisasi terhadap 

target. Target belanja daerah terus meningkat dari Rp1,77 triliun 

pada 2015 hingga mencapai lebih dari Rp2,35 triliun pada 2024, 

mencerminkan bertambahnya kebutuhan pembiayaan 

pembangunan dan pelayanan publik. Sementara itu, realisasi 

belanja juga meningkat secara bertahap dari Rp1,73 triliun (2015) 

menjadi Rp2,31 triliun pada 2024, menandakan kapasitas serapan 

anggaran yang cukup kuat meski mengalami fluktuasi. 

 Tabel 5. 10 Target dan Realisasi Belanja Daerah Lampung Timur, 2015-
2024 

Tahun 
Anggara

n 
Target Realisasi % 

Bertambah 
/Berkurang 

Deviasi 
% 

2015 
1.765.837.179.81

3 
1.733.408.499.65

2 
98,1

6 
-32.428.680.161 -2% 

2016 
2.065.766.324.75

1 
1.922.657.369.45

6 
93,0

7 
-143.108.955.295 -7% 

2017 
2.074.000.518.00

0 
1.947.368.023.83

8 
93,8

9 
-126.632.494.162 -6% 

2018 
2.131.099.762.84

8 
2.002.789.116.45

2 
93,9

8 
-128.310.646.396 -6% 

2019 
2.235.924.158.45

3 
2.086.664.488.09

6 
93,3

2 
-149.259.670.357 -7% 

2020 
2.435.189.929.68

3 
2.129.425.889.84

8 
87,4

4 
-305.764.039.835 -13% 

2021 
2.595.819.096.00

0 
2.194.372.035.25

7 
84,5

3 
-401.447.060.743 -15% 

2022 
2.368.155.937.51

5 
2.064.320.644.25

2 
87,1

7 
-303.835.293.263 -13% 

2023 
2.247.354.534.84

5 
2.096.191.300.83

8 
93,2

7 
-151.163.234.007 -7% 

2024 
2.355.667.830.68

1 
2.309.190.574.31

8 
98,0

3 
-46.477.256.363 -2% 

Rata-rata 
2.227.481.527.25

9 
2.048.638.794.20

1 
91,9

7 
-178.842.733.058 -8% 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah  

Tingkat persentase realisasi belanja rata-rata selama dekade 

tersebut mencapai 91,97%, menunjukkan kinerja serapan anggaran 

yang relatif baik, meskipun belum optimal. Capaian tertinggi terjadi 
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pada 2015 (98,16%), diikuti oleh 2024 (98,03%), mengindikasikan 

tahun-tahun dengan kapasitas eksekusi anggaran yang paling 

efektif. Sebaliknya, tingkat realisasi terendah terjadi pada 2021 

(84,53%), tahun yang masih berada dalam masa pemulihan 

pandemi, menandakan adanya hambatan signifikan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut. 

Dari sisi selisih target dan realisasi, seluruh tahun 

menunjukkan nilai negatif atau belanja yang tidak terserap penuh, 

dengan rata-rata kekurangan serapan sebesar –Rp178,84 miliar per 

tahun. Selisih terbesar terjadi pada 2021 (–Rp401,45 miliar), diikuti 

oleh 2020 (–Rp305,76 miliar) dan 2022 (–Rp303,83 miliar). Ketiga 

tahun tersebut konsisten sebagai periode yang ditandai dengan 

tekanan pandemi dan ketidakpastian ekonomi, sehingga 

mempengaruhi keterlambatan atau penyesuaian belanja daerah. 

Sementara itu, selisih terkecil tercatat pada 2015 (–Rp32,43 miliar) 

dan 2024 (–Rp46,48 miliar). Secara keseluruhan, meskipun belanja 

daerah Lampung Timur terus meningkat dari sisi nominal dan 

menampilkan kecenderungan serapan yang cukup tinggi, masih 

terdapat ruang signifikan untuk meningkatkan efektivitas 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar deviasi antara target 

dan realisasi dapat diminimalkan. 

Deviasi target dan realiasi belanja daerah di Kabupaten 

Lampung Timur dalam priode 2015-2024 menunjukkan angka yang 

sama dengan tingkat realisasi pendapatannya. Hal itu 

mengindikasikan penyerapan belanja daerah sangat tergantung 

dengan realisasi pendapatannya. Mengindikasikan pula, serapan 

belanja yang relatif rendah dengan rata-rata deviasi -8% tersebut 

karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Hal ini 

menunjukkan tingkat pengendalian belanja daerah yang baik, 

karena tidak menimbulkan dampak seperti tunda bayar atas 

pekerjaan yang dilaksanakan.  
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Tabel 5. 11  Deviasi Target dan Realisasi Belanja Daerah Rata-rata Periode 
2015-2019 dan Periode 2020-2024 

No Jenis Belanja 
Periode 

2015-2019 
Periode 

2020-2024 

1 Belanja Operasi  -11% -10% 

2 Belanja Pegawai  -11% -7% 

3 Belanja Barang dan Jasa  -12% -12% 

4 Belanja Hibah -15% -23% 

5 Belanja Modal  -13% -23% 

6 Belanja transfer -1% -3% 

7 Belanja Bagi Hasil  -43% -51% 

8 Belanja Bantuan Keuangan  -1% -2% 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah  

Realiasi belanja dengan deviasi yang tinggi dengan alokasi 

anggaran yang relatif besar adalah belanja modal. Selanjutnya 

belanja dengan alokasi yang relativ kecil dengan deviasi yang sangat 

tinggi yaitu belanja hibah dan belanja bagi hasil. Tabel diatas 

menggambarkan bagaimana kinerja realisasi anggaran antara 

periode 2015-2019 dan periode 2020-2024 khususnya pada 

komponen dan jenis belanja dengan alokasi yang besar. Deviasi 

antara target dan realisasi meningkat pada priode 2020-2024 

dengan rata-rata -26%, sementara pada priode 2020-2024 deviasi 

rata-rata pada 8 komponen atau jenis belanja tersebut adalah 22%. 

Hal ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran cenderung 

menurun pada periode lima tahun terakhir.  

Belanja modal pada priode 2020-2024 rata-rata deviasinya 

adalah -23%, yang artinya realiasi anggaran hanya 77% dari total 

belanja yang direncanakan rata-rata setiap tahunnya. Kondisi ini 

menunjukkan semakin menurunnya kinerja dibandingkan dengan 

periode sebelumnya dengan rata-rata realisinya mencapai 85%. Jika 

dihubungkan dengan penyerapan yang rendah karena target 

pendapatan daerah yang tidak tercapai, maka belanja modal adalah 

komponen belanja yang menjadi sasaran untuk ditangguhkan 

program dan kegiatannya. Karena untuk belanja operasi yang 
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didalamnya adalah belanja pegawai dapat tercapai dengan lebih 

baik.  

5.3.2.3. Efisiensi Belanja Daerah 

5.3.2.3.1. Hubungan Kinerja Belanja Daerah dan Kinerja 

Pembangunan  

 Grafik 5. 16 Analisis Regresi Linier Belanja Daerah dan Kinerja 
Pembangunan Daerah Lampung Timur  

 

 
 

Sumber: Peneliti, 2025 

Berdasarkan hasil analisis regresi antara pertumbuhan 

belanja daerah terhadap indikator pembangunan daerah 

seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka 

kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta 

peningkatan IPM periode 2016-2024 tidak signifikan. Hal 

tersebut terlihat dari nilai koefisien determinasi (R2) yang 

sangat rendah. Artinya, pertumbuhan belanja daerah bukan 

satu-satunya faktor yang menyebabkan indikator 

pembangunan tersebut semakin membaik. Bahkan dari 

analisis regresi tersebut menunjukkan adanya kontras yang 
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mencolok dalam stabilitas antara variabel Pertumbuhan 

Belanja Daerah dan peningkatan pertumbuhan IPM. 

Korelasi pertumbuhan belanja daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur periode 

2016–2024, terlihat bahwa hubungan keduanya sangat 

lemah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R² 

= 0,0119, yang berarti bahwa variasi pertumbuhan belanja 

daerah hanya mampu menjelaskan sekitar 1,19 persen variasi 

pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, perubahan 

pertumbuhan ekonomi Lampung Timur pada periode tersebut 

hampir tidak dipengaruhi secara langsung oleh laju 

pertumbuhan belanja daerah. 

Secara visual, sebaran titik data pada grafik 

menunjukkan pola yang tidak konsisten. Pada beberapa 

tahun, pertumbuhan belanja daerah yang tinggi diikuti oleh 

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (misalnya 2016 dan 

2024), namun pada tahun lain peningkatan belanja justru 

diiringi pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan 

negatif, seperti pada tahun 2020 dan 2021. Sebaliknya, 

terdapat pula tahun dengan pertumbuhan ekonomi cukup 

baik meskipun pertumbuhan belanja daerah relatif rendah 

atau negatif, seperti pada 2022. 

Garis regresi yang memiliki kemiringan positif 

menunjukkan adanya kecenderungan hubungan searah, 

namun kemiringan tersebut sangat landai dan tidak 

signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa belanja daerah belum berfungsi optimal sebagai 

pengungkit pertumbuhan ekonomi, baik karena struktur 

belanja yang kurang produktif, dominasi belanja rutin, 

maupun faktor eksternal lain seperti guncangan ekonomi 

akibat pandemi, kondisi sektor pertanian, dan dinamika 

ekonomi nasional. 
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Dengan demikian, hasil regresi ini menegaskan bahwa 

peningkatan belanja daerah saja tidak otomatis mendorong 

pertumbuhan ekonomi, tanpa diiringi dengan peningkatan 

kualitas belanja. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan 

pada belanja yang lebih produktif, berorientasi pada 

penciptaan nilai tambah, penguatan sektor unggulan daerah, 

serta peningkatan efektivitas program pembangunan agar 

belanja daerah benar-benar berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. 

Korelasi yang sama juga ditunjukkan pada data 

indikator pembangunan lainnya, seperti tingkat 

pengangguran terbuka R² = 0,0645, dan pertumbuhan IPM 

sebesar R² = 2E-05. Hanya terhadap angka kemiskinan nilai 

koefisien determinasi lebih tinggi diantara 3 indikator 

pembangunan sebelumnya, yaitu sebesar R² = 0,1969. Nilai 

koefisien determinasi yang rendah mengindikasikan bahwa 

kebijakan peningkatan belanja daerah dalam periode tersebut 

belum secara sistematis terarah dan efektif untuk mendorong 

penurunan pengangguran, pertumbuhan IPM dan angka 

kemiskinan di Lampung Timur. 

Nilai kontras ditunjukkan dari hasil analisis regresi 

pertumbuhan belanja daerah terhadap pertumbuhan IPM 

Lampung Timur periode 2016 hingga 2024 menunjukkan 

adanya kontras yang mencolok dalam stabilitas antara 

variabel Pertumbuhan Belanja Daerah dan pertumbuhan IPM. 

Variabel independen, yaitu Pertumbuhan Belanja Daerah, 

memiliki rentang yang sangat luas dan fluktuatif, bergerak 

dari kontraksi yang signifikan hingga mencapai sekitar -6% 

pada titik terendah, hingga ekspansi yang kuat mencapai 

puncaknya di sekitar +11%. Sebaran data ini menunjukkan 

dinamika fiskal daerah yang tidak stabil dari tahun ke tahun, 

dengan tahun-tahun defisit anggaran yang diikuti oleh 

periode pertumbuhan yang sangat tinggi. 
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Di sisi lain, variabel dependen, pertumbuhan IPM, 

menunjukkan pola yang jauh lebih terkendali dan stabil. 

Pertumbuhan IPM per tahun bergerak dalam rentang yang 

relatif sempit, dari titik terendah yang hampir stagnan (sekitar 

0,05%) hingga mencapai maksimum di sekitar 1,45%. Rata-

rata pertumbuhan IPM selama periode tersebut cenderung 

stabil di kisaran 0,75%. Artinya, meskipun terjadi perubahan 

drastis dalam alokasi anggaran daerah, dampak bersihnya 

terhadap upaya pertumbuhan IPM tidak menunjukkan variasi 

ekstrem yang sebanding. 

Kontras antara kedua variabel ini diperkuat oleh 

analisis regresi linier, yang menghasilkan Koefisien 

Determinasi R² = 2E-05. Nilai ini secara deskriptif 

menegaskan bahwa, berdasarkan data yang ada, tingkat 

pertumbuhan IPM hampir tidak dapat dijelaskan atau 

diprediksi secara linier oleh fluktuasi pertumbuhan Belanja 

Daerah. Hal ini menyiratkan bahwa faktor-faktor non-APBD, 

seperti kondisi ekonomi makro, investasi sektor swasta, atau 

efektivitas program spesifik di luar besar kecilnya anggaran, 

kemungkinan besar merupakan pendorong utama 

keberhasilan atau kegagalan upaya 

peningkatan/pertumbuhan IPM di Lampung Timur. 

5.3.2.3.2. Belanja Rutin dan Implikasinya terhadap Efisiensi 

Kelembagaan Perangkat Daerah 

Analisis efisiensi belanja daerah pada tingkat 

perangkat daerah dilakukan dengan membandingkan 

proporsi belanja penunjang (belanja rutin) dan belanja 

program pada masing-masing OPD selama periode 2022–

2025. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana 

struktur belanja OPD mencerminkan orientasi pembangunan, 

sekaligus mengidentifikasi indikasi inefisiensi kelembagaan 

dalam pengelolaan anggaran daerah Kabupaten Lampung 

Timur. 
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 Tabel 5. 12 Rasio Belanja Program Terhadap Total Belanja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Timur (2022-2025) 

No Nama Perangkat Daerah  2022 2023 2024 2025 Rata-Rata 

1 Pendidikan dan Kebudayaan 25% 29% 12% 32% 25% 

2 Kesehatan  60% 70% 28% 40% 50% 

3 Pekerjaan Umum 95% 94% 90% 91% 92% 

4 Satpol PP 8% 10% 42% 55% 29% 

5 BPBD 42% 10% 10% 61% 31% 

6 Dinas Sosial  49% 50% 51% 40% 48% 

7 P3AP2KB 75% 72% 33% 74% 64% 

8 DLHKPP 66% 61% 51% 84% 66% 

9 CAPIL  13% 10% 14% 19% 14% 

10 DPMD 32% 33% 32% 33% 33% 

11 Dinas Perhubungan  15% 22% 20% 30% 22% 

12 Komunikasi dan Informatika 55% 51% 45% 53% 51% 

13 Diskopnaker 19% 15% 13% 29% 19% 

14 DPMPTSP 20% 24% 17% 21% 20% 

15 Perpustakaan dan Arsip  10% 8% 9% 5% 8% 

16 Dinas Perikanan dan Peternakan 31% 62% 32% 25% 37% 

17 Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga 43% 46% 45% 38% 43% 
18 Dinas Ketahanan pangan, Panaman Pangan, Holtukultura, 

dan Perkebunan 
50% 69% 55% 48% 

56% 

19 Disperindag 32% 40% 40% 35% 37% 

20 Sekda 48% 64% 28% 23% 41% 

21 SETWAN 41% 39% 16% 34% 32% 

22 BAPPEDA 37% 32% 30% 27% 31% 

23 BPKAD 97% 96% 97% 97% 97% 

24 Bappedan 15% 14% 14% 32% 19% 

25 Badan Kepegawaian  40% 30% 24% 20% 28% 

26 Inspektorat 20% 9% 20% 12% 15% 

  Total  58% 59% 48% 55% 55% 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah  

Hasil analisis, sebagaimana disajikan pada table diatas 

menunjukkan  struktur belanja perangkat daerah 

menunjukkan bahwa belanja program masih mendominasi 

secara total, dengan rata-rata proporsi mencapai 55 persen, 

sementara belanja penunjang berada pada kisaran 45 persen. 

Namun, capaian agregat ini menyembunyikan ketimpangan 

struktural yang signifikan antar OPD, yang justru menjadi 

sumber utama inefisiensi belanja daerah. Terdapat 26 OPD 

yang dietapkan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 03 

tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 
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tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuanan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lampung Timur.  

Pada OPD yang berfungsi sebagai pengampu pelayanan 

dasar dan pembangunan fisik, seperti Dinas Pekerjaan 

Umum, struktur belanja relatif lebih efisien. Dinas Pekerjaan 

Umum secara konsisten mengalokasikan rata-rata 92 persen 

anggarannya untuk belanja program, mencerminkan karakter 

OPD yang berorientasi langsung pada output pembangunan. 

Pola serupa juga terlihat pada BPKAD dengan proporsi belanja 

program mencapai 97 persen, meskipun sebagian besar 

belanja program tersebut bersifat administratif fiskal dan 

bukan belanja layanan publik langsung. 

Sebaliknya, pada sejumlah OPD pelayanan dasar 

strategis, ketimpangan struktur belanja justru terlihat jelas. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai OPD dengan 

anggaran terbesar, hanya mengalokasikan rata-rata 25 persen 

anggarannya untuk belanja program selama periode 2022–

2025. Artinya, sekitar tiga perempat anggaran pendidikan 

terserap untuk belanja penunjang, yang mencerminkan 

tingginya biaya kelembagaan dan operasional dibandingkan 

dengan belanja yang secara langsung mendukung 

peningkatan mutu layanan pendidikan. Meskipun proporsi 

penunjang pada dinas Pendidikan ini disebabkan oleh 

besarnya anggaran yang dibelanjakan untuk membiayai guru 

serta program lainnya seperi BOS yang masuk dalam kategori 

penunjang.  

Kondisi yang relatif serupa juga terjadi pada Dinas 

Kesehatan, dengan rata-rata proporsi belanja program 

sebesar 50 persen. Meskipun lebih seimbang dibandingkan 

pendidikan, struktur ini masih menunjukkan bahwa setengah 

dari anggaran kesehatan digunakan untuk belanja 

penunjang. Fluktuasi yang cukup tajam antar tahun—mulai 

dari 28 persen pada 2024 hingga 70 persen pada 2023—
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menunjukkan belum stabilnya desain program dan 

perencanaan belanja sektor kesehatan, yang berimplikasi 

pada rendahnya konsistensi pembangunan layanan 

Kesehatan. 

Ketimpangan struktur belanja juga terlihat pada OPD 

penunjang tata kelola pemerintahan. Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD (Setwan) menunjukkan proporsi belanja 

program masing-masing sebesar 41 persen dan 32 persen. 

Meskipun sebagian belanja program pada OPD ini bersifat 

koordinatif, tingginya belanja penunjang tetap 

mengindikasikan besarnya beban overhead birokrasi, yang 

secara kumulatif menyerap ruang fiskal daerah. 

Pada OPD yang relatif kecil, inefisiensi struktural 

bahkan terlihat lebih nyata. Satpol PP, Capil, Perpustakaan 

dan Arsip, serta Inspektorat secara konsisten menunjukkan 

proporsi belanja program di bawah 30 persen, bahkan 

Perpustakaan dan Arsip hanya rata-rata 8 persen. Struktur 

ini menunjukkan bahwa sebagian OPD berfungsi hampir 

sepenuhnya sebagai unit administratif, dengan kontribusi 

programatik yang sangat terbatas terhadap capaian 

pembangunan. 

Fenomena ini mengindikasikan adanya fragmentasi 

kelembagaan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten 

Lampung Timur. Banyak OPD dengan skala anggaran relatif 

kecil tetap membutuhkan struktur organisasi, belanja 

pegawai, dan belanja operasional tersendiri, sehingga secara 

agregat meningkatkan belanja rutin daerah tanpa diimbangi 

dengan peningkatan belanja program yang signifikan. Dalam 

perspektif efisiensi fiskal, kondisi ini mencerminkan 

inefisiensi struktural, bukan sekadar persoalan teknis 

pelaksanaan anggaran. 

Lebih jauh, ketimpangan antara belanja penunjang dan 

belanja program juga berdampak pada menurunnya 
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efektivitas belanja pembangunan. Belanja program yang 

tersebar tipis di banyak OPD menyebabkan skala intervensi 

menjadi kecil dan kurang terintegrasi. Program pembangunan 

cenderung bersifat sektoral dan parsial, sehingga sulit 

menghasilkan outcome pembangunan yang signifikan 

meskipun total belanja daerah relatif besar. 

Ketidakseimbangan ini juga mencerminkan bahwa 

struktur perangkat daerah belum sepenuhnya berbasis fungsi 

dan beban kerja pembangunan, melainkan masih 

mempertahankan pola kelembagaan yang memerlukan 

pembiayaan rutin tinggi. Selama struktur kelembagaan 

seperti ini dipertahankan, peningkatan anggaran daerah tidak 

akan secara otomatis meningkatkan belanja program, karena 

tambahan fiskal cenderung terserap untuk memperbesar 

belanja penunjang. 

Inefisiensi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur 

tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya alokasi 

anggaran, tetapi oleh desain struktur OPD yang menghasilkan 

belanja rutin tinggi dan belanja program yang tidak 

proporsional. Ketimpangan ini memperlemah peran APBD 

sebagai instrumen pembangunan dan memperkuat fungsi 

APBD sebagai alat pemeliharaan organisasi pemerintahan. 

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa 

peningkatan efisiensi belanja daerah di Kabupaten Lampung 

Timur memerlukan penataan ulang struktur perangkat 

daerah, konsolidasi fungsi OPD dengan karakter administratif 

murni, serta reorientasi penganggaran menuju belanja 

program yang lebih terfokus dan berdampak. Tanpa 

pembenahan struktural tersebut, upaya peningkatan kualitas 

belanja publik berisiko hanya bersifat incremental dan tidak 

menyentuh akar permasalahan efisiensi fiskal daerah. 

Untuk menjadi efisiensi belanja daerah, maka dapat 

dilakukan dengan strategi:  



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 113 — 

Strategi pertama yang perlu dilakukan untuk efisiensi 

keuangan daerah dapat dilakukan dengan evaluasi 

menyeluruh terhadap rancangan-rancangan belanja daerah 

yang sifatnya penunjang. Seperti belanja pegawai maupun 

belanja program yang sifatnya rutin yang tidak berdampak 

langsung terhadap pencapaian Pembangunan daerah. Dalam 

sebuah wawancara, BPKAD menjelaskan dalam proses 

penganggaran evaluasi dilakukan oleh BPKAD untuk setiap 

masing-masing item belanja Perangkat Daerah. Meskipun 

demikian upaya yang dilakukan belum optimal. Dukungan 

tenaga (personal) yang tidak memadai untuk mengidentifikasi 

setiap item anggaran, sehingga pendekatan verifikasi 

dilakukan hanya yang bersifat umum. Seperti ketentuan 

mandatory spending (belanja yang wajib), serta kesesuaian 

nomenklatur. Sementara untuk detail pengukuran antara 

rencana anggaran dan ouput tidak menjadi prioritas dalam 

evaluasi. Selain itu juga mengenai waktu yang cukup 

terbatas, dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh BPKAD 

menyebabkan verifikasi tidak maksimal.  

Item belanja rutin perlu dilakukan pada item program 

yang masih ditemukan standar harga yang berbeda-beda 

antar OPD. Misalnya, anggaran untuk kegiatan dalam 

perencanaan dan evaluasi, penunjang urusan pemerintah 

daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). Dari 

contoh tahun 2024, di 10 OPD menunjukkan praktik 

inefisiensi pada pengeluaran – pengeluaran tersebut 

dibandingkan antar OPD. Misalnya untuk perencanaan dan 

evaluasi, perangkat daerah dengan alokasi anggaran sangat 

tinggi mencapai lebih dari Rp. 100 miliar mengalokasikan 

anggaran untuk perencanaan sebesar Rp, 51 juta. Sementara 

ada beberapa perangkat daerah dengan alokasi anggaran 

dibawah Rp. 10 miliar, justru mengalokasikan anggaran yang 

jauh lebih besar. Begitu juga  
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 Tabel 5. 13 Analisis Inefisiensi belanja Penunjang (Perbandingan Antar 
Perangkat Daerah) tahun anggaran 2024 

No Nama OPD Total Anggaran 
Perencanaan 
& Evaluasi 

Jasa Penunjang 
Urusan 

Pemerintah 
Pemeliharaan 

BMD 

1 Pendidikan  512.132.207.820 51.070.000 1.164.678.000 397.128.000 

2 Kesehatan  216.662.193.173 103.128.200 2.796.785.720 233.706.189 

3 Satpol PP 11.876.705.792 83.106.200 112.728.844 401.698.024 

4 BPBD 6.412.926.053 21.881.400 569.173.496 172.947.560 

5 DLHKPP 16.193.023.045 52.172.488 795.414.896 542.039.017 

6 CAPIL  10.176.209.045 23.500.000 1.090.000.000 260.300.000 

7 Perpustakaan dan Arsip  5.501.186.913 7.847.514 541.789.190 268.873.828 

8 Perikanan & Peternakan  14.107.294.913 63.125.482 1.019.656.986 95.657.702 

10 Badan Kepegawaian  8.965.849.639 39.742.969 473.397.905 326.429.787 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah 

Pencermatan terhadap item program dan kegiatan 

menjadi sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi 

terhadap penggunaan anggaran daerah sesuai dengan yang 

direncanakan. Fungsi Bappeda dan BPKAD menjadi sangat 

penting untuk memonitori lebih dini pada saat proses 

pembahasan anggaran khususnya ditingkat pemerintah 

daerah. Sumberdaya yang terlatih diperlukan untuk dapat 

melakukan verifikasi secara detail untuk menghasilkan 

anggaran yang benar-benar efisien.  

Strategi kedua, yang harus dilakukan untuk efisiensi 

keuangan daerah adalah melakukan perampingan perangkat 

daerah. Berdasarkan Perda SOTK terdapat 26 OPD setingkat 

Dinas dan Badan untuk menjalankan program dan kegiatan 

sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Lampung 

Timur. Akan tetapi, struktur tersebut tercederung menjadi 

salah satu bentuk inefisiensi khususnya dari aspek 

pengelolaan keuangan. Hal itu tercermin dari Sebagian besar 

perangkat daerah lebih dominan alokasi anggaran untuk 

urusan penunjang (pegawai dan program rutin) dibandingkan 

dengan program pelayanan yang mendukung peningkatan 

Pembangunan.  
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Dominasi belanja penunjang tidak dapat dilepaskan 

dari struktur organisasi perangkat daerah yang relatif gemuk. 

Banyaknya OPD dengan fungsi yang beririsan menyebabkan 

terjadinya duplikasi struktur sekretariat, unit perencanaan, 

unit keuangan, serta jabatan struktural lainnya. Setiap OPD, 

terlepas dari besar-kecilnya anggaran dan beban kerja, 

memiliki kebutuhan minimum kelembagaan yang relatif 

sama, sehingga biaya tetap (fixed cost) birokrasi menjadi 

tinggi. Dalam kondisi seperti ini, pembentukan OPD baru atau 

pemeliharaan OPD dengan skala kecil justru memperbesar 

inefisiensi. Anggaran habis untuk membiayai struktur, 

sementara program yang menyentuh masyarakat menjadi 

minimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip value for money 

dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menekankan 

efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. 

 Grafik 5. 17 Rata-rata Rasio Belanja Program (diluar Penunjang) terhadap 
Belanja Perangkat Daerah

 

Sumber: BAPPEDA Lampung Timur, 2025, diolah 

Perampingan perangkat daerah menjadi sangat 

diperlukan untuk mengurangi pemborosan anggaran, dengan 

tetap mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Secara 
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agregat, struktur belanja OPD menunjukkan dominasi belanja 

penunjang (belanja rutin) yang konsisten tinggi. Rata-rata 

empat tahun menunjukkan 55% belanja daerah terserap 

untuk penunjang, sementara hanya 45% untuk program. Pola 

ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh APBD OPD 

digunakan untuk membiayai birokrasi, bukan untuk 

menghasilkan output dan outcome layanan publik. 

Fragmentasi perangkat daerah justru memperlihatkan 

kondisi gemuk struktur dan miskin fungsi. Belanja OPD 

dipusatkan untuk membiayai struktur dan tidak sebanding 

dengan belanja programnya untuk mendukung ouput pada 

beberapa OPD.  

Hasil analisis, dari 26 Perangkat daerah yang ada saat 

ini, perlu restrukturisasi dengan mempertimbangkan irisan 

program antar OPD serta prioritas Pembangunan daerah 

kedepan (2026-2030). Dari 26 Perangkat daerah saat ini, 

berpotensi dapat di restrukturisasi menjadai 21 Perangkat 

Daerah dengan menggabungkan struktur perangkat daerah 

tertentu dengan peritmbangan irisan program serta sasaran 

utama Pembangunan daerah priode 2026-2030. Berikut 

adalah opsi perampingan OPD Lampung timur yang dapat 

dipertimbangkan:  

 Grafik 5. 18 Hasil Analisis Restrukturisasi Perangkat Daerah Lampung 
Timur 

No Perangkat 
Daerah Saat ini 

Opsi Restrukturisasi 
Perangkat Daerah 

Alasan 

1 Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan,  

Urusan wajib pelayanan dasar dengan 
cakupan layanan luas dan anggaran 
besar; efisiensi dilakukan melalui 
penataan internal, bukan penggabungan. 

2 Dinas 
Kesehatan 

Dinas Kesehatan  Urusan wajib pelayanan dasar, 
berdampak langsung pada layanan 
publik; penggabungan berisiko 
menurunkan kualitas layanan. 

3 Dinas Pekerjaan 
Umum 

Dinas Pekerjaan 
Umum  

Urusan teknis strategis infrastruktur 
dengan belanja program dominan 
(>90%); struktur relatif efisien. 
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No Perangkat 
Daerah Saat ini 

Opsi Restrukturisasi 
Perangkat Daerah 

Alasan 

4 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong 
Praja + Badan 
Penanggulangan 
Bencana daerah  

Memiliki mandat khusus penegakan 
Perda dan ketertiban umum; dapat 
dirampingkan internal tanpa 
penggabungan OPD. 

5 BPBD     

6 Dinas Sosial Dinas Sosial dan 
P3AP2KB 

Skala program relatif kecil dengan 
belanja penunjang tinggi; urusan sosial, 
perlindungan anak, dan pemberdayaan 
keluarga saling beririsan. 

7 P3AP2KB     

8 DLHKPP DLHKPP Prioritas pembangunan daerah  

9 Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil  

Urusan wajib dengan NSPK ketat dan 
layanan administratif spesifik; 
penggabungan berisiko pada kepatuhan 
layanan. 

10 DPMD DPMD Tetap  

11 Dinas 
Perhubungan 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Urusan teknis transportasi dan 
keselamatan; meskipun program kecil, 
tetap memerlukan kewenangan 
operasional khusus. 

12 Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

    

13 Diskopnaker Dinas Koperasi, Naker, 
Perindustrian dan 
Perdaganan  

Rantai nilai ekonomi lokal (UMKM–
perdagangan–tenaga kerja) saling 
terhubung; penggabungan meningkatkan 
efisiensi kelembagaan. 

14 DPMPTSP DPMPTSP Fungsi pelayanan perizinan satu pintu 
dengan NSPK nasional; penggabungan 
berpotensi melemahkan layanan 
investasi. 

15 Perpustakaan 
dan Arsip 

    

16 Dinas Perikanan 
dan Peternakan 

Dinas Perikanan dan 
Pertanian  

Produksi pangan hewani satu rantai 
dengan pertanian dan ketahanan pangan; 
fragmentasi OPD meningkatkan biaya 
struktural. 

17 Dinas 
Pariwisata dan 
Pemuda 
Olahraga 

Dinas Pariwisata dan 
Pemuda Olah Raga  

  

18 Dinas 
Ketahanan 
Pangan, 
Tanaman 

Dinas Ketahanan 
Pangan, Tanaman 
Pangan, Hortikultura, 
dan Perkebunan 

Urusan produksi dan ketahanan pangan 
tidak terpisah secara substantif; belanja 
penunjang relatif tinggi. 
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No Perangkat 
Daerah Saat ini 

Opsi Restrukturisasi 
Perangkat Daerah 

Alasan 

Pangan, 
Hortikultura, 
dan Perkebunan 

19 Disperindag     

20 Sekretariat 
Daerah 

Sekretariat Daerah Fungsi koordinatif utama pemerintahan 
daerah; menjadi induk bagi fungsi 
penunjang tertentu (BPBD). 

21 Sekretariat 
DPRD 

Sekretariat DPRD Mandat kelembagaan khusus mendukung 
DPRD; tidak dapat digabungkan dengan 
OPD lain. 

22 Bappeda BAPPEDA Fungsi koordinasi lintas Perangkat 
Daerah  

23 BPKAD BPKAD Fungsi pengelolaan keuangan daerah 
dengan volume transaksi besar; tidak 
layak digabung. 

24 BAPPENDA BAPPENDA Fungsi pendapatan daerah memerlukan 
fokus khusus dan sistem perpajakan 
tersendiri. 

25 Badan 
Kepegawaian 

Badan Kepegawaian  Fungsi manajemen ASN dan sistem merit; 
cukup dirampingkan secara internal. 

26 Inspektorat Inpektorat  Fungsi pengawasan internal yang 
independen; penggabungan berisiko 
konflik kepentingan. 

 

5.3.3. Analisis Pembiayaan Daerah Lampung Timur 

Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 

satu dekade terakhir (2015–2024) secara dominan bersumber dari Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Struktur ini 

menunjukkan bahwa pembiayaan daerah lebih berfungsi sebagai 

mekanisme penyesuaian kas (cash adjustment) dibandingkan sebagai 

instrumen strategis untuk akselerasi pembangunan jangka menengah dan 

panjang. 

Secara nominal, penerimaan pembiayaan mengalami fluktuasi yang 

cukup signifikan. SiLPA tercatat mencapai Rp149 miliar pada tahun 2018 

dan meningkat tajam menjadi Rp195 miliar pada tahun 2019. Pada periode 

pasca-pandemi (2020–2024), pemerintah daerah relatif berhasil menekan 

SiLPA hingga Rp40 miliar pada tahun 2021, namun tren tersebut kembali 
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berbalik meningkat dan mencapai Rp114 miliar pada tahun 2024. 

Dinamika ini mengindikasikan bahwa perbaikan penyerapan anggaran 

belum sepenuhnya konsisten dan masih dipengaruhi oleh faktor struktural 

dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja. 

Grafik 5. 19  Tren SiLPA TA Berjalan, 2015-2024 (Miliar Rupiah) 

 

Sumber: BPKAD Lampung Timur, 2025, diolah 

Dilihat dari rasio SiLPA terhadap total belanja daerah, terdapat 

kecenderungan penurunan moderat antarperiode. Pada periode 2015–

2019, rasio SiLPA terhadap belanja daerah rata-rata berada pada kisaran 

5 persen, sementara pada periode 2020–2024 menurun menjadi sekitar 4 

persen. Rasio ini secara normatif masih berada dalam batas yang dapat 

diterima (di bawah 5 persen), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

pemerintah daerah relatif mampu menjaga stabilitas pengelolaan kas. 

Namun demikian, rasio yang rendah tidak serta-merta mencerminkan 

kualitas belanja yang optimal, karena SiLPA juga dapat berasal dari 

penundaan program atau rendahnya kesiapan pelaksanaan kegiatan. 

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah tercatat sangat 

terbatas, umumnya di bawah Rp5 miliar per tahun. Kondisi ini 

mencerminkan minimnya kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah, 

baik kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun entitas ekonomi 

lainnya. Hingga saat ini, Kabupaten Lampung Timur hanya memiliki 
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penyertaan modal pada dua BUMD, dan belum memiliki BUMD yang 

berfungsi sebagai holding atau pengelola usaha daerah secara terintegrasi. 

Lemahnya peran pengeluaran pembiayaan ini menunjukkan belum 

optimalnya strategi investasi daerah dalam memperkuat aset publik dan 

sumber pendapatan jangka panjang. 

Secara konseptual, SiLPA yang relatif besar secara nominal 

seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, baik melalui 

akselerasi belanja prioritas maupun melalui pengelolaan pembiayaan yang 

lebih strategis. Tren SiLPA Lampung Timur menunjukkan bahwa secara 

umum daerah tidak menghadapi kendala serius dari sisi ketersediaan 

pendanaan pembangunan. Tantangan utama justru terletak pada 

optimalisasi belanja agar anggaran yang tersedia dapat terserap secara 

efektif dan menghasilkan dampak pembangunan yang nyata. 

Sepanjang periode 2015–2024, Kabupaten Lampung Timur juga 

belum memanfaatkan instrumen fiskal berupa pinjaman daerah. Padahal, 

secara regulatif, mekanisme pinjaman daerah telah diatur dan dapat 

digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat penyediaan 

infrastruktur dan layanan publik. Untuk menilai kelayakan fiskal pinjaman 

daerah, analisis dilakukan menggunakan indikator Debt Service Coverage 

Ratio (DSCR). 

Analisis DSCR bertujuan mengukur kemampuan keuangan daerah 

dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman dari sumber 

pendapatan rutin yang bersifat tidak terikat. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh 

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman 

diwajibkan memiliki DSCR minimum sebesar 2,5. Artinya, setiap Rp1 

kewajiban pembayaran pinjaman harus didukung oleh minimal Rp2,5 

kapasitas fiskal bersih agar tidak mengganggu penyediaan layanan dasar 

dan operasional rutin pemerintah daerah. 

Pendapatan Tidak Ditentukan Penggunaannya (PDTU) menjadi basis 

utama dalam penghitungan DSCR karena sifatnya yang relatif stabil dan 

fleksibel. Komposisi PDTU Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022–

2024 disajikan pada Tabel berikut. 
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 Tabel 5. 14 Pendapatan Daerah Tidak ditentukan Penggunaan (PDTU) 
Kabupaten Lampung Timur 2022-2024 

Komponen PDTU 2022 
(Miliar Rp) 

2023 (Miliar 
Rp) 

2024 
(Miliar Rp) 

Pendapatan Asli Daerah 195,6 196,1 207,6 

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 67,28 75,4 133,3 

Dana Alokasi Umum (Non-Specific 
Grant) 

996,5 1.077,2 980,3 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah Lainnya 

97,0 108,6 129,6 

Total PDTU 1.356,38 1.457,30 1.450,80 

DAU merupakan komponen dominan dalam struktur PDTU dengan 

kontribusi antara 68–74 persen, menunjukkan tingginya ketergantungan 

fiskal Lampung Timur terhadap transfer pemerintah pusat. Kontribusi PAD 

relatif stabil pada kisaran 14–15 persen, sementara Dana Bagi Hasil 

menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp164,3 miliar pada 2022 

menjadi Rp262,9 miliar pada 2024. Sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf b PP 

Nomor 38 Tahun 2025, DSCR dihitung dengan formula: 

DSCR = (PDTU – Belanja Pegawai) / (Pokok Pinjaman + Bunga + 

Biaya Lain) 

Karena Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki pinjaman aktif 

pada periode 2022–2024, nilai DSCR secara matematis tidak dapat 

dihitung. Namun demikian, analisis ruang fiskal bersih (PDTU dikurangi 

Belanja Pegawai) memberikan gambaran yang kuat mengenai kapasitas 

fiskal potensial daerah. 

Hasil perhitungan DSCR Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022–

2024 menunjukkan tidak adanya pinjaman aktif, sehingga DSCR tidak 

dapat dihitung secara matematis. Namun analisis ruang fiskal bersih 

(PDTU – Belanja Pegawai) menunjukkan kemampuan fiskal potensial yang 

kuat.  

 Tabel 5. 15 Status Kelayakan DSCR Kabupaten Lampung Timur 

Tahun PDTU (Miliar 
Rp) 

Belanja 
Pegawai 

Pokok + 
Bunga + 

Biaya Lain 

Status 
Kelayakan 

2022 1.356,38 817,27 0 Layak 
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2023 1.457,30 759,04 0 Layak 

2024 1.450,75 877,74 0 Layak 

Selisih antara PDTU dan Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp539,11 

miliar pada 2022, Rp698,26 miliar pada 2023, dan Rp573,00 miliar pada 

2024. Dengan asumsi DSCR minimum 2,5, kapasitas fiskal ini secara 

teoritis mampu menopang cicilan pinjaman tahunan maksimum pada 

kisaran Rp215–280 miliar. Namun demikian, pendekatan yang lebih 

konservatif diperlukan mengingat ruang fiskal bersih tersebut juga harus 

dialokasikan untuk belanja wajib lainnya (mandatory spending). Oleh 

karena itu, batas aman cicilan pinjaman yang realistis disarankan tidak 

melebihi 30 persen dari kapasitas fiskal bersih agar tidak menekan belanja 

pembangunan lainnya. 

5.3.4. Analisis Kelayakan dan Risiko Fiskal 

Dari sisi kapasitas fiskal dan struktur belanja, belanja pegawai 

menyerap sekitar 52–61 persen dari PDTU, masih berada di bawah ambang 

batas kritis 70 persen. Struktur utang daerah sangat konservatif karena 

tidak terdapat pinjaman aktif, sehingga risiko fiskal langsung tergolong 

sangat rendah. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 38 Tahun 2025, 

Lampung Timur secara fiskal dinilai layak untuk mengajukan pinjaman 

daerah dengan DSCR potensial di atas ambang minimum. Namun 

demikian, dominasi DAU dalam struktur PDTU mengindikasikan perlunya 

penguatan PAD dan efisiensi belanja untuk mengurangi kerentanan fiskal 

terhadap perubahan kebijakan transfer pusat. 

Secara keseluruhan, Kabupaten Lampung Timur memiliki kondisi 

fiskal yang relatif sehat dan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung 

pembiayaan pembangunan melalui pinjaman daerah secara selektif. 

Kapasitas fiskal bersih rata-rata sekitar Rp600 miliar per tahun secara 

teoritis mampu menanggung cicilan pinjaman hingga 30 persen tanpa 

menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Untuk memastikan 

keberlanjutan fiskal, beberapa langkah strategis perlu ditempuh. 

Pertama, menjaga rasio belanja pegawai di bawah 60 persen dari 

PDTU merupakan prasyarat penting bagi stabilitas fiskal jangka menengah. 

Belanja pegawai yang terlalu besar akan menggerus ruang fiskal untuk 
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investasi publik dan layanan dasar, serta meningkatkan risiko fiskal 

apabila daerah mulai memiliki kewajiban pembayaran pinjaman. 

Kedua, peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi 

pajak dan optimalisasi aset daerah menjadi strategi kunci untuk 

mengurangi ketergantungan pada DAU. Penguatan PAD akan 

meningkatkan fleksibilitas anggaran dan ketahanan fiskal terhadap 

fluktuasi transfer pusat, sekaligus memperluas ruang pembiayaan 

pembangunan. 

Ketiga, penyusunan Medium-Term Debt Strategy (MTDS) perlu 

dilakukan sebelum daerah memutuskan untuk menarik pinjaman. MTDS 

berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko fiskal yang memetakan 

proyeksi pendapatan, beban utang, dan kapasitas pembayaran dalam 

horizon 3–5 tahun, sehingga keputusan pinjaman berbasis pada analisis 

yang terukur dan disiplin fiskal yang kuat. 

Keempat, pemanfaatan pinjaman daerah harus dilakukan secara 

selektif dan diarahkan pada proyek-proyek produktif serta infrastruktur 

publik yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Penerapan prinsip 

good debt management mensyaratkan setiap rencana pinjaman didukung 

oleh analisis manfaat-biaya yang komprehensif, sehingga pinjaman benar-

benar berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah, bukan 

sebagai sumber risiko fiskal di masa depan. 

5.4. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah 

Secara umum, rasio kesehatan keuangan daerah Lampung Timur 2015-

2024 cenderung meningkat dan masuk kategori rendah menuju sedang. Selama 

10 tahun terakhir, nilai persentase kesehatan keuangan daerah meningkat dari 

35,6% pada tahun 2015 menjadi 51,1% pada tahun 2024, meskipun sempat 

menurun pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Peningkatan ini 

menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah Lampung Timur, namun 

kategorinya masih “sedang/moderat” tidak pernah melampaui dari 60%. 

Pada tahun 2015, nilai indeks berada pada 0,356 (35,6 persen) yang 

termasuk dalam kategori Rendah (rentang 0,200–0,400). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa capaian indikator pada awal periode masih relatif terbatas 

dan belum menunjukkan performa yang kuat. Pada tahun 2016, indeks bahkan 
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mengalami penurunan menjadi 0,333 (33,3 persen) dan tetap berada pada 

kategori Rendah, menandakan adanya stagnasi atau tekanan terhadap kinerja 

indikator pada fase awal periode analisis. 

 Tabel 5. 16 Tren Persentase Indeks Kesehatan Keuangan Daerah (KKD) 
Lampung Timur, 2015-2024 

 

Memasuki tahun 2017 dan 2018, terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan dengan nilai indeks masing-masing sebesar 0,444 (44,4 persen). 

Peningkatan ini mendorong indikator masuk ke dalam kategori Sedang (rentang 

0,400–0,600). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan struktural atau 

kebijakan yang mulai berdampak positif, meskipun capaian belum mencapai 

tingkat optimal. 

Pada tahun 2019, indeks kembali meningkat menjadi 0,467, dan berlanjut 

naik pada tahun 2020 hingga mencapai 0,489. Kedua tahun ini masih berada 

dalam kategori Sedang, namun menunjukkan tren penguatan yang konsisten. 

Kenaikan beruntun ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan yang relatif 

efektif dalam mendorong perbaikan kinerja indikator, meskipun belum mampu 

menembus kategori Tinggi. 

Tahun 2021 mencatat penurunan indeks menjadi 0,378, yang 

menyebabkan indikator kembali masuk ke kategori Rendah. Penurunan ini 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, seperti 

perlambatan aktivitas atau gangguan sistemik, yang berdampak langsung pada 

capaian indikator. Pada tahun 2022, indeks mulai pulih ke angka 0,400, tepat di 

batas bawah kategori Sedang, menandakan fase pemulihan awal. 
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Pada tahun 2023, indeks meningkat kembali menjadi 0,444, mengukuhkan 

posisi indikator di kategori Sedang. Perbaikan ini menunjukkan bahwa pemulihan 

yang dimulai pada tahun sebelumnya berlanjut dan mulai stabil. Namun 

demikian, capaian tersebut masih menunjukkan ruang yang cukup besar untuk 

peningkatan agar dapat masuk ke kategori yang lebih tinggi. 

Puncak capaian terjadi pada tahun 2024 dengan nilai indeks 0,511 (51,1 

persen), yang merupakan nilai tertinggi selama periode analisis dan tetap berada 

dalam kategori Sedang. Secara keseluruhan, tren jangka panjang menunjukkan 

perbaikan yang nyata dari kategori Rendah menuju Sedang, meskipun hingga 

akhir periode belum mencapai kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kebijakan atau intervensi yang ada telah memberikan dampak positif, namun 

masih diperlukan penguatan lebih lanjut agar peningkatan kinerja dapat 

berlanjut secara lebih akseleratif dan berkelanjutan. 

Berikut ini adalah Persentase Indeks Kesehatan Keuangan Daerah 

berdasarkan indikator kinerja berdasarkan periode pemerintahan. 

 Tabel 5. 17 Indeks Kesehatan Keuangan Daerah (KKD) Lampung Timur 
berdasarkan Indikator dan Periode Kerja, 2015-2024 

Indikator Skor 

 2015-2019 

Skor  

2020-2024 

Rata-rata 

2015-2024 

Pendapatan Daerah Per Kapita 24% 24% 24% 

Rasio Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 

20% 40% 30% 

Rasio Ruang Fiskal 44% 44% 44% 

Rasio Pajak dan Retribusi Daerah 48% 60% 54% 

Rasio Kemampuan Pendapatan 
membiayai Belanja 

64% 60% 62% 

Rasio Belanja Modal 44% 32% 38% 

Rasio Belanja Pegawai 24% 52% 38% 

Rasio SILPA TA sebelumnya 80% 68% 74% 

Rasio Pembayaran Utang 20% 20% 20% 

Indeks KKD 40,9% 42,6% 41,8% 

Sumber: Peneliti, 2025 

Secara umum, Indeks Kesehatan Keuangan Daerah menunjukkan 

perbaikan moderat antar periode pemerintahan. Nilai indeks meningkat dari 40,9 

persen pada periode 2015–2019 menjadi 42,6 persen pada periode 2020–2024, 

dengan rata-rata 41,8 persen selama 2015–2024. Capaian ini mengindikasikan 
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bahwa kondisi kesehatan keuangan daerah relatif stabil dengan kecenderungan 

membaik, meskipun peningkatannya belum signifikan. 

Dari sisi pendapatan daerah per kapita, kinerja relatif stagnan dengan skor 

yang sama, yaitu 24 persen pada kedua periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu mendorong 

pertumbuhan pendapatan per kapita secara nyata, sehingga kontribusinya 

terhadap perbaikan indeks masih terbatas. 

Sebaliknya, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan 

signifikan, dari 20 persen pada periode 2015–2019 menjadi 40 persen pada 

periode 2020–2024, dengan rata-rata 30 persen. Peningkatan ini mencerminkan 

penguatan kemandirian fiskal daerah, khususnya melalui optimalisasi sumber-

sumber PAD, dan menjadi salah satu faktor utama pendorong kenaikan indeks 

KKD. 

Indikator rasio ruang fiskal menunjukkan kinerja yang konsisten di kedua 

periode, masing-masing sebesar 44 persen. Konsistensi ini menandakan bahwa 

fleksibilitas anggaran daerah relatif terjaga, meskipun belum mengalami 

peningkatan yang berarti. Sementara itu, rasio pajak dan retribusi daerah 

mengalami peningkatan dari 48 persen menjadi 60 persen, dengan rata-rata 54 

persen, yang mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan 

pendapatan berbasis pajak dan retribusi. 

Pada sisi belanja, rasio kemampuan pendapatan dalam membiayai belanja 

tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi, meskipun mengalami sedikit 

penurunan dari 64 persen menjadi 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum daerah masih mampu membiayai kebutuhan belanja dari pendapatan yang 

dimiliki, meskipun tekanan fiskal mulai meningkat. Sebaliknya, rasio belanja 

modal justru menurun cukup tajam dari 44 persen menjadi 32 persen, yang 

mengindikasikan berkurangnya porsi belanja yang bersifat produktif dan 

berdampak jangka panjang. 

Perubahan signifikan juga terlihat pada rasio belanja pegawai yang 

meningkat dari 24 persen pada periode 2015–2019 menjadi 52 persen pada 

periode 2020–2024, dengan rata-rata 38 persen. Peningkatan ini menunjukkan 

kecenderungan meningkatnya beban belanja rutin, yang berpotensi mengurangi 

ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Sementara itu, rasio SILPA tahun 
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anggaran sebelumnya masih berada pada kategori tinggi meskipun menurun dari 

80 persen menjadi 68 persen, yang mencerminkan masih adanya ketidakefisienan 

dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. 

Terakhir, rasio pembayaran utang relatif rendah dan stabil di angka 20 

persen pada kedua periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kewajiban 

utang daerah masih terkendali dan belum menjadi tekanan utama terhadap 

kesehatan keuangan daerah. Secara keseluruhan, meskipun Indeks KKD 

menunjukkan tren perbaikan, tantangan utama ke depan terletak pada 

peningkatan kualitas belanja, pengendalian belanja pegawai, serta optimalisasi 

belanja modal agar perbaikan kesehatan keuangan daerah dapat berlangsung 

lebih berkelanjutan. 

5.5. Evaluasi Hambatan dan Tantangan Perencanaan dan Penganggaran  

Daerah Lampung Timur. 

Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran 

fiskal dan kerangka regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional, kualitas tata 

kelola, serta dinamika politik dan administratif yang menyertainya. Dalam 

konteks Kabupaten Lampung Timur, berbagai capaian dan keterbatasan fiskal 

yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan 

utama tidak semata terletak pada keterbatasan sumber pendapatan, melainkan 

pada hambatan struktural dan operasional dalam proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian APBD. 

Oleh karena itu, bagian ini secara khusus mengevaluasi hambatan dan 

tantangan utama pengelolaan keuangan daerah yang mencakup aspek kapasitas 

sumber daya manusia, kelembagaan dan koordinasi antar-perangkat daerah, 

kualitas perencanaan dan penyusunan APBD, tata kelola dan akuntabilitas, 

ketersediaan dan pemanfaatan data, dinamika politik dan regulasi, serta 

efektivitas sistem monitoring dan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang membatasi optimalisasi kinerja fiskal 

daerah, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi perbaikan pengelolaan 

keuangan daerah yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada hasil ke 

depan. 

Hasil jajak pendapat dengan staff perencana dilingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Lampung Timur, memperoleh gambaran hambatan dan 
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tantangan dan sistem perencanaan dan penganggaran. Gambar dibawah ini 

menunjukkan, dengan skala linkert sederhana skor 1 -5, secara umum hasil 

diagnostik menunjukkan hampir dari seluruh aspek kapasitas sistem 

perencanaan dan penganggaran Kabupaten Lampung Timur berada pada tingkat 

menengah (skor 3,27–3,87). Tidak terdapat aspek yang mencapai kategori sangat 

kuat, sekaligus tidak ada aspek yang berada pada kategori sangat lemah. Pola ini 

mengindikasikan bahwa tantangan utama pengelolaan keuangan daerah bersifat 

struktural dan sistemik, bukan persoalan kegagalan pada satu aspek tunggal. 

 

 

 

 

Grafik 5. 20 Diagnosis Hambatan Perencanaan dan Penganggaran Lampung 
Timur 
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Sumber: Diolah Peneliti, 2025 

Dari enam aspek tersebut hambatan paling dominan adalah kapasitas 

sumberdaya manusia dengan skor 3,37. Mengartikan pada aspek ini masih 

banyak hal yang perlu diperbaiki untuk memperkuat sistem perencanaan dan 

penganggaran. Aspek dengan skor relatif tertinggi adalah tata kelola dan 

akuntabilitas (3,87) serta sistem monitoring dan evaluasi (3,75). Hal ini 

menunjukkan bahwa kerangka formal pengelolaan keuangan—termasuk 

kepatuhan regulasi, mekanisme pengawasan, dan prosedur evaluasi—telah 

berjalan relatif baik. Namun, skor yang belum menembus kategori sangat kuat 

mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas dan M&E masih lebih berorientasi 

pada kepatuhan administratif, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai 

instrumen pembelajaran kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. 

Sementara hambatan ekternal dan politik, menunjukkan tingkat yang rendah.  

 

5.5.1. Aspek Kapasitas Sumberdaya Manusia 

Kapasitas sumberdaya menjadi bagian penting dalam kesuksesan 

perencanaan dan penganggaran yang saat ini menjadi hambatan dalam 

sistem perencanaan dan penganggaran di kabupaten Lampung Timur. 

Kelemahan SDM bukan terletak pada kemampuan administratif atau 

penguasaan sistem, melainkan pada kapasitas substansial dan struktural 

dalam menerjemahkan tujuan pembangunan ke dalam anggaran yang 

berbasis kinerja. Secara lebih spesifik, terdapat tiga titik lemah utama 

kapasitas SDM: 

- Kemampuan mengaitkan indikator kinerja dengan alokasi 

anggaran (performance-based budgeting). Aparatur belum secara 

konsisten mampu menghubungkan target pembangunan, indikator 

kinerja, dan struktur belanja secara logis dan terukur. Akibatnya, 

anggaran cenderung disusun berdasarkan pola historis dan 

kebutuhan administratif, bukan sebagai instrumen pencapaian 

hasil pembangunan. Hasil wawancara dengan Bappeda, 

mempertegas temuan ini, selain minimnya personel perencana di 
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Tingkat Perangkat Daerah, juga masih rendahnya pemahaman 

mengenai prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis 

outcome.  

- Ketergantungan tinggi pada individu kunci dan lemahnya 

sistem regenerasi. Menunjukkan bahwa proses perencanaan dan 

penganggaran masih sangat bergantung pada satu atau dua 

pegawai kunci di OPD tertentu. Kondisi ini mencerminkan 

lemahnya manajemen pengetahuan, dokumentasi proses, dan 

mekanisme alih pengetahuan, sehingga meningkatkan risiko 

keberlanjutan kualitas perencanaan ketika terjadi mutasi, rotasi, 

atau pergantian personel. 

- Pemahaman teknis yang masih bersifat prosedural, belum 

analitis 

Meskipun pemahaman teknis dasar terhadap dokumen 

perencanaan dan penganggaran relatif cukup pemahaman tersebut 

belum berkembang menjadi kemampuan analitis yang mendalam. 

Aparatur memahami apa yang harus disusun, tetapi belum 

sepenuhnya memahami mengapa dan bagaimana anggaran 

seharusnya dirancang untuk menjawab masalah pembangunan. 

Keterbatasan kemampuan aparatur dalam menyusun proyeksi 

yang realistis dan mengaitkan indikator kinerja dengan alokasi anggaran 

menyebabkan perencanaan lebih bersifat prosedural dan berbasis 

kepatuhan, bukan analisis berbasis hasil. Akibatnya, target anggaran 

sering tidak sepenuhnya dapat dieksekusi, belanja dirancang untuk 

memenuhi aktivitas dan input, dan peningkatan APBD tidak secara 

otomatis menghasilkan perbaikan kinerja pembangunan. Kondisi ini 

diperkuat oleh ketergantungan pada pegawai kunci yang membuat 

kualitas perencanaan dan penganggaran tidak terlembagakan secara 

merata, sehingga berbagai perbaikan fiskal yang dilakukan belum mampu 

menjembatani anggaran dengan hasil pembangunan secara efektif. 

Dengan demikian, tantangan kapasitas SDM Lampung Timur saat 

ini bersifat kualitatif dan struktural, bukan kuantitatif. Penguatan ke 

depan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan linking planning–
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budgeting–performance, pengurangan ketergantungan pada individu 

kunci, dan pengembangan sistem pembelajaran berkelanjutan yang 

terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. 

5.5.2. Aspek Proses Prencanaan dan Penganggaran 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan 

penganggaran di Kabupaten Lampung Timur secara formal telah berjalan 

relatif baik, namun masih menyimpan kelemahan substansial yang 

berdampak langsung pada kualitas APBD dan capaian pembangunan. 

Skor tinggi pada kepatuhan tahapan regulasi (4,18) mengindikasikan 

bahwa dokumen RKPD, Renja OPD, hingga APBD umumnya disusun 

sesuai siklus dan ketentuan yang berlaku. Namun, skor yang lebih rendah 

pada aspek teknokratik, khususnya kemampuan OPD menyusun usulan 

berbasis analisis kebutuhan dan data (3,04) serta konsistensi antar-

dokumen perencanaan (3,04), menunjukkan bahwa kepatuhan tersebut 

masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya didukung oleh kualitas 

analisis yang kuat 

Kelemahan pada proses teknokratik ini berimplikasi langsung pada 

kinerja keuangan daerah, terutama munculnya deviasi antara 

perencanaan dan realisasi serta rendahnya efektivitas belanja. Usulan 

kegiatan yang belum sepenuhnya berbasis data dan analisis masalah 

menyebabkan program yang masuk APBD kurang tajam dalam menjawab 

isu pembangunan, sehingga belanja cenderung bersifat rutin, 

terfragmentasi, dan kurang berdampak. Hal ini diperkuat oleh skor relatif 

rendah pada kualitas proses verifikasi dan review anggaran (3,18), yang 

menunjukkan bahwa fungsi pengujian efektivitas dan efisiensi kegiatan 

belum berjalan optimal dan masih berfokus pada kelengkapan 

administrasi. 

Selain itu, skor tinggi pada indikator bahwa keputusan 

penganggaran relatif berbasis data (3,93) perlu dibaca secara hati-hati. 

Temuan kualitatif dari responden menunjukkan bahwa ruang fiskal OPD 

sangat dibatasi oleh plafon anggaran yang bersifat “given”, termasuk 

alokasi pokok-pokok pikiran (pokir), prioritas tertentu, dan kewajiban 

pendampingan program pusat. Kondisi ini membatasi fleksibilitas 
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perencanaan teknokratik dan menyebabkan ketidaksinkronan antara 

prioritas pembangunan daerah dengan struktur belanja, yang pada 

akhirnya melemahkan hubungan antara APBD dan capaian kinerja 

pembangunan 

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masalah utama 

bukan pada ada atau tidaknya proses perencanaan, melainkan pada 

kualitas substansi dan konsistensi proses tersebut. Lemahnya basis 

analisis dan sinkronisasi dokumen menjelaskan mengapa peningkatan 

anggaran tidak selalu diikuti oleh perbaikan indikator pembangunan. 

Selama perencanaan dan penganggaran masih didominasi oleh 

pendekatan administratif dan keterbatasan ruang kebijakan fiskal OPD, 

APBD akan sulit berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong 

hasil pembangunan yang lebih efektif dan terukur. 

 

5.5.3. Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas  

Hasil penilaian menunjukkan bahwa tata kelola dan akuntabilitas 

perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lampung Timur berada 

pada kategori cukup baik hingga baik, dengan rata-rata skor antar-

indikator berkisar antara 3,64 hingga 4,07. Skor tertinggi terdapat pada 

aspek alasan revisi anggaran yang lebih disebabkan oleh perubahan 

kondisi aktual dibandingkan kelemahan perencanaan awal (4,07) serta 

pengendalian anggaran yang relatif rutin (3,93). Temuan ini menunjukkan 

bahwa mekanisme pengendalian fiskal dan penyesuaian anggaran telah 

berjalan dan berfungsi sebagai instrumen respons terhadap dinamika 

pelaksanaan, bukan semata koreksi administratif. 

Namun demikian, terdapat indikasi bahwa kualitas perencanaan 

awal masih belum sepenuhnya kuat, tercermin dari skor yang belum 

optimal pada indikator keterukuran output dan outcome (3,96) serta 

transparansi informasi anggaran dan kinerja (3,64). Hal ini 

mengisyaratkan bahwa meskipun sistem pengendalian dan pelaporan 

berjalan relatif baik, anggaran belum sepenuhnya dirancang sejak awal 

dengan kerangka kinerja yang jelas dan terukur, sehingga akuntabilitas 
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lebih kuat pada tahap pelaporan dibandingkan pada tahap perencanaan 

strategis. 

Kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan (SIPD) dinilai 

cukup baik (3,82), yang menunjukkan bahwa secara umum sistem tidak 

menghambat proses perencanaan dan penganggaran. Namun, catatan 

responden terkait perlunya petunjuk teknis turunan dan kendala 

implementasi menunjukkan bahwa tantangan tata kelola bukan pada 

sistemnya, melainkan pada konsistensi penerapan dan kejelasan regulasi 

operasional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan variasi kualitas 

dokumen dan praktik antar-OPD, yang pada akhirnya memengaruhi 

konsistensi dan kredibilitas APBD secara keseluruhan. 

Dari perspektif kinerja keuangan, tata kelola yang relatif baik ini 

membantu menjaga ketertiban administrasi, ketepatan waktu pelaporan, 

dan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas (skor 3,79). Namun, 

karena keterkaitan antara anggaran dan output/outcome belum 

sepenuhnya kuat, perbaikan tata kelola belum sepenuhnya 

diterjemahkan menjadi peningkatan efektivitas belanja dan hasil 

pembangunan. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun proses 

pengendalian dan pelaporan membaik, hubungan antara besaran belanja 

dan capaian indikator pembangunan masih menunjukkan 

ketidaklinieran. 

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tantangan 

tata kelola dan akuntabilitas di Lampung Timur telah bergeser dari isu 

kepatuhan administratif menuju isu kualitas substansi dan transparansi 

kinerja. Penguatan ke depan perlu difokuskan pada penajaman 

perencanaan berbasis output dan outcome, peningkatan keterbukaan 

informasi yang mudah diakses publik, serta penyempurnaan regulasi 

teknis agar sistem tata kelola yang sudah berjalan baik dapat benar-benar 

meningkatkan efektivitas APBD sebagai instrumen pembangunan daerah. 

5.5.4. Aspek Ketersediaan dan Kualitas Data 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas 

data dalam proses perencanaan dan penganggaran Kabupaten Lampung 

Timur berada pada tingkat menengah, dengan variasi kekuatan dan 
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kelemahan yang cukup tajam antar-indikator. Skor rata-rata aspek ini 

berada pada kisaran 3,57, yang mengindikasikan bahwa data telah 

tersedia dan digunakan, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai 

fondasi utama pengambilan keputusan kebijakan dan penganggaran. 

Kelemahan paling mendasar terlihat pada indikator penggunaan 

data sebagai basis utama perencanaan program dan kegiatan (skor 3,04) 

serta kemampuan OPD dalam mengolah dan menganalisis data (2,96). 

Skor ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, data sering kali 

digunakan untuk mendukung keputusan yang telah diambil sebelumnya, 

bukan sebagai alat utama untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan 

prioritas, dan merancang intervensi. Kondisi ini berimplikasi langsung 

pada kualitas perencanaan fiskal, di mana alokasi anggaran menjadi 

kurang tajam dan kurang responsif terhadap dinamika kebutuhan 

pembangunan riil. 

Sebaliknya, keterkaitan antara data, masalah, dan usulan program 

dalam dokumen perencanaan memperoleh skor relatif tinggi (4,07). 

Temuan ini menunjukkan bahwa secara dokumentatif hubungan tersebut 

dapat ditampilkan dengan baik, namun belum sepenuhnya 

mencerminkan kualitas analisis yang mendalam. Artinya, konsistensi 

dalam dokumen lebih kuat dibandingkan konsistensi dalam proses 

analitis yang mendasarinya. Hal ini menjelaskan mengapa dokumen 

perencanaan terlihat rapi dan sistematis, tetapi dampak belanja terhadap 

capaian pembangunan masih terbatas. 

Dari sisi tata kelola data, peran Bappeda dalam mengonsolidasikan 

dan mengevaluasi data perencanaan dinilai cukup baik (3,68), begitu pula 

dengan keberadaan unit atau pejabat pengelola data (3,96). Namun, skor 

3,57 pada keseragaman sumber data antar-OPD menunjukkan bahwa 

persoalan data discrepancy masih terjadi dan berpotensi melemahkan 

kualitas pengambilan keputusan lintas sektor. Ketidaksinkronan data ini 

berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap angka-angka 

perencanaan, serta menyulitkan evaluasi kinerja pembangunan dan 

efektivitas belanja daerah. 
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Implikasi terhadap kinerja keuangan daerah cukup signifikan. 

Lemahnya kapasitas analisis data dan ketidakseragaman sumber data 

menyebabkan proyeksi pendapatan dan perencanaan belanja kurang 

presisi, yang pada akhirnya berkontribusi pada deviasi anggaran dan 

rendahnya efektivitas belanja. Dalam konteks hasil pembangunan, 

keterbatasan kualitas data memperlemah kemampuan daerah untuk 

memastikan bahwa peningkatan APBD benar-benar diarahkan pada 

sektor dan kelompok sasaran yang paling membutuhkan. 

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tantangan 

utama ketersediaan dan kualitas data di Kabupaten Lampung Timur 

bukan pada akses data, melainkan pada kapasitas analisis, konsistensi 

sumber data, dan pemanfaatannya secara substantif dalam pengambilan 

keputusan fiskal dan pembangunan. Penguatan ke depan perlu diarahkan 

pada peningkatan literasi data aparatur, penguatan peran Bappeda 

sebagai data integrator, serta konsolidasi sistem Satu Data Daerah agar 

APBD dapat dirancang lebih berbasis bukti dan berdampak nyata 

terhadap capaian pembangunan. 

5.5.5. Aspek Hambatan Eksternal dan Politik  

Hasil penilaian aspek Hambatan Eksternal dan Politik Anggaran 

menunjukkan bahwa secara umum tingkat hambatan berada pada 

kategori sedang hingga relatif terkendali. Indikator yang mencerminkan 

intervensi langsung aktor eksternal dan tekanan politik terhadap prioritas 

teknokratik OPD memperoleh skor relatif rendah, khususnya pada 

pengaruh kepentingan kelompok tertentu (2,68) dan tekanan pihak luar 

untuk memasukkan kegiatan non-prioritas (2,61), yang mengindikasikan 

bahwa praktik tersebut tidak terlalu dominan dan masih dapat dikelola 

dalam proses penganggaran.  

Namun demikian, hambatan tercermin padada pengaruh faktor 

politik terhadap penentuan prioritas APBD (3,68) serta hubungan 

eksekutif–DPRD dalam pembahasan anggaran (3,96) menunjukkan 

bahwa dinamika politik formal masih cukup kuat memengaruhi proses 

pengambilan keputusan fiskal. Selain itu, keterbatasan ruang fiskal 

akibat belanja wajib dan mandatory spending (3,00) serta kerentanan 
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terhadap perubahan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan 

bencana (3,68) menjadi hambatan struktural yang nyata dalam menjaga 

konsistensi perencanaan dan penganggaran. Secara keseluruhan, temuan 

ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan pada tekanan 

informal atau kepentingan sempit, melainkan pada struktur politik dan 

kebijakan fiskal yang membatasi fleksibilitas teknokratik, sehingga 

diperlukan penguatan mekanisme penyelarasan antara proses 

perencanaan Renja, pembahasan politik anggaran, dan manajemen risiko 

fiskal agar prioritas pembangunan tetap terjaga. 

5.5.6. Aspek Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E)  

Penilaian terhadap aspek Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) 

menunjukkan bahwa kapasitas M&E di OPD berada pada kategori cukup 

kuat namun belum optimal, dengan rata-rata skor antarindikator berkisar 

antara 3,61–3,89. Indikator dengan skor relatif lebih tinggi, yaitu 

kejelasan dan kesesuaian indikator kinerja dengan standar Permendagri 

86/2017 (3,89) serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam perencanaan 

tahun berikutnya (3,86), mengindikasikan bahwa secara normatif OPD 

telah memahami kerangka kinerja dan pentingnya siklus umpan balik 

perencanaan.  

Namun demikian, skor terendah terdapat pada pelaksanaan M&E 

secara rutin dan berkualitas (3,61) serta integrasi sistem M&E dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran (3,68), yang diperkuat oleh 

komentar responden mengenai kurangnya penggunaan hasil M&E sebagai 

bahan perencanaan selanjutnya. Temuan ini menegaskan bahwa 

tantangan utama M&E bukan pada ketersediaan indikator atau komitmen 

formal pimpinan OPD (3,71), melainkan pada kualitas pelaksanaan M&E 

dan daya dorongnya dalam mempengaruhi keputusan perencanaan dan 

penganggaran, sehingga M&E masih cenderung bersifat administratif dan 

belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran dan 

pengendalian kinerja pembangunan.  

 Tabel 5. 18 Hasil Diagnostik Sistem Perencanaan dan Penganggaran 
Kabupaten Lampung Timur 
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Aspek Kekuatan Kelemahan Peluang 

Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Penguasaan 
administratif 
dan sistem 
perencanaan–
penganggaran 
relatif memadai; 
pemahaman 
prosedur 
regulasi sudah 
terbentuk 

Lemah dalam 
analisis substantif, 
penganggaran 
berbasis kinerja 
(linking planning–
budgeting–
performance), 
ketergantungan 
pada individu 
kunci, dan 
minimnya 
kemampuan analitis 
serta proyeksi 

Pengembangan 
kapasitas berbasis 
outcome, sistem 
pembelajaran 
berkelanjutan, 
manajemen 
pengetahuan, dan 
penguatan peran 
fungsional 
perencana 

Proses 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 

Kepatuhan tinggi 
terhadap 
tahapan dan 
siklus regulasi; 
dokumen 
perencanaan 
tersedia lengkap 

Proses teknokratik 
lemah, analisis 
kebutuhan dan data 
kurang kuat, 
inkonsistensi antar-
dokumen, ruang 
fiskal OPD terbatas 
oleh plafon “given” 

Penyempurnaan 
quality control 
substansi 
perencanaan, 
penguatan review 
berbasis efektivitas, 
dan penajaman 
prioritas berbasis 
masalah 

Tata Kelola 
dan 
Akuntabilitas 

Mekanisme 
pengendalian 
dan revisi 
anggaran 
berjalan; 
ketepatan waktu 
pelaporan dan 
kepatuhan 
akuntabilitas 
relatif baik 

Output–outcome 
belum sepenuhnya 
terukur sejak 
perencanaan awal; 
transparansi 
informasi kinerja 
masih terbatas; 
variasi praktik 
antar-OPD 

Penguatan 
perencanaan 
berbasis kinerja 
sejak hulu, 
peningkatan 
keterbukaan 
informasi publik, 
dan harmonisasi 
regulasi teknis 

Ketersediaan 
dan Kualitas 
Data 

Data relatif 
tersedia; peran 
Bappeda sebagai 
konsolidator 
cukup berjalan; 
keterkaitan 
data–masalah–

program tampak 
di dokumen 

Data belum menjadi 
basis utama 
keputusan; 
kemampuan 
analisis data OPD 
rendah; data 
discrepancy antar-

OPD masih terjadi 

Penguatan literasi 
dan analisis data, 
konsolidasi Satu 
Data Daerah, dan 
pemanfaatan data 
untuk proyeksi 
fiskal dan targeting 

program 

Hambatan 
Eksternal dan 
Politik 
Anggaran 

Tekanan 
informal dan 
kepentingan 
sempit relatif 
terkendali; 
intervensi non-

Dinamika politik 
formal (eksekutif–
DPRD), mandatory 
spending, dan 
faktor eksternal 
membatasi 

Penyelarasan lebih 
awal antara Renja–
RKPD–pembahasan 
politik, serta 
penguatan 
manajemen risiko 
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Aspek Kekuatan Kelemahan Peluang 

prioritas tidak 
dominan 

fleksibilitas 
teknokratik 

fiskal dan skenario 
kebijakan 

Sistem 
Monitoring 
dan Evaluasi 
(M&E) 

Indikator kinerja 
relatif jelas dan 
sesuai regulasi; 
kesadaran 
normatif 
terhadap 
pentingnya M&E 
sudah ada 

M&E masih 
administratif; 
kualitas 
pelaksanaan belum 
konsisten; hasil 
evaluasi belum kuat 
mempengaruhi 
perencanaan dan 
anggaran 

Integrasi M&E 
dengan siklus 
perencanaan–
penganggaran, 
penguatan evaluasi 
berbasis outcome, 
dan kepemimpinan 
kinerja OPD 

5.6. Proyeksi dan Strategi Kebijakan Fiskal Lampung Timur 2026-

2030. 

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah periode 2025–2030 disusun 

sebagai instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dalam 

kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Proyeksi 

ini tidak dimaksudkan sebagai prediksi matematis yang deterministik, melainkan 

sebagai kerangka kebijakan fiskal jangka menengah yang merefleksikan kapasitas 

riil daerah, arah penyesuaian struktural belanja, serta risiko fiskal yang dihadapi. 

Penyusunan proyeksi dilakukan dengan menjadikan APBD Perubahan Tahun 

Anggaran 2025 sebagai basis historis terkini dan APBD Tahun Anggaran 2026 

yang telah ditetapkan melalui paripurna DPRD sebagai titik jangkar kebijakan 

(policy anchor). Dengan demikian, proyeksi fiskal ini berangkat dari keputusan 

anggaran yang telah sah secara hukum dan politik, bukan dari asumsi hipotetik. 

Metodologi yang digunakan adalah scenario-based fiscal projection dengan 

pendekatan envelope pertumbuhan, yang mengombinasikan, antara Analisis tren 

realisasi historis (2015–2024), Koreksi antara pagu dan estimasi realisasi, 

Penyesuaian kebijakan menuju kepatuhan UU HKPD, Prinsip kehati-hatian fiskal 

(prudential fiscal policy). 

Proyeksi disusun dalam tiga skenario: Pertama: Skenario konservatif, yang 

menekankan kehati-hatian dan mitigasi risiko realisasi. Kedua Skenario baseline, 

yang merepresentasikan kecenderungan historis paling wajar, Ketiga Skenario 

optimistis, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan intensifikasi pendapatan 

dan penguatan kualitas belanja. Angka proyeksi dibulatkan pada dua desimal 
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miliar rupiah untuk menjaga konsistensi agregasi fiskal dan menghindari distorsi 

akibat akumulasi desimal, tanpa mengubah arah dan proporsi kebijakan. 

5.6.1. Asumsi-Asumsi Proyeksi 

Dalam melakukan proyeksi ini dengan menggunakan asusmsi-asumsi 

sebagai berikut:  

a. Asumsi umum 

- Pertumbuhan total belanja daerah pasca-2026 dibatasi dalam 

kisaran wajar historis (±4–7% per tahun) untuk menghindari 

lonjakan ekstrem yang tidak realistis. 

- Penyesuaian struktur belanja dilakukan secara bertahap (trajectory-

based), terutama untuk belanja pegawai dan belanja modal. 

- Belanja pegawai diperlakukan sebagai belanja rutin yang rigid dan 

tidak dapat mengalami shock penurunan dalam jangka pendek. 

- Pembiayaan daerah diperlakukan sebagai instrumen transisi, bukan 

sumber pembiayaan struktural jangka panjang. 

b. Asumsi Sisi Pendapatan 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dikoreksi dari pagu 

menjadi estimasi realisasi berdasarkan tren historis: 

- Skenario konservatif: 83% dari pagu PAD, 

- Skenario baseline: 91% dari pagu PAD, 

- Skenario optimistis: PAD tumbuh rata-rata ±9% per tahun, 

mencerminkan dorongan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

2) Proyeksi PAD pasca-2026 mengikuti trajectory pertumbuhan yang 

konsisten dengan kapasitas ekonomi daerah dan tidak diasumsikan 

melonjak secara signifikan. 

3) Transfer pusat (DAU, DBH, DAK Fisik dan Nonfisik) diproyeksikan 

moderat berbasis tren historis dan formula kebijakan nasional. 

4) Dana Desa dimasukkan dalam kerangka pendapatan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh arus fiskal wilayah, namun 

tidak digunakan sebagai dasar penambahan belanja APBD 

kabupaten. 

c. Asumsi Sisi Belanja 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 140 — 

1) Belanja Pegawai Tahun 2025 (APBD Perubahan) diasumsikan 

terealisasi 93%, sesuai rata-rata realisasi 10 tahun terakhir. 

2) Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 diasumsikan terealisasi 88%, 

mencerminkan karakter belanja operasional yang paling rentan 

deviasi. 

3) Belanja Pegawai Tahun 2026, meskipun telah disepakati dalam 

paripurna DPRD, tetap diasumsikan terealisasi 93%. 

4) Belanja Barang dan Jasa Tahun 2026 diasumsikan terealisasi 88%. 

5) Pertumbuhan masing-masing komponen belanja disesuaikan untuk: 

a. menurunkan rasio belanja pegawai secara gradual menuju batas 

30%, 

b. meningkatkan porsi belanja modal pelayanan publik, 

c. menjaga stabilitas belanja operasi nonpegawai. 

d. Asumsi Pembiayaan 

1) Tahun 2026 diperlakukan sebagai tahun tekanan fiskal, dengan 

pembiayaan besar melalui: 

a. utang daerah ±Rp300 miliar, 

b. pemanfaatan SiLPA ±Rp50 miliar. 

2) Pembiayaan pasca-2026 tidak diproyeksikan berulang, melainkan 

ditekan secara bertahap melalui pengendalian belanja dan 

peningkatan kualitas pendapatan. 

3) Defisit dan surplus dianalisis berbasis estimasi realisasi, bukan 

pagu nominal. 

5.6.2. Proyeksi 

5.6.2.1. Proyeksi Pendapatan 

Proyeksi pendapatan daerah periode 2025–2030 disusun 

untuk menggambarkan kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Timur 

secara realistis dengan membedakan antara pagu anggaran dan 

estimasi realisasi, serta mengakomodasi ketidakpastian penerimaan 

di masa mendatang. Pendekatan yang digunakan bersifat scenario-

based, sehingga mampu menangkap variasi kinerja Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dinamika transfer pemerintah pusat, serta perubahan 
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struktur pendapatan daerah seiring penyesuaian kebijakan fiskal. 

Oleh karena itu, tabel-tabel proyeksi berikut tidak dimaksudkan 

sebagai angka pasti, melainkan sebagai rentang kapasitas fiskal 

yang wajar untuk menjadi dasar perumusan kebijakan belanja dan 

pembiayaan daerah dalam kerangka kehati-hatian fiskal dan 

keberlanjutan jangka menengah. 

 

 

 Tabel 5. 19 Proyeksi Pendapatan Daerah dengan Skenario Konservatif 
(Dalam miliar rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Pendapatan 
Asli Daerah 

230,73 237,65 244,78 252,13 259,69 267,48 

- Pajak 126,88 157,46 162,18 167,05 172,06 177,22 

- Retribusi 91,21 113,19 116,58 120,08 123,68 127,39 

- Hasil 
Pengelolaan 
KyD 

2,66 3,31 3,41 3,51 3,61 3,72 

- Lainnya 9,98 12,38 12,75 13,13 13,53 13,93 

DBH 65,60 24,45 24,69 24,94 25,19 25,44 

DAU 1.226,40 1.093,24 1.109,64 1.126,28 1.143,18 1.160,32 

DAK Fisik 17,40 25,33 24,06 22,86 21,72 20,63 

DAK 
NonFisik 

368,60 348,76 347,02 345,29 343,56 341,84 

Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transfer 
Antar 
Daerah 

117,20 119,51 120,70 121,91 123,13 124,36 

Dana Desa 269,50 257,30 245,54 234,32 223,61 213,39 

Total 
Pendapata

n 

2.295,4
3 

2.106,2
4 

2.116,4
3 

2.127,7
3 

2.140,0
8 

2.153,4
6 

Pada skenario konservatif, pendapatan daerah diproyeksikan 

dengan pendekatan kehati-hatian tinggi melalui koreksi pagu 

menjadi estimasi realisasi berbasis tren historis. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Tahun 2025 dikalibrasi pada tingkat realisasi 83 

persen dari pagu, sementara komponen transfer pusat diproyeksikan 
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moderat mengikuti pola historis dan formula kebijakan nasional. 

Pendekatan ini menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang relatif 

terbatas, namun mencerminkan kapasitas fiskal minimum yang 

realistis, sehingga memberikan bantalan terhadap risiko shortfall 

penerimaan tanpa mengandalkan asumsi optimistis yang sulit 

dicapai. 

 

 

 

 Tabel 5. 20 Proyeksi Pendapatan Daerah dengan Skenario Baseline (Dalam 
Miliar Rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Pendapatan Asli 
Daerah 

252,97 260,56 273,58 287,26 301,62 316,70 

- Pajak 139,11 160,51 168,54 176,97 185,81 195,11 

- Retribusi 100,00 115,38 121,15 127,21 133,57 140,25 

- Hasil 
Pengelolaan KyD 

2,92 3,37 3,54 3,72 3,90 4,10 

- Lainnya 10,94 12,62 13,25 13,91 14,61 15,34 

DBH 65,60 24,45 25,18 25,94 26,71 27,52 

DAU 1226,40 1093,24 1120,57 1148,58 1177,30 1206,73 

DAK Fisik 17,40 25,33 25,33 25,33 25,33 25,33 

DAK NonFisik 368,60 348,76 355,74 362,85 370,11 377,51 

Hibah 0,00 121,58 121,58 121,58 121,58 121,58 

Transfer Antar 
Daerah 

117,20 119,51 121,90 124,33 126,82 129,36 

Dana Desa 269,50 269,50 269,50 269,50 269,50 269,50 

Total Pendapatan 2073,19 2024,75 2076,78 2130,42 2185,75 2242,82 

Skenario baseline merepresentasikan proyeksi pendapatan 

paling wajar dengan mengacu pada kecenderungan realisasi historis. 

PAD Tahun 2025 diasumsikan terealisasi sebesar 91 persen dari 

pagu, mencerminkan performa rata-rata daerah dalam beberapa 

tahun terakhir. Pendapatan transfer, termasuk DAU, DBH, dan DAK, 

diproyeksikan stabil dengan pertumbuhan moderat. Skenario ini 

menjadi titik acuan utama perencanaan karena menyeimbangkan 
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kehati-hatian fiskal dan potensi penerimaan aktual tanpa dorongan 

kebijakan yang terlalu agresif. 

 Tabel 5. 21 Proyeksi Pendapatan Daerah dengan Skenario Optimis 

(Dalam miliar rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Pendapatan Asli 
Daerah 

277,99 297,45 324,22 353,40 385,21 419,88 

- Pajak 152,87 166,63 181,62 197,97 215,79 235,21 

- Retribusi 109,89 117,58 128,16 139,69 152,26 165,96 

- Hasil 
Pengelolaan KyD 

3,21 3,43 3,74 4,08 4,45 4,85 

- Lainnya 12,02 12,86 14,02 15,28 16,66 18,16 

DBH 65,60 24,45 25,67 26,95 28,30 29,72 

DAU 1226,40 1093,24 1131,50 1171,10 1212,09 1254,52 

DAK Fisik 17,40 25,33 26,09 26,87 27,68 28,51 

DAK NonFisik 368,60 348,76 359,23 370,00 381,10 392,54 

Hibah 0,00 135,86 135,86 135,86 135,86 135,86 

Transfer Antar 
Daerah 

117,20 119,51 123,09 126,78 130,59 134,50 

Dana Desa 269,50 257,30 265,02 272,97 281,16 289,59 

Total Pendapatan 2342,69 2301,90 2390,68 2483,93 2581,99 2685,12 

Pada skenario optimistis, pendapatan daerah diproyeksikan 

meningkat lebih tinggi dengan asumsi keberhasilan kebijakan 

intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, yang mendorong pertumbuhan 

rata-rata sekitar 9 persen per tahun. Peningkatan ini didukung oleh 

perbaikan administrasi perpajakan dan optimalisasi basis 

pendapatan daerah, sementara pendapatan transfer diasumsikan 

tetap mengikuti tren nasional yang moderat. Skenario ini tidak 

diperlakukan sebagai baseline, melainkan sebagai batas atas 

kapasitas fiskal yang dapat dicapai apabila seluruh instrumen 

kebijakan berjalan efektif. 

5.6.2.2. Proyeksi Belanja 

Proyeksi belanja daerah periode 2025–2030 disusun untuk 

memastikan keberlanjutan fiskal daerah sekaligus mendukung 

pencapaian prioritas pembangunan dalam kerangka Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan proyeksi 

dilakukan dengan membedakan antara pagu dan estimasi realisasi, 

serta menerapkan penyesuaian struktur belanja secara bertahap 

(trajectory-based adjustment) guna mengendalikan belanja rutin dan 

memperkuat belanja pembangunan tanpa menimbulkan guncangan 

fiskal. Oleh karena itu, tabel-tabel proyeksi belanja berikut disajikan 

dalam beberapa skenario untuk menggambarkan ruang kebijakan 

belanja yang realistis, terukur, dan konsisten dengan kapasitas 

keuangan daerah serta arah reformasi fiskal jangka menengah. 

 Tabel 5. 22 Proyeksi Belanja Daerah dengan Skenario Konservatif (dalam 
miliar rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belanja Daerah 2324,60 2592,38 2312,49 2312,08 2326,22 2352,81 

Belanja Operasi 1551,60 1580,47 1444,18 1351,88 1266,03 1189,52 

- Belanja Pegawai 877,92 892,80 848,16 834,84 817,08 799,32 

- Belanja Barang 
dan Jasa 

449,68 467,67 397,52 337,89 287,21 244,13 

- Belanja Hibah 220,00 215,00 193,50 174,15 156,74 141,07 

- Belanja 
Bantuan Sosial 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Belanja Modal 236,00 480,00 311,04 387,11 470,82 557,13 

Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

- Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Belanja Transfer 497,00 511,91 527,27 543,09 559,37 576,16 

- Belanja Bagi 
Hasil 

28,00 28,84 29,71 30,60 31,51 32,46 

- Belanja Ban. 
Keuangan 

469,00 483,07 497,56 512,49 527,86 543,70 

 Skenario konservatif belanja daerah disusun dengan 

menekankan pengendalian pengeluaran dan stabilitas fiskal. Belanja 

pegawai dan belanja barang dan jasa dikoreksi berdasarkan asumsi 

realisasi historis, sehingga tidak mencerminkan pagu nominal 

secara penuh. Pertumbuhan belanja total dijaga dalam kisaran 

rendah, dengan belanja modal meningkat secara bertahap dan 
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terukur. Pendekatan ini memastikan kesinambungan layanan 

publik tetap terjaga sekaligus meminimalkan tekanan pembiayaan 

pada periode setelah tahun 2026. 

 

 

 

 Tabel 5. 23 Proyeksi Belanja Daerah dengan Skenario Baseline (dalam 
miliar rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belanja Daerah 2324,60 2597,07 2362,81 2383,89 2402,38 2430,92 

Belanja Operasi 1551,60 1580,47 1480,18 1401,43 1325,51 1256,10 

- Belanja Pegawai 877,92 892,80 866,02 852,42 834,28 816,14 

- Belanja Barang 
dan Jasa 

449,68 467,67 409,21 358,06 313,30 274,14 

- Belanja Hibah 220,00 215,00 199,95 185,95 172,93 160,82 

- Belanja 
Bantuan Sosial 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Belanja Modal 236,00 480,00 315,65 394,30 466,70 541,75 

Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

- Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Belanja Transfer 497,00 516,60 536,98 558,16 580,17 603,07 

- Belanja Bagi 
Hasil 

28,00 28,84 29,71 30,60 31,51 32,46 

- Belanja Ban. 
Keuangan 

469,00 487,76 507,27 527,56 548,66 570,61 

Pada skenario baseline, belanja daerah diproyeksikan tumbuh 

moderat mengikuti kapasitas fiskal daerah dan arah kebijakan 

penyesuaian struktural. Belanja pegawai dikelola secara gradual 

untuk menurunkan rasio terhadap total belanja tanpa menimbulkan 

guncangan, sementara belanja modal ditingkatkan secara konsisten 

sebagai instrumen peningkatan kualitas belanja. Struktur belanja 

dalam skenario ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan 

operasional dan agenda pembangunan daerah, serta menjadi 

rujukan utama dalam perencanaan fiskal jangka menengah. 
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 Tabel 5. 24 Proyeksi Belanja Daerah dengan Skenario Optimistis (dalam 
miliar rupiah) 

Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belanja Daerah 2324,60 2602,04 2495,71 2624,07 2745,48 2871,58 

Belanja Operasi 1551,60 1580,47 1598,88 1619,67 1637,60 1657,41 

- Belanja Pegawai 877,92 892,80 888,15 874,20 855,60 837,00 

- Belanja Barang 
dan Jasa 

449,68 467,67 495,73 525,47 557,00 590,41 

- Belanja Hibah 220,00 215,00 210,00 215,00 220,00 225,00 

- Belanja 
Bantuan Sosial 

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Belanja Modal 236,00 480,00 319,48 399,97 475,05 551,52 

Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

- Belanja Tidak 
Terduga 

40,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Belanja Transfer 497,00 521,57 547,35 574,43 602,83 632,65 

- Belanja Bagi 
Hasil 

28,00 29,12 30,28 31,50 32,76 34,07 

- Belanja Ban. 
Keuangan 

469,00 492,45 517,07 542,93 570,07 598,58 

Skenario optimistis belanja mencerminkan ruang fiskal yang 

lebih longgar sebagai konsekuensi dari peningkatan pendapatan. 

Belanja modal memperoleh porsi yang lebih besar untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sementara 

belanja operasi tetap dikendalikan agar tidak tumbuh secara eksesif. 

Meskipun lebih ekspansif, skenario ini tetap mempertahankan 

prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa peningkatan 

belanja tidak melampaui kapasitas fiskal dan kemampuan serapan 

daerah. 

5.6.2.3. Proyeksi Surplus/Defisit 

Proyeksi surplus–defisit daerah periode 2025–2030 disusun 

sebagai instrumen untuk menilai keseimbangan fiskal antara 

pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka pengelolaan 

keuangan yang pruden dan berkelanjutan. Analisis surplus–defisit 

tidak dimaksudkan sebagai target kebijakan tersendiri, melainkan 

sebagai hasil akhir dari interaksi antara estimasi realisasi 
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pendapatan dan penyesuaian struktur belanja daerah yang 

direncanakan. Oleh karena itu, tabel-tabel proyeksi surplus–defisit 

berikut disajikan secara scenario-based untuk menggambarkan 

variasi tekanan fiskal yang mungkin terjadi, sekaligus menjadi dasar 

dalam menentukan kebutuhan pembiayaan yang bersifat sementara 

dan terukur, tanpa menciptakan ketergantungan fiskal jangka 

menengah. 

 Tabel 5. 25 Proyeksi Surplus/Defisit dengan Skenario Konservatif (dalam 
miliar rupiah) 

Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total 

Pendapatan 

2295,4

3 

2106,2

4 

2116,4

3 

2127,7

3 

2140,0

8 

2153,4

6 

Belanja Daerah 

2324,6

0 

2592,3

8 

2312,4

9 

2312,0

8 

2326,2

2 

2352,8

1 

Pembiayaan -29,17 -486,14 -196,06 -184,35 -186,14 -199,35 

Pada skenario konservatif, posisi surplus/defisit daerah 

mencerminkan tekanan fiskal yang relatif lebih tinggi sebagai 

konsekuensi dari asumsi realisasi pendapatan yang berhati-hati dan 

pertumbuhan belanja yang dikendalikan secara ketat. Defisit yang 

muncul bersifat terbatas dan terukur, serta tidak menunjukkan 

kecenderungan struktural yang berkelanjutan. Kondisi ini 

menggambarkan kapasitas fiskal minimum daerah yang masih 

mampu menjaga kesinambungan anggaran, sekaligus menyediakan 

ruang evaluasi kebijakan apabila realisasi pendapatan berada di 

bawah ekspektasi. 

 Tabel 5. 26 Proyeksi Surplus/Defisit dengan Skenario Baseline (dalam 
miliar rupiah) 

Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total 

Pendapatan 

2073,1

9 

2024,7

5 

2076,7

8 

2130,4

2 

2185,7

5 

2242,8

2 

Belanja Daerah 

2324,6

0 

2597,0

7 

2362,8

1 

2383,8

9 

2402,3

8 

2430,9

2 
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Pembiayaan -251,41 -572,32 -286,03 -253,47 -216,63 -188,10 

Dalam skenario baseline, proyeksi surplus/defisit 

menunjukkan keseimbangan fiskal yang relatif stabil, 

mencerminkan interaksi yang wajar antara estimasi realisasi 

pendapatan dan belanja daerah. Defisit yang terjadi terutama 

terkonsentrasi pada tahun transisi, khususnya Tahun Anggaran 

2026, dan selanjutnya cenderung menurun seiring dengan 

pengendalian belanja dan konsolidasi fiskal pasca-penyesuaian. Pola 

ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah berada dalam 

koridor keberlanjutan dan tidak bergantung pada pembiayaan 

struktural jangka menengah. 

 Tabel 5. 27 Proyeksi Surplus/Defisit dengan Skenario Optimistis (dalam 
miliar rupiah) 

Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Total 

Pendapatan 

2342,6

9 

2301,9

0 

2390,6

8 

2483,9

3 

2581,9

9 

2685,1

2 

Belanja Daerah 

2324,6

0 

2602,0

4 

2495,7

1 

2624,0

7 

2745,4

8 

2871,5

8 

Pembiayaan 18,09 -300,14 -105,03 -140,14 -163,49 -186,46 

Pada skenario optimistis, posisi surplus/defisit daerah 

menunjukkan tekanan fiskal yang lebih rendah sebagai dampak dari 

peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli 

Daerah yang didorong oleh kebijakan intensifikasi. Defisit dapat 

ditekan secara signifikan bahkan berpotensi menuju kondisi 

mendekati berimbang, sehingga kebutuhan pembiayaan menjadi 

lebih terbatas. Skenario ini menggambarkan batas atas ruang fiskal 

daerah apabila kebijakan pendapatan dan pengelolaan belanja 

berjalan efektif dan konsisten. 
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5.6.3. Analisis dan Skenario Kebijakan  

5.6.3.1. Analisis Kinerja Fiskal Daerah 

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lampung 

Timur menunjukkan bahwa skenario baseline merupakan skenario 

paling efektif dan realistis sebagai acuan kebijakan, karena 

mencerminkan kinerja historis pendapatan yang telah dikoreksi dari 

pagu menjadi estimasi realisasi. Skenario konservatif berfungsi 

sebagai risk buffer apabila terjadi shortfall penerimaan, sementara 

skenario optimistis menggambarkan batas atas kapasitas fiskal yang 

hanya dapat dicapai melalui intervensi kebijakan yang konsisten dan 

terkoordinasi. Dengan demikian, skenario optimistis bukan target 

otomatis, melainkan conditional outcome yang bergantung pada 

keberhasilan reformasi pendapatan. 

Untuk mendekati skenario optimistis, upaya kebijakan yang 

diperlukan tidak semata-mata menaikkan tarif, melainkan berfokus 

pada perluasan basis pendapatan dan peningkatan kepatuhan. Data 

historis menunjukkan bahwa deviasi PAD lebih sering disebabkan 

oleh keterbatasan basis dan administrasi daripada potensi ekonomi 

yang tidak ada. Oleh karena itu, langkah strategis yang relevan 

meliputi digitalisasi sistem pemungutan, pemutakhiran basis data 

wajib pajak dan retribusi, integrasi data lintas perangkat daerah, 

serta penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan. Tanpa 

langkah-langkah tersebut, skenario optimistis berisiko 

menjadi overprojection yang justru melemahkan kredibilitas 

perencanaan fiskal. 

Analisis data belanja menunjukkan bahwa tantangan utama 

fiskal daerah tidak terletak pada besaran belanja semata, melainkan 

pada komposisi dan efektivitas belanja. Belanja operasi, khususnya 

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, masih mendominasi 

struktur belanja daerah. Namun demikian, proyeksi menunjukkan 

bahwa pengendalian pertumbuhan belanja rutin secara gradual 

dapat menciptakan ruang fiskal bagi peningkatan belanja modal 

tanpa menimbulkan guncangan terhadap pelayanan publik. 
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Peningkatan efektivitas belanja harus diarahkan 

pada pergeseran dari belanja berbasis input ke belanja berbasis 

hasil. Data realisasi historis menunjukkan bahwa belanja barang 

dan jasa memiliki tingkat deviasi realisasi tertinggi, sehingga 

perbaikan perencanaan, penjadwalan pengadaan, dan konsolidasi 

program lintas OPD menjadi kunci peningkatan efisiensi. Selain itu, 

peningkatan belanja modal perlu difokuskan pada kegiatan yang 

memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian daerah dan 

pelayanan dasar, bukan sekadar peningkatan nominal belanja. 

Dengan pendekatan ini, efektivitas belanja tidak diukur dari 

besarnya anggaran terserap, tetapi dari kontribusinya terhadap 

pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Sementara Proyeksi surplus–defisit menunjukkan bahwa 

defisit fiskal merupakan fenomena yang terkonsentrasi pada periode 

transisi, khususnya Tahun Anggaran 2026, dan tidak bersifat 

struktural dalam jangka menengah. Risiko utama dari defisit yang 

tidak terkendali adalah meningkatnya ketergantungan terhadap 

pembiayaan, terutama utang daerah, yang pada akhirnya dapat 

mempersempit ruang fiskal di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, 

defisit yang berulang berpotensi mengganggu stabilitas belanja wajib 

dan pelayanan dasar apabila tidak dikelola secara pruden. 

Upaya penutupan defisit dalam kerangka proyeksi ini tidak 

bertumpu pada satu instrumen tunggal, melainkan pada kombinasi 

kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dari sisi 

pendapatan, optimalisasi realisasi PAD dan pengamanan transfer 

menjadi prioritas. Dari sisi belanja, pengendalian pertumbuhan 

belanja rutin dan penajaman prioritas belanja modal menjadi 

instrumen utama konsolidasi fiskal. Sementara itu, pembiayaan 

digunakan secara selektif dan bersifat sementara, terutama pada 

tahun transisi, dengan komitmen kuat untuk menurunkan 

ketergantungan pembiayaan pada periode setelahnya. Pendekatan 

ini memastikan bahwa defisit dikelola sebagai alat kebijakan yang 



Kajian Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran 2015–2025 Kabupaten Lampung Timur 

— 151 — 

terukur, bukan sebagai sumber ketidakseimbangan fiskal jangka 

panjang. 

5.6.3.2. Analisis Kepatuhan terhadap UU HKPD 

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 146 dan Pasal 147, 

pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas belanja, memperkuat efisiensi fiskal, serta menjaga 

kesinambungan keuangan daerah. Hasil proyeksi menunjukkan 

bahwa arah kebijakan fiskal Kabupaten Lampung Timur telah 

konsisten dengan semangat dan ketentuan UU HKPD. 

Terkait dengan pengendalian belanja pegawai, meskipun rasio 

belanja pegawai terhadap total belanja daerah belum sepenuhnya 

berada di bawah ambang batas 30 persen pada awal periode 

proyeksi, trajectory yang ditetapkan menunjukkan penurunan yang 

konsisten dan bertahap. Pada skenario konservatif, rasio belanja 

pegawai menurun dari 37,8 persen (2025) menjadi 34,4 persen 

(2026) dan terus bergerak menuju 34,0 persen pada 2030. Pada 

skenario baseline, rasio tersebut menurun lebih terukur dari 37,8 

persen (2025) menjadi 33,6 persen (2028) dan mencapai sekitar 

33,6–33,7 persen pada 2030. Sementara itu, pada skenario 

optimistis, penurunan rasio belanja pegawai berlangsung lebih 

cepat, dari 37,8 persen (2025) menjadi 34,3 persen (2026) dan 

mencapai sekitar 29,1 persen pada 2030, sehingga telah mendekati 

bahkan memenuhi batas maksimal 30 persen sebagaimana 

diarahkan dalam UU HKPD. 

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyesuaian struktural 

dalam UU HKPD, yang tidak dimaksudkan untuk mendorong 

pemotongan belanja secara mendadak, melainkan mendorong 

reformasi belanja yang berkelanjutan dan realistis. Dengan 

demikian, arah kebijakan belanja pegawai dapat dinilai patuh secara 

substansial (substantive compliance), meskipun belum sepenuhnya 

patuh secara numerik pada awal periode. 
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Selanjutnya, ketentuan mengenai prioritas belanja 

infrastruktur dan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 

147 tercermin dalam peningkatan bertahap porsi belanja modal 

dalam struktur belanja daerah. Meskipun belum seluruh target 

proporsional tercapai pada tahun-tahun awal, proyeksi 

menunjukkan adanya pergeseran komposisi belanja ke arah belanja 

produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Proyeksi menunjukkan bahwa rasio 

belanja modal terhadap belanja neto mengalami peningkatan yang 

konsisten di seluruh skenario, meskipun dengan kecepatan yang 

berbeda.  

Pada skenario konservatif, rasio belanja modal meningkat dari 

12,9 persen (2025) menjadi 23,1 persen (2026), dan terus naik 

hingga mencapai sekitar 31,4 persen pada 2030. Pada skenario 

baseline, rasio belanja modal meningkat dari 12,9 persen (2025) 

menjadi 23,1 persen (2026) dan stabil pada kisaran 29–30 persen 

pada 2030. Sementara itu, pada skenario optimistis, peningkatan 

belanja modal berlangsung lebih agresif, dari 12,9 persen (2025) 

menjadi 23,1 persen (2026) dan mencapai sekitar 24,6 persen pada 

2030, dengan kecenderungan peningkatan kualitas belanja yang 

lebih selektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah 

telah diarahkan untuk memenuhi mandat UU HKPD dalam jangka 

menengah, dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas 

fiskal daerah. 

Dari sisi pembiayaan, proyeksi menunjukkan kehati-hatian 

yang konsisten dengan prinsip pengelolaan utang daerah dalam UU 

HKPD. Pembiayaan melalui utang dipusatkan pada tahun transisi 

dan tidak berlanjut secara struktural pada periode berikutnya. 

Penurunan kebutuhan pembiayaan pasca-2026 mencerminkan 

komitmen daerah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan 

menghindari ketergantungan jangka panjang terhadap utang, 

sebagaimana ditekankan dalam kerangka hubungan keuangan 

pusat–daerah yang baru. 
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Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah 

Kabupaten Lampung Timur periode 2025–2030 menunjukkan 

bahwa kesinambungan fiskal daerah dapat dijaga melalui 

pendekatan perencanaan yang realistis, berbasis data, dan 

berorientasi pada penyesuaian struktural. Dengan menjadikan 

APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026 hasil paripurna DPRD 

sebagai jangkar fiskal, proyeksi ini mampu merefleksikan kapasitas 

riil daerah sekaligus menghindari bias optimisme yang sering 

melekat pada perencanaan berbasis pagu. Pendekatan skenario yang 

digunakan memberikan kerangka kebijakan yang fleksibel namun 

terukur dalam mengantisipasi dinamika pendapatan, kebutuhan 

belanja, serta tekanan fiskal jangka menengah. 

Lebih lanjut, hasil analisis menegaskan bahwa tantangan 

fiskal utama tidak terletak pada besaran anggaran, melainkan pada 

kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja serta pengendalian 

defisit secara pruden. Trajectory belanja yang diarahkan menuju 

kepatuhan UU HKPD, penguatan belanja modal secara bertahap, 

dan pembatasan pembiayaan utang pasca 2026 menunjukkan 

komitmen terhadap keberlanjutan fiskal.  
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BAB VI  

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari analisis serta evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran 

kabupaten lampung timur 2015-2024 serta proyeksi kebijakan keuangan daerah  

tahun 2026-2030, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah menjadi faktor kunci yang 

menentukan kemampuan Kabupaten Lampung Timur dalam mengelola 

keterbatasan fiskal sekaligus mendorong pencapaian tujuan 

pembangunan. Sepanjang periode 2015–2025, kinerja perencanaan dan 

penganggaran berlangsung dalam konteks keterbatasan struktural fiskal 

dan tantangan pembangunan perdesaan yang persisten, yang ditandai oleh 

ketergantungan sangat tinggi pada dana transfer pusat, rendahnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dominasi belanja 

operasional—khususnya belanja pegawai—yang secara nyata membatasi 

fleksibilitas kebijakan. Meskipun perencanaan pembangunan telah 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, pemulihan 

ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, integrasi antara 

perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya konsisten, 

sebagaimana tercermin dari deviasi antara target dan realisasi, perubahan 

prioritas yang kurang berbasis evaluasi kinerja, serta keterbatasan 

kapasitas kelembagaan dalam menerjemahkan tujuan pembangunan ke 

dalam alokasi anggaran yang efektif.  

2. Kinerja pembangunan makro menunjukkan bahwa Lampung Timur 

mengalami perbaikan kinerja pembangunan secara umum selama periode 

2016–2025, meskipun kemajuannya belum merata dan masih dibayangi 

persoalan struktural. Perbaikan tersebut tercermin dari pemulihan 

pertumbuhan ekonomi pascapandemi yang relatif kuat, peningkatan PDRB 

per kapita yang secara konsisten melampaui target RPJMD, penurunan 

tingkat kemiskinan yang berlangsung bertahap, serta perbaikan Indeks 
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Pembangunan Manusia dan stabilitas tingkat pengangguran terbuka. 

Dengan demikian, meskipun indikator pembangunan makro Lampung 

Timur menunjukkan perbaikan jangka panjang yang nyata, kemajuan 

antarindikator masih bersifat parsial dan memerlukan intervensi kebijakan 

yang lebih tajam dan berorientasi pada perubahan fundamental. 

3. Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur selama periode 2015–

2025 menunjukkan peningkatan pendapatan secara nominal, namun 

kualitas pengelolaan fiskal masih lemah dari sisi kemandirian, efektivitas, 

dan efisiensi. Ketergantungan yang sangat tinggi pada dana transfer, 

kontribusi PAD yang masih rendah dan belum berkelanjutan, serta 

efektivitas realisasi pendapatan yang tidak konsisten mencerminkan 

keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Permasalahan utama justru terletak 

pada struktur belanja yang tidak efisien, ditandai oleh dominasi belanja 

operasional—khususnya belanja pegawai—yang mengurangi ruang fiskal 

bagi belanja pembangunan dan belanja program berorientasi kinerja, serta 

ketimpangan belanja antar-perangkat daerah yang tidak sebanding dengan 

capaian sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa APBD lebih berfungsi 

sebagai instrumen pembiayaan rutin pemerintahan daripada alat strategis 

pembangunan, sehingga perbaikan ke depan menuntut reformasi 

menyeluruh pada struktur belanja dan kelembagaan daerah, bukan 

sekadar peningkatan pendapatan. 

4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hambatan perencanaan dan 

penganggaran Kabupaten Lampung Timur bersifat sistemik dan saling 

terkait, mencakup aspek struktural, kelembagaan, dan teknis. 

Keterbatasan kapasitas fiskal yang disertai dominasi belanja rutin secara 

struktural membatasi ruang kebijakan pembangunan, sementara 

kapasitas kelembagaan—khususnya kualitas sumber daya manusia dalam 

pemanfaatan data, analisis kinerja, dan pendekatan berbasis hasil—belum 

berkembang secara merata. Di sisi lain, sistem monitoring dan evaluasi 

belum berorientasi pada outcome dan belum terintegrasi secara efektif 

dengan siklus perencanaan dan penganggaran, yang diperparah oleh 

ketidaksinkronan antar-dokumen perencanaan dan penganggaran, 

sehingga menurunkan efektivitas belanja daerah. Temuan ini menegaskan 
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bahwa tantangan utama Lampung Timur tidak hanya terletak pada 

keterbatasan sumber daya, tetapi terutama pada kelemahan tata kelola 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya pembangunan secara 

strategis. 

5. anpa perubahan kebijakan fiskal yang mendasar, proyeksi 2026–2030 

menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur berisiko 

mempertahankan pola pembangunan yang bergantung pada transfer, 

berdaya ungkit rendah, dan tidak transformatif. Oleh karena itu, arah 

kebijakan fiskal ke depan harus difokuskan pada penguatan kemandirian 

fiskal secara bertahap, penataan ulang prioritas belanja agar lebih berpihak 

pada pembangunan dan pelayanan publik, serta penguatan perencanaan 

dan penganggaran berbasis kinerja dan hasil. Penguatan PAD yang 

berkelanjutan, reformasi struktur belanja yang menekan dominasi belanja 

aparatur, serta integrasi yang lebih kuat antara perencanaan, 

penganggaran, dan evaluasi kinerja menjadi prasyarat utama, didukung 

oleh perencanaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan risiko 

eksternal. Dengan demikian, periode 2026–2030 merupakan momentum 

strategis bagi Lampung Timur untuk bertransisi dari pengelolaan fiskal 

yang bersifat bertahan menuju pengelolaan fiskal yang mampu mendorong 

transformasi pembangunan daerah secara nyata. 

6.2. Rekomendasi Peta Jalan Perencanaan dan Kebijakan  Keuangan 

Daerah Lampung Timur 2026-2030 

Sesuai dengan hasil evaluasi serta penentuan proyeksi kedepan, maka 

kajian ini merkomendasikan strategi mempekuat kualitas perencanaan dan 

kebijakan pengelolaan kedepan untuk mencapai tujuan pembangunan 

sebagaimana ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2026-

2030. Rekomendasi ini dirancang sebagai strategi adaptif terhadap tantangan dan 

peluang pemerintah daerah kedepan, serta tranformatif  menuju peningkatan 

kualitas pembangunan melalui perbaikan dalam sistem perencanaan dan 

penganggaran daerah Lampung timur. Rekomendasi tersebut meliputi:  
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6.2.1. Peta Jalan Strategis Penguatan Perencanaan Daerah;  

Berdasarkan temuan bahwa hambatan utama perencanaan dan 

penganggaran bersifat struktural, kelembagaan, dan teknis, strategi 

penguatan kualitas perencanaan perlu dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Pemerintah daerah Lampung timur perlu melakukan reformasi tata 

kelola perencanaan yang berbasis data, kinerja, dan hasil, dengan 

memperkuat basis data dalam proses perencanaan daerah untuk 

penyusunan Resnta, Rencaja dan RKPD;  

b. Peningkatan kualitas data dengan membangun hub data (data 

center) untuk evaluasi kinerja Pembangunan, kinerja program OPD;  

c. Perbaikan system sistem monitoring dan evaluasi perlu 

direorientasikan dari sekadar pelaporan output menjadi instrumen 

pembelajaran kebijakan yang sistematis, sehingga hasil evaluasi 

kinerja benar-benar digunakan sebagai dasar dalam penyusunan 

rencana dan anggaran tahun berikutnya. Sinkronisasi antar-

dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Renstra OPD, 

RKPD, dan APBD) juga perlu diperkuat melalui mekanisme 

pengendalian perencanaan yang lebih ketat, agar konsistensi 

kebijakan dan efektivitas belanja dapat terjaga. 

d. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu memperkuat 

kapasitas perencana di seluruh perangkat daerah melalui 

standardisasi analisis perencanaan berbasis indikator outcome, 

pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi, serta peningkatan 

kualitas perumusan target kinerja yang realistis dan adaptif 

terhadap dinamika ekonomi dan fiskal. Upaya perbaikan untuk 

mengatasi hambatan perencanaan Pembangunan adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 6.1.. Rekomendasi Perbaikan Perencanaan dan Penganggaran 

Aspek Kelemahan Rekomendasi 

Kapasitas 
Sumber Daya 
Manusia 

Lemah dalam analisis 
substantif, penganggaran 
berbasis kinerja (linking 
planning–budgeting–
performance), ketergantungan 
pada individu kunci, dan 

Pengembangan kapasitas 
berbasis outcome, sistem 
pembelajaran 
berkelanjutan, manajemen 
pengetahuan, dan 
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minimnya kemampuan 
analitis serta proyeksi 

penguatan peran 
fungsional perencana 

Proses 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 

Proses teknokratik lemah, 
analisis kebutuhan dan data 
kurang kuat, inkonsistensi 
antar-dokumen, ruang fiskal 
OPD terbatas oleh plafon 
“given” 

Penyempurnaan quality 
control substansi 
perencanaan, penguatan 
review berbasis efektivitas, 
dan penajaman prioritas 
berbasis masalah 

Tata Kelola dan 
Akuntabilitas 

Output–outcome belum 
sepenuhnya terukur sejak 
perencanaan awal; 

transparansi informasi kinerja 
masih terbatas; variasi praktik 
antar-OPD 

Penguatan perencanaan 
berbasis kinerja sejak 
hulu, peningkatan 

keterbukaan informasi 
publik, dan harmonisasi 
regulasi teknis 

Ketersediaan 
dan Kualitas 
Data 

Data belum menjadi basis 
utama keputusan; 
kemampuan analisis data 
OPD rendah; data discrepancy 
antar-OPD masih terjadi 

Penguatan literasi dan 
analisis data, konsolidasi 
Satu Data Daerah, dan 
pemanfaatan data untuk 
proyeksi fiskal dan 
targeting program 

Hambatan 
Eksternal dan 
Politik Anggaran 

Dinamika politik formal 
(eksekutif–DPRD), mandatory 
spending, dan faktor eksternal 
membatasi fleksibilitas 
teknokratik 

Penyelarasan lebih awal 
antara Renja–RKPD–
pembahasan politik, serta 
penguatan manajemen 
risiko fiskal dan skenario 
kebijakan 

Sistem 
Monitoring dan 
Evaluasi (M&E) 

M&E masih administratif; 
kualitas pelaksanaan belum 
konsisten; hasil evaluasi 
belum kuat mempengaruhi 
perencanaan dan anggaran 

Integrasi M&E dengan 
siklus perencanaan–
penganggaran, penguatan 
evaluasi berbasis outcome, 
dan kepemimpinan kinerja 
OPD 

 

6.2.2.  Pata Jalan Strategis Pengelolaan Fiskal Daerah 2026-2030 

Pengelolaan fiskal ke depan perlu diarahkan pada peningkatan 

ruang fiskal melalui perbaikan kualitas pendapatan dan belanja, bukan 

semata peningkatan nominal anggaran. Tiga rekomendasi utama dalam 

strategi pengelolaan fiscal daerah kedepan, yaitu:  

6.2.2.1. Optimalisasi Pendapatan Konvensional  

a. Memperkuat basis PAD yang berkelanjutan melalui 

pembaruan dan integrasi basis data pajak dan retribusi 
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daerah, termasuk pemutakhiran objek dan subjek pajak 

secara berkala untuk mengurangi potensi kebocoran 

penerimaan. 

b. Meningkatkan kualitas sistem pemungutan pajak dan 

retribusi daerah dengan menerapkan mekanisme yang 

transparan, akuntabel, dan berbasis digital pada seluruh 

jenis objek penerimaan, guna meningkatkan kepatuhan dan 

efektivitas pemungutan. 

c. Menginisiasi pembentukan BUMD Aneka Usaha secara 

selektif dan berbasis kelayakan usaha, sebagai instrumen 

diversifikasi sumber PAD yang berorientasi pada 

profitabilitas dan keberlanjutan. 

d. Mereformulasi skema pemberian insentif berbasis kinerja 

penerimaan, dengan mengaitkan pemberian insentif akhir 

tahun pada capaian target PAD dan pengurangan deviasi 

negatif, sehingga mendorong kinerja perangkat daerah 

secara terukur. 

e. Meningkatkan kapasitas perencanaan pendapatan daerah 

dalam menetapkan target yang lebih akurat dan kredibel, 

melalui penggunaan data historis, proyeksi ekonomi, dan 

evaluasi realisasi pendapatan secara sistematis. 

f. Memperkuat akses terhadap pendanaan transfer dari 

pemerintah pusat dengan meningkatkan kualitas 

perencanaan, kinerja pembangunan, dan kepatuhan tata 

kelola, guna mempertahankan dan meningkatkan alokasi 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan 

skema transfer berbasis kinerja 

6.2.2.2. Efisiensi dan Efektifitas Belanja Daerah 

Dari sisi belanja, reformasi harus diarahkan pada 

peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui:  

a. Meningkatkan kapasitas OPD dalam penganggaran berbasis 

kinerja melalui penyeragaman indikator output–outcome, 

penguatan kemampuan analisis kinerja program, serta 
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pengaitan langsung antara capaian kinerja dan alokasi 

anggaran. 

b. Memperkuat implementasi prinsip money follows program 

dengan memastikan penganggaran difokuskan pada 

program prioritas yang secara langsung mendukung visi, 

misi, dan target pembangunan daerah, serta mengurangi 

fragmentasi anggaran lintas OPD. 

c. Memperkuat sistem evaluasi rencana kerja perangkat daerah 

dengan menegaskan peran Bappeda sebagai pengendali 

kualitas perencanaan dan konsistensi antar-dokumen 

perencanaan dan penganggaran. 

d. Meningkatkan kualitas evaluasi rencana kerja dan anggaran 

melalui penguatan kapasitas personel BPKAD atau 

pembentukan tim khusus evaluasi tahunan, guna mencegah 

pemborosan anggaran dan memastikan kesesuaian alokasi 

belanja dengan prioritas pembangunan. 

e. Menekan dominasi belanja aparatur dan menata ulang 

struktur belanja antar-perangkat daerah secara bertahap, 

dengan mengalihkan porsi anggaran ke belanja 

pembangunan dan belanja program yang memiliki 

keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja 

pembangunan. 

f. Menjadikan evaluasi kinerja belanja sebagai dasar 

rasionalisasi dan restrukturisasi perangkat daerah, 

terutama bagi OPD yang menunjukkan ketimpangan antara 

besaran anggaran dan capaian kinerja sektor. 

g. Melakukan restrukturisasi perangkat daerah secara selektif 

dengan merampingkan jumlah perangkat daerah setingkat 

dinas dan badan dari 26 menjadi 21 OPD, untuk 

meningkatkan efisiensi kelembagaan, mengurangi beban 

belanja aparatur, dan memperkuat fokus pada fungsi 

strategis pembangunan. 
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6.2.2.3. Inisiasi Pendanaan Kreatif 

Dalam kondisi keterbatasan fiskal, serta ketidak pastikan 

kebijakan desentralisasi, mendorong kreativitas dalam 

meningkatkan pendanaan untuk akselesari Pembangunan. 

Rekomendasi strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

a. Memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola pendanaan 

alternatif melalui penugasan unit/bidang khusus yang 

memiliki kompetensi teknis dalam mengakses, mengelola, 

dan mempertanggungjawabkan sumber pendanaan non-

APBD, seperti BPDLH dan skema pendanaan tematik 

lainnya. 

b. Membentuk dan mengembangkan unit teknis berbasis 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor-sektor 

potensial, sebagai instrumen peningkatan pendapatan 

daerah sekaligus wahana penguatan kerja sama dengan 

pihak ketiga yang berbasis layanan dan kinerja. 

c. Mengoptimalkan kolaborasi pembangunan kabupaten–desa 

melalui skema insentif fiskal, dengan merancang mekanisme 

penghargaan bagi desa yang berkontribusi nyata terhadap 

peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), 

sehingga mendorong perluasan basis pendapatan sekaligus 

pencapaian target pembangunan lokal. 

d. Memaksimalkan pendanaan pembangunan melalui kerja 

sama dengan pihak ketiga dan pemanfaatan pinjaman 

daerah secara selektif, yang diarahkan untuk percepatan 

pembangunan strategis dan penciptaan nilai tambah 

ekonomi, bukan sekadar menutup kesenjangan anggaran 

jangka pendek. 
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